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TRANSLITERASI  
A. Transliterasi  
1. Konsonan  
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai 
berikut : 
b : ب z : ز f : ؼ 
t : ت s : س q : ؽ 
s\ : ث sy : ش k : ؾ 
j : ج s} : ص l : ؿ 
h{ : ح d{ : ض m : ـ 
kh : خ t} : ط n : ف 
d : د z} : ظ w : و 
z\ : ذ ‘ : ع h : ػه 
r : ر g : غ y : ي 
Hamzah  ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanpa apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 
2. Vokal dan diftong 
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (untuk) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:  
VOKAL PENDEK PANJANG 
Fath}ah a a> 
Kasrah  i i> 
D}ammah  u u> 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan (u) misalnya kata 
baina ( ينب ) dan qaul ( ؿوق )  
3. Tasydi>d dilambangkan dengan konsonan ganda  
4. Kata sandang al-(alif la>m ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika 
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (al-). 
Contohnya :  
Menurut al-Bukhār i , hadis ini ....   
Al-Bukhār i  berpendapat bahwa hadis ini .... 
5. Ta marbu>t}ah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika terletak di akhir 
kalimat, ditransilteri dengan huruf ‚h". Contohnya: 
Al-Risa>lat li al-mudarrisah   ةسردملل ةلاسرلا 
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis 
dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, 
misalnya perkataan sunnah, khusus dan umum, kecuali bila istilah itu menjadi 
bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya: 
Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n ( فآرقلا ؿلاظ في )  
Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n ( نيودتلا لبق ةنسلا ) 
Inna al-‘Ibrah bi ‘Umu>m al-Lafz} la> bi Khus}u>s} al-Sabab 
ببسلا صوصبخ لا ظفللا ـومعب ةبرعلا فإ 
7. Lafz} al-Jala>lah ( للها ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. Contohnya: 
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 للها نيد = di>nullah      للهاب= billāh 
للها ةحمر في مه = hum fi> rah}matilla>h 
8. Lafal yang diakhiri dengan ya’ nisbah, maka akan ditulis dengan ‚i >‛. 
contohya: 
بيطاشلا = al-Syat}ibi> 
فيارقلا  = al-Qara>fi> 
B. Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. swt.  = Subh}a>na wa ta’a>la> 
2. saw. S = S{allalla>h ‘alaih wa sallam 
3. a.s. = ‘Alaih al-sala>m 
4. H  = Hijriyah  
5. M  = Masehi  
6. w.  = wafat  
7. QS. …/…: 4  = Qur’an Surah …/no. surah: ayat 4. 
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KATA PENGANTAR 
 ىِذَّلا لله ُد حم َحلَْا َر حسُعلا اَِنب ُدحِيُري َلََو َر حسُيلا اَِنب ُدحِيُري  ٍِدلاَخ ٍماَع ٍنحيِدِب َءاَيِبحَن حلْا ِِوب َمَتَخ ٍّبَِن ىَلَع ُوََلزح َنأَو
 ِبَو ُتاََكر َبحلاَو ُتَار ح َي حلْا ُلَّز َن َت َت ِوِل حضَفِبَو ُتَاِلْا َّصلا ُّمَِتت ِوِتَم حعِِنب ىِذَّلا َنَاي حدَ حلْا ِِوب َمَتَخ ُق َّقَحَت َت ِوِقحيِف حو َت
اَو ُدِصاَقَمحلا .ُتَاياَغحل ِإ َلَ حَنأ ُدَه حشَأ َل ُُول حوُسَرَو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَه حشَأَو ُوَل َكحِيرَشَلَ ُهَد ححَو للها َّلَِإ َو
 َو ِِولآ ىَلَعَو ٍد َّمَُمُ ىَلَع للها ىَّلَصَو َأ ِِوباَح حصَأ.ُدحع َب ا ََّمأ ، َ حيِْعَ حجْ 
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dengan judul “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam (Implementasi terhadap 
Isu Fikih Kontemporer”, Tesis ini diajukan guna memenuhi syarat dalam 
penyelesaian pendidikan pada Program Starata Dua (S2) Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
 Peneliti menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti 
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perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. 
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ABSTRAK 
Nama Peneliti :  Abdul Syatar 
Nomor Induk Mahasiswa  :  80100210004 
Judul Tesis:  : Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam 
(Implementasi terhadap Isu Fikih Kontemporer) 
Judul tesis ini adalah “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam.” Masalah 
pokok  dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat masyaqqah menurut pandangan 
fukaha, bagaimana kriteria masyaqqah yang berpengaruh bagi adanya keringanan 
dalam hukum Islam dan bagaimana dampak hukum yang dihasilkan oleh masyaqqah 
menurut hukum Islam. Deskripsi tersebut lahir dari berbagai fenomena yang cukup 
dilematis, dapat dilihat, dicermati dan dianalisis dalam dinamika kehidupan 
masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembebanan hukum (takli>f) yang 
menyulitkan manusia, baik itu yang terkait dengan ibadah maupun yang lainnya.  
Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data 
bersifat penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan 
adalah teologis normatif. Sumber data dari beberapa kitab dengan cara kutipan 
langsung dan tidak langsung. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dengan 
analisis kritis dan konten. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat masyaqqah, fukaha tidak 
jauh berbeda pandangan tentang hakikat masyaqqah yaitu segala hal yang menyertai 
mukalaf menyulitkan jiwa. Adapun kriteria masyaqqah tersebut harus terelepas dari 
subtansi ibadah secara umum. Masyaqqah yang dianggap berada dalam batas 
kemampuan mukalaf. Masyaqqah tersebut berbeda dalam setiap perbuatan-
perbuatan mukalaf. Bidang ibadah, mendapatkan keringanan berupa meninggalkan, 
pengguguran ataupun mengganti kewajiban yang dibebankan. Bidang muamalah, 
jika terdapat masyaqqah, keringanan yang diberikan berupa sahnya melakukan 
transaksi yang dilarang. Dengan demikian, dampak hukum dari masyaqqah adalah 
boleh meninggalkan yang wajib (kecuali salat) dan melaksanakan yang diharamkan 
akan mendatangkan kemudahan (rukhs}ah).  
Kajian tentang masyaqqah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian,  
baik di kalangan awam maupun ulama dan fukaha. Fukaha dituntut untuk 
memberikan fatwa yang dapat diterima oleh umat Islam, namun tidak mengabaikan 
nas-nas agama yang bersumber dari Sya>ri‘ (Allah swt. dan Rasulullah saw.). Fukaha 
harus mengambil kebijakan terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam 
dewasa ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bagi umat Islam, al-Qur’an dan sunah merupakan pedoman hidup yang harus 
ditaati dan dijalankan. Nabi Muhammad saw. lahir untuk melakukan berbagai 
perubahan secara menyeluruh dan universal, untuk mereformasi secara total 
kehidupan manusia yang penuh dengan ketimpangan ketika itu. Agama yang 
diajarkannya membawa aspirasi dan ide tentang tauhid, demokrasi (politik) dan 
keadilan sosial (ekonomi). Sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran dan 
tahapan pertumbuhan sosial saat itu. Rasulullah saw. memberikan petunjuk-petunjuk 
operasional dan teladan-teladan nyata melalui sunahnya. 
Beberapa kenyataan yang tidak dapat ditolak adalah bahwa syariat Islam 
mampu menyatukan dunia secara keseluruhan dengan wilayah yang saling berjauhan, 
suku bangsa yang heterogen, kondisi budaya berbeda dan persoalan temporal yang 
selalu berganti.
1
 Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan 
menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang 
beragam.  
Islam merupakan agama ka>ffah, yang mengatur segala perilaku kehidupan 
manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi urusan sosial dan 
ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus 
mengetahui bahwa Islam merupakan sistem hidup (way of life) yang harus 
                                                 
1
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, ‘Awa>mil al-Sa‘ah wa al-Muru>nah fi> al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah, terj. Agil 
Husain al-Munawwar, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), 
h. 1. 
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diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan tanpa 
pengecualian.
 
Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 208: 
                                
   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang beriman, masuklah kamu  ke dalam Islam secara 
keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
2
 
Masjfuk Zuhdi menjelaskan yang dikutip oleh Dedi Supriyadi bahwa setiap 
sistem hukum mempunyai asas dan prinsip termasuk Hukum Islam. Asas hukum 
dapat mengkaji kuat atau lemahnya suatu hukum, berat atau ringan pelaksanaannya, 
masih bisa tetap dipertahankan, atau masih sesuai dengan keinginan masyarakat, 
masih bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat yang terkena dengan pembebanan 
hukum.
3
 Sebagian fukaha menjelaskan asas hukum Islam tersebut, antara lain tidak 
menyulitkan (‘adam al-h{araj).4 Al-H{araj5adalah segala sesuatu yang menyulitkan 
badan, jiwa atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun pada masa yang 
datang. Asas tersebut sejalan dengan prinsip masyaqqah yang memberikan jalan 
kepada umat Islam untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami 
perubahan. 
                                                 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2004), h. 33. 
3
Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia (Cet. I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 145. 
4
Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), h. 10. 
5
Asas tersebut diambil dari beberapa ayat al-Qur’an ketika Allah swt. menyifati Rasulullah 
saw. antara lain QS al-A’raf/7: 157, QS al-Baqarah/2: 185 dan 286, QS al-H{ajj/22: 78, QS al-Nisa>’/4: 
28, QS al-Ma>idah/5: 7. Asas tersebut juga berdasarkan hadis Nabi saw. salah satu di antaranya  تثعب
 ةحمسلا ةيفينلحاب (Aku diutus untuk agama yang toleran). Lihat Dedi Supriyadi, op. cit., h. 147-151. 
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Masyaqqah mengandung arti kesulitan, kelelahan, dan kesukaran.6 Pengartian 
tersebut sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Nah}l/16: 7: 
                    
Terjemahnya: 
Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 
memayahkan) diri.
7
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak sanggup menuju suatu 
tempat, kecuali dengan kelelahan dan kesukaran. Jelaslah yang dimaksud dengan 
masyaqqah adalah kesukaran atau kesulitan. 
Tujuan-tujuan syariat (maqa>sid al-syari>‘ah) adalah makna-makna dan 
hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Tuhan (Sya>ri‘) pada segala kondisi tasyri>‘ 
(perundang-undangan), keinginan tersebut tidak hanya terbatas pada satu macam 
hukum syariat, tetapi semua bentuk hukum syariat yang tujuan dan maknanya 
termasuk di dalamnya. Termasuk makna-makna hukum yang tidak terekam dalam 
berbagai macam hukum, tetapi terekam dalam bentuk-bentuk yang lain.
8
 Dengan 
demikian, hikmah-hikmah yang terkandung dalam tujuan disyariatkannya sesuatu 
antara lain menghilangkan masyaqqah. Akan tetapi, masyaqqah yang dimaksudkan 
di dalamnya terdapat keringanan dalam berbagai ketetapan hukum, yaitu masyaqqah 
yang di luar dari kebiasaan (gai>r al-mu’ta>dah). Masyaqqah yang biasa, bukanlah 
menjadi faktor adanya keringanan. 
                                                 
6
Ibra>hi>m Mus}t}afa>, Ah}mad H}asan al-Zayya>t, H}amid ‘Abd al-Qa>dir, Muh}ammad ‘Ali> al-Najja>r, 
al-Mu‘jam al-Wasi>t} (Istanbu>l: al-Maktabah al-Isla>miyah, t.th), h, 489. Lihat juga ‘Abdul ‘Azi>z 
Muh{ammad ‘Azza>m, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2005), h.114. 
7
Departemen Agama RI, op. cit., h. 269.  
8
Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ‘Asyu>r, Maqa>s}id al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah (Cet. II; al-Qa>hirah: Da>r 
al-Nafa>’is, 2001), h. 86. 
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Kebolehan memakan bangkai yang hukum asalnya haram, tetapi karena 
dalam keadaan darurat yang luar biasa, sekiranya seseorang tidak memakannya bisa 
mengakibatkan kematian. Keadaan seperti ini boleh memakan bangkai bahkan bisa 
menjadi wajib. Contoh lain, sakit yang dapat menyulitkan seseorang salat berdiri, 
ketika itu seseorang dibolehkan salat duduk. 
Imam al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa Sya>ri‘ (Allah swt.) membuat perundang-
undangan (al-tasyri>‘) itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan 
akhirat.
9
 Pandangan tersebut menganggap bahwa tujuan hukum (maqa>s}id al-
syari>‘ah) adalah kemaslahatan umat manusia yang bertitik tolak dari pemahaman 
bahwa suatu pembebanan hukum (takli>f) diciptakan dalam rangka untuk merealisasi 
kemaslahatan hamba. Tidak satupun dari hukum Allah swt. yang tidak memiliki 
tujuan. Apabila hukum itu tidak memiliki tujuan, berarti membebankan sesuatu yang 
tidak dapat dilaksanakan oleh mukalaf (al-takli>f bi ma> la> yut}a>q).10 
Islam menjaga prinsip menghilangkan masyaqqah dari mukalaf dalam 
keseluruhan hukum Allah swt. Hal itu kembali pada kenyataan bahwa prinsip dalam 
syariat diatur dengan kaidah-kaidah baku dan dasar-dasar permanen yang dapat 
dijadikan sebagai media (was{i>lah) penyimpulan hukum ketika tidak ditemukan dalil 
agama atau ketika Allah swt. berdiam diri mengenai status hukum perkara 
tertentu.
11
 
                                                 
9
Abu> Ish}a>q al-Sya>t}bi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>‘ah, Juz II (al-Qa>hirah: al-Maktabah al-
Taufiqiyyah, 2003), h. 30. 
10Al-Takli>f bi ma> la> yut}a>q adalah sifat-sifat alami manusia seperti keinginan untuk makan 
dan minum yang tidak dituntut untuk menghilangkan. Seperti juga tidak dituntut untuk memperbaiki 
yang buruk dari ciptaan Allah swt. terhadap bentuk tubuhnya dan menyempurnakan kekurangannya 
karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Untuk lebih jelasnya lihat al-Sya>t}bi>, al-Muwa>faqa>t, 
Juz II, op. cit., h. 92. 
11‘Abdul ‘Azi>z Muh{ammad ‘Azza>m, al-Madkhal fi> al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa As\aruha> fi> 
al-Ah{ka>m al-Syari‘yyah, terj. Wahyu Setiawan, Qawa’id Fiqhiyyah (Cet. II: Jakarta: Amzah, 2009), 
h. 55. 
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Pelaksanaan hukum Islam alami serta manusiawi karena mengutamakan asas 
kemudahan dan pemudahan serta menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Sikap 
ajaran Islam yang lemah lembut, tidak seorangpun yang memiliki alasan dan cara 
untuk meninggalkan tuntutan hukum Islam karena mengalami kesulitan dan 
kesempitan (masyaqqah). Tuntutan-tuntutan agama tetap berlaku bagi semua orang 
yang dibebani dalam berbagai keadaannya, baik kuat, lemah, sehat, sakit, sipil, 
tentara, damai maupun dalam keadaan perang. Dengan demikian, orang memandang 
bahwa Islam sebagai syariat kehidupan, kenyataan, serta fitrah yang cocok dan baik 
untuk diterapkan dalam segala bentuk kehidupan pada berbagai tempat dan waktu. 
Islam tidak membuat seseorang merasa sukar dan sempit dalam menjalani 
perintah dan tuntutan Allah swt. sebagai pembuat syariat (Sya>ri‘). Islam juga tidak 
menjadi belenggu yang dapat menghalangi kemajuan dan peradaban. Bahkan, Islam 
memerintahkan manusia untuk terus mengembangkan hidup dan penghidupannya 
dengan memberikan kebebasan penuh dalam segala persoalan. 
Salah satu prioritas yang dituntut saat ini, khususnya dalam masalah fatwa 
dan dakwah adalah mengedepankan keringanan dan kemudahan daripada 
memberatkan dan menyulitkan.
12
 Bahkan, Imam al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa 
syarat seorang mujtahid harus menguasai dua persoalan. Pertama, mengetahui 
maqa>s}id al-syari>‘ah secara komperhensif. Kedua, kemampuan mengeluarkan 
(istinba>t}) hukum berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap maqa>s}id al-
syari>‘ah.13 Mencermati pernyataan Sya>t}ibi> tersebut, bisa menjadi motivasi bagi 
mujtahid untuk mengeluarkan hasil ijtihad dan fatwa yang meringankan bagi 
                                                 
12
Mus{t{afa> Mala>ikah, Fi> Us}u>l al-Da‘wah Muqtasaba>t min Kutub al-Duktu>r Yu>suf al-
Qarad}a>wi> (Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Taqwa>, 1997), h. 257.  
13
Al-Sya>t}ibi>, op. cit., Juz IV. h. 87-88. 
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mukalaf daripada menyulitkan. Banyak teks al-Qur’an dan sunah yang menjelaskan 
bahwa meringankan dan memudahkan lebih disukai Allah swt. dan Rasulullah saw. 
daripada memberatkan dan menyulitkan. Demikian firman Allah swt. dalam QS al-
Baqarah/2: 185: 
 ...                .... 
Terjemahnya: 
...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu....
14
 
QS al-Ma>idah/5: 6: 
...            .... 
Terjemahnya: 
...Allah tidak hendak menyulitkan kamu....
15
 
Beberapa ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah swt. menghendaki 
kemudahan dan keringanan dalam memberikan pembebanan hukum (takli>f) serta 
sesuai kemampuan mukalaf. Para mukalaf merasa nyaman dan tidak sulit untuk 
menjalankan perintah-perintah Allah swt. Dengan demikian, nas dari al-Qur’an 
menyatakan bahwa meringankan dan memudahkan lebih disukai oleh Allah swt. 
daripada memberatkan dan menyulitkan. 
Hadis Rasulullah saw.: 
 َُبأ ِنَِث َّدَح :َلَاق ،ُةَبْعُش اَن َث َّدَح :َلَاق ،ٍديِعَس ُنْب َيََْيَ اَن َث َّدَح :َلَاق ،ٍراَّشَب ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح ْنََ  ، ِ اَّيَّ لا و 
16" اوُرِّف َن ُت َلََو اوُرِّشَبَو ،اوُرِّسَع ُت َلََو اوُرِّسَي " :َلَاق ِّبَِّنلا ِنََ  ،ِسََنأ 
                                                 
14
Departemen Agama RI, op. cit., h. 29. 
15Ibid., h. 109. 
16Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}, Jil. I, Hadis nomor 69 
(Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Salafiyah, t.th), h. 44. 
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Artinya: 
Muh}ammad bin Basysya>r menceritakan kepada kami, kemudian berkata: 
Yah}ya bin Sa‘i>d menceritakan kepada kami, kemudian berkata: Syu‘bah 
menceritakan kepada kami, kemudian berkata: Abu> al-Tayya>h} menceritakan 
kepada kami dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda: ‚Mudahkanlah dan jangan 
persulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari‛. 
Banyak kalangan fukaha yang memberikan fatwa yang cenderung memudah-
mudahkan serta tidak sesuai dengan nas dari al-Qur’an dan sunah. Bahkan, banyak 
kalangan umat Islam untuk menjalankan perintah Sya>ri‘ sesuai dengan hawa 
nafsunya. 
Keringanan (rukhs}ah) lebih diutamakan dan mudah dipilih tatkala kebutuhan 
kepada hal tersebut sangat diperlukan. Misalnya sedang sakit, tua atau karena 
adanya kesulitan atau yang lain-lain yang bisa mendatangkan keringanan.
17
 Dalam 
sebuah hadis diceritakan bahwa: 
 َِس :َلَاق ،ُِّيراَصَْنْلْا ِنَْحَّْرلا ِدْبََ  ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح ،ُةَبْعُش اَن َث َّدَح ، ٍّيِلََ  ِنْب ِنَسَْلحا ِنْب ِورْمََ  َنْب َد َّمَُمُ ُتْع
 ًلُجَرَو اًماَِحز ىَأَر َف ،ٍرَفَس فِ ِهَّللا ُلو ُسَر َناَك " :َلَاق ،ْمُه ْ نََ  ُهَّللا َيِضَر ِهَّللا ِدْبََ  ِنْب ِرِباَج ْنََ  َُِّلل ْدَق 
:َلاَق َف ،ٌِمئاَص :او ُلاَق َف ؟اَذَه اَم :َلاَق َف ،ِهْيَلََ  ِرَفَّسلا فِ ُمْو َّصلا ِّبِْلا َنِم َسَْيل"18  
Artinya: 
Syu‘bah menceritakan kepada kami, Muh}ammad bin ‘Abdul Rah}ma>n al-Ans}a>ri> 
menceritakan kepada kami lalu berkata: Aku mendengar Muh}ammad bin ‘Amr 
bin al-H{asan bin ‘Ali> dari Ja>bir bin ‘Abdullah ra. berkata, Rasulullah berada 
dalam perjalanan kemudian melihat gerombolan dan seorang laki-laki yang 
dipayungi, Rasulullah bertanya, Apa ini? Mereka berkata, Dia itu berpuasa. 
Rasulullah bersabda; Bukanlah satu tindakan yang baik melakukan puasa 
dalam perjalanan. 
                                                 
17
Mus{t{afa> Mala>ikah, op. cit., h. 158. 
18
Al-Bukha>ri>, op. cit., Jil. II, Hadis nomor 1946, h. 44. 
8 
 
Ibnu H{ajar memberikan keterangan bahwa hadis tersebut menunjukkan dalam 
perjalanan yang sulit. Jika perjalanan itu tidak terlalu sulit dan tidak memberatkan, 
boleh baginya untuk berpuasa. Puasa bagi yang kuat lebih baik dari pada berbuka 
dan bagi yang mendapatkan kesulitan boleh memilih antara berpuasa dan berbuka.
19
 
Dalil dari hadis yang lain: 
 َيِضَر َةَشِئاََ  ْنََ  ،ِهِيَبأ ْنََ  ،َةَوْرَُ  ِنْب ِماَشِه ْنََ  ،ٌكِلاَم َانَر َبْخَأ ،َفُسو ي ُنْب ِهَّللا ُدْبََ  اَن َث َّدَح اَه ْ نََ  ُهَّللا
 ِّبَِّنلا ِجْوَز َق َف ؟ِماَيِّصلا  َِثَك َناََكو ،ِرَفَّسلا فِ ُمو ُصََأأ " :ِّبَِّنِلل َلَاق ،َّيِمَلْسَْلْا ٍورْمََ  َنْب َََة َْحْ َّنَأ  ْنِِ :َلا
 ْرِطَْفَأف َتْئِش ْنَِِو ،ْمُصَف َتْئِش"20  
Artinya: 
‘Abdullah bin Yu>suf menceritakan kepada kami, lalu Ma>lik memberitakan 
kepada kami dari Hisya>m bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘A<isyah ra. istri Nabi 
saw. ‚Bahwa H{amzah bin ‘Amr al-Aslami> bertanya kepada Rasulullah saw., 
‚Apakah boleh bagi saya untuk puasa?-Ia adalah orang yang banyak 
melakukan puasa- Rasulullah saw.bersabda, ‚Jika kamu mau puasalah, dan jika 
kamu mau juga berbukalah. 
Masyaqqah dijadikan dasar hukum bagi dispensasi dan kemudahan agama. 
Masyaqqah mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. 
Penentuan masyaqqah dan kriteria yang ada di dalamnya merupakan satu hal penting 
yang tidak dapat diremehkan.
21
 Masyaqqah yang berimplikasi pada dispensasi 
hukum dan batasan-batasannya yang dipandang penting adalah bentuk masyaqqah 
yang subtansinya tidak diterangkan oleh Allah swt. Adapun bentuk masyaqqah yang 
diatur oleh Allah swt. dan diasosiasikan dengan sebab-sebab tertentu sehingga 
                                                 
19Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> bi Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jil. IV (al-
Qa>hirah: Da>r al-Taqwa>, 2000), h. 227. 
20Ibid., h. 43. 
21‘Azza>m, al-Madkhal, h. 58. 
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ditetapkan hukum dispentatifnya berdasarkan ada atau tidaknya bentuk masyaqqah 
tersebut. 
Banyak kalangan manusia yang menjadikan masyaqqah sebagai alasan untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuataan yang 
diperintahkan. Misalnya, mereka menunda salat lohor sampai menjelang waktu asar 
dengan alasan tertentu. Kebolehan melakukan perbuatan riba dengan alasan bahwa 
meninggalkan perbuatan riba pada masa sekarang adalah masyaqqah.22 
Bahkan, tidak semua bentuk masyaqqah menimbulkan keringanan. Misalnya, 
ketika Allah swt. mensyariatkan puasa, orang yang melakukannya kelaparan dan 
kehausan. Kesulitan berpuasa bisa diatasi tanpa mengambil keringanan. Masyaqqah 
dalam contoh tersebut tidak dihilangkan oleh agama. Maksudnya, mukalaf tetap 
dituntut untuk mengerjakannya. 
Salah satu syarat pembebanan bagi mukalaf adalah kemampuan untuk 
melakukan perbuatan yang dibebankan. Perbuatan yang di luar kemampuan mukalaf 
untuk pelaksanaannya tidak masuk dalam bentuk masyaqqah. Misalnya, seseorang 
ingin terbang di udara dan berjalan di atas air, perbuatan tersebut mengakibatkan 
kesulitan untuk dilakukan oleh manusia. 
Syariat turun untuk memberikan rahmat bagi mukalaf dan meringankan 
beban-beban hukum, serta memberikan kemudahan berupa penggantian ketika 
terjadi hal-hal yang di luar kemampuan mukalaf tersebut sebagai bentuk rukhs}ah dan 
menolak kesulitan. Bidang ibadah, Allah swt. menjadikan sakit dan safar sebagai 
bentuk rukhs}ah untuk meninggalkan kewajiban saat itu, seperti salat dan puasa 
                                                 
22
Usa>mah Muh}ammad al-S{alla>bi>, al-Rukhas} al-Syar‘iyyah; Ah}ka>muha> wa D{awa>bit}uha > 
(Iskandariyyah: Da>r al-I<ma>n, 2002), h. 186. 
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menjadi gugur dan mendapatkan keringanan dari sebagian kewajiban tersebut. 
Syariat menggugurkan  salat jumat bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan, 
mensyariatkan mengqasar salat bagi yang dalam perjalanan, membolehkan 
pelaksanaan salat dalam keadaan duduk dan baring bagi orang yang tidak mampu 
berdiri. Bidang muamalah, Allah swt. mensyariatkan kebolehan jual beli salam23 dan 
akad istis{na>’ 24 tetapi karena kebutuhan bagi manusia, dibolehkan akad tersebut 
sebagai bentuk kemudahan dan keringanan. 
Bentuk-bentuk keringanan dalam agama beraneka ragam. Mencakup bidang 
ibadah, muamalah, dalam perkara-perkara sanksi (‘uquba>t) dan yang berkaitan 
dengan hal tersebut. Imam Sayu>ti> menyebutkan bahwa keringanan-keringanan yang 
disyariatkan tersebut harus dijalani sepenuhnya.
25
 Jadi, masyaqqah tidak hanya 
terbatas pada masalah ibadah saja, tetapi menyangkut masalah muamalah, baik itu 
hukum privat (ah}ka>m al-ah}wa>l al-syakhs}iyyah, ah}ka>m al-madaniyyah dan ah}ka>m al-
                                                 
23
Jual beli salam memiliki pengartian yang berbeda menurut fukaha. Hanafiyah 
mendefinisikan salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu 
barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan 
kemudian hari. Malikiyah mendefinisikannya sebagai jual beli yang modalnya dibayar terlebih 
dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Sya>fi‘iyah dan H{ana>bilah 
mendefinisikannya dengan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu 
dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di 
kemudian hari. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disederhanakan pengartian salam dengan 
membeli barang yang diserahkan di kemudian hari dan pembayarannya dilakukan di muka. 
24
Akad istis}na>’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam 
kontrak tersebut, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha 
melalui orang lain untuk membuat barang atau membeli barang menurut spesifikasi yang disepkati 
dan menjualnya kepada pembeli terkahir. Kedua belah pihak sepakat dengan harga serta sistem 
pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu 
waktu yang akan datang. Untuk lebih jelasnya lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariat; dari 
Teori ke Praktik (Cet, XIV; Jakarta: Tazkia Cendekia, 2009), h. 113-116. 
25‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 118. 
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iqtis}a>diyyah wa al-ma>liyyah) maupun hukum publik (ah}ka>m al-jina>’iyah, ah}ka>m al-
mura>fa‘a>t, ah}ka>m al-dustu>riyyah, dan ah}ka>m al-dauliyyah). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep masyaqqah dalam 
perspektif hukum Islam. Dengan demikian, dapat dibatasi dan dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana hakikat masyaqqah menurut pandangan fukaha? 
2. Bagaimana kriteria masyaqqah yang berpengaruh bagi adanya keringanan 
dalam hukum Islam? 
3. Bagaimana dampak hukum yang dihasilkan oleh masyaqqah dalam hukum 
Islam? 
 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul ‚Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; 
Implementasi terhadap Isu Fikih Kontemporer‛. Konsep masyaqqah dalam 
penelitian ini dimaksudkan bahwa masyaqqah tersebut menjadi sebab bagi 
munculnya kemudahan dan keringanan (ruhks}ah) yang diinginkan oleh Sya>ri‘. 
Perjalanan waktu serta berkembangnya sosial masyarakat, ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK), para mukalaf masih merasakan adanya efek masyaqqah dari 
pembebanan hukum (takli>f) yang dibebankan oleh Sya>ri‘ . Syariat Islam 
menghendaki keringanan dan kemudahan dengan tidak menghendaki kesukaran bagi 
umat. 
12 
 
Pengartian konsep dalam penelitian ini adalah memberi keterangan lebih 
mendalam tentang batasan-batasan masyaqqah yang berlaku bagi adanya 
keringanan-keringanan yang disyariatkan Allah swt. 
Masyaqqah menurut etimologi berasal dari ungkapan  َش َّق  ََ َل َّشلا ى ِئ  َي ُش ُّق  َش ِّق َو ا 
 َم َش َّق ًة  yang bermakna keletihan (al-ta‘ab)26 dan kesulitan (al-s}a‘ab).27 Menurut 
pengartian terminologi masyaqqah yang mendatangkan kemudahan adalah segala 
bentuk keringanan yang disyariatkan Allah swt. dari mukalaf karena sebab-sebab 
tertentu sehingga disyariatkan keringanan tersebut.
28
 Hal inilah yang menjadi pusat 
peneltian ini. 
Implementasi berarti pelaksanaan dan dapat pula berarti aktualisasi atau 
sosialisasi.
29
 Isu fikih kontemporer atau dalam istilah arab dikenal dengan al-qad}a>ya> 
al-fiqhiyat al-mu‘a>s}arah menjadi tema yang menarik untuk dikaji karena dengan 
kemajuan dunia modern. Pertanyan timbul apakah hukum Islam 14 abad silam masih 
relevan diterapkan sekarang. Hukum Islam mampu menghadapi zaman dan relevan 
untuk diterapkan. Tetapi, untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan syarat yang 
harus dijalani secara konsekuen. Maksud dari implementasi terhadap isu fikih 
kontemporer dalam hal ini adalah penerapan atau pelaksanaan suatu 
perbuatan/hukum dalam perkembangan kehidupan manusia yang selalu mengalami 
perubahan. 
 
                                                 
26
Kha>lid Ramad}a>n H}asan, Mu‘jam Us}u>l al-Fiqh (t.t., Da>r al-T}ara>bi>sy, t.th.), h. 264. 
27
Ibra>hi>m Mus}t}afa>, loc. cit. 
28‘Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}ul al-Fiqh (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2002), h. 241. 
29
Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 902.  
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2. Ruang Lingkup Penelitian 
Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup penelitian ini adalah hakikat, 
kriteria, dampak dan penetapan masyaqqah dalam hukum Islam yang menjadi 
tujuan-tujuan syariat dan hasil ijtihad fukaha dari nas-nas agama. 
D. Kajian Pustaka 
Karya-karya yang membahas tentang masyaqqah sangat banyak. Mayoritas  
buku usul fikih dan kaidah fikih menyinggung tentang masyaqqah, karena 
merupakan salah satu asas penetapan syariat yaitu tidak menyulitkan. Di antara 
karya tersebut yaitu: 
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m dalam al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah dan al-
Madkhal fi> al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa As\aruha> fi> al-Ah{ka>m al-Syar‘iyyah. Kedua 
buku tersebut menjelaskan al-qawa>‘id al-kubra> yang harus diketahui oleh seorang 
fakih. Salah satu di antaranya kaidah  َشلما َّق ُة  َْت ُل ُب  ََّلا ْي ِس ْي َر . Kesulitan yang ditemukan 
pada satu hal yang menjadi sebab yang sah untuk mengambil keringanan dan 
kemudahan serta menghilangkan kesukaran dari mukalaf ketika melaksanakan 
hukum-hukum yang ditetapkan oleh secara syar‘i>.30 Namun, buku tersebut hanya 
membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masyaqqah dan tidak menjelaskan 
masyaqqah secara luas. Penelitian ini menjelaskan lebih luas mengenai masyaqqah 
yang  
Wahbah al-Zuhaili> dalam kitabnya Naz}ariyyat al-D{aru>rat al-Syar‘iyyah; 
Muqa>ranah Ma‘a al-Qa>nu>n al-Wad}i>. Buku tersebut membahas tentang pergolakan 
argumentatif fukaha dalam merumuskan hukum-hukum darurat yang disarikan dari 
                                                 
30‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 114. 
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ayat-ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw.31  Pembahasan tentang persoalan 
darurat (emergency) dalam buku tersebut diperkaya dengan kaidah-kaidah usuliyah 
yang berkenaan dengan darurat. Buku tersebut juga membahas sekilas mengenai 
masyaqqah, tetapi tidak secara luas hanya membandingkan darurat dan masyaqqah 
sebagai faktor peringan. Penelitian ini menjadikan masyaqqah sebagai titik fokus 
dengan mengambil beberapa isu-isu kontemporer tentang fikih. 
Imam al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya al-Muwa>faqa>t. Buku tersebut merupakan 
karya monumental Imam al-Sya>t}ibi>. Pembahasan tentang masyaqqah dalam buku 
tersebut dibahas pada bagian ketiga dari pembagian maqa>s}id al-syari>‘ah yaitu qas}d 
al-sya>ri‘ fi> wad}‘i al-syari>‘ah li al-takli>f bi muqtad}a>ha>.32 Bagian ini dimaksudkan 
bahwa maksud Sya>ri‘ dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai 
dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 
permasalahan, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok, yaitu 
pembebanan yang di luar kemampuan manusia (al-takli>f bima> la> yut}a>q) dan 
pembebanan yang di dalamnya terdapat masyaqqah (al-takli>f bima> fi>h masyaqqah).33 
Namun, dalam buku tersebut Imam al-Sya>tibi> hanya memaparkan teori dan kaidah 
masyaqqah tanpa memberikan lebih luas aplikasi-aplikasi masyaqqah itu. Dewasa 
ini, masyaqqah menjadi bahan pembicaraan dan pusat masalah yang selalu ditujukan 
kepada para ulama, baik perorangan, kolektif, maupun antar negara di antara 
masalah tersebut adalah mengenai batasan-batasan masyaqqah yang berimplikasi 
kepada hak untuk mendapatkan keringanan. Dengan demikian, masyaqqah menjadi 
                                                 
31
Wahbah al-Zuhaili>, Naz}ariyat al-D{aru>rat al-Syar‘iyah; Muqa>ranah Ma‘a al-Qa>nu>n al-Wad}i> 
(Dimasyq: Da>r al-Fikr, 1997), h. 63-68. 
32
Al-Sya>ti}bi>, op. cit., Juz II, h. 91. 
33Ibid., h. 91-143. 
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penting untuk dibahas dan diketahui. Masalah belakangan muncul apakah 
masyaqqah yang dihadapi oleh manusia dahulu masih sama dengan masyaqqah 
zaman ini. Oleh karena itu, masyaqqah menjadi penting untuk dibahas. 
E. Kerangka Teoretis 
Penyusunan kerangka teoretis, lebih dahulu mengamati beberapa ayat-ayat al-
Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw. tentang masyaqqah dan rukhs}ah sebagai landasan 
atau pijakan dalam melakukan penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan penafsiran 
ayat dan penjelasan hadis tersebut dalam kitab-kitab tafsir, syarah} hadis dan kitab-
kitab fikih. 
Beberapa teori dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Teori Kemaslahatan 
Imam al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa tujuan agama adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan dunia dan akhirat.
34
 Tujuan syariat mewujudkan kemaslahatan umum 
dengan cara menjadikan hukum paling utama serta sesuai dengan kebutuhan dan 
maslahat mukalaf. Maslahat merupakan suatu metode yang digunakan dalam 
memutuskan beberapa hukum agama. 
Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Imam al-Sya>t}ibi> terbagi kepada 
tiga tingkatan, yaitu kebutuhan d}aru>riya>t (primer), kebutuhan h}a>jiya>t (sekunder) dan 
kebutuhan tah}si>niya>t (pelengkap). 
a. D{aru>riya>t 
Kebutuhan d}aru>riya>t adalah kebutuhan yang harus ada dan dipenuhi untuk 
menunaikan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan tersebut tidak 
                                                 
34Ibid., h. 30. 
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terpenuhi, tidak tercapai kemaslahatan dan terancam kerusakan dalam kehidupan di 
dunia. Kehilangan kenikmatan dan merasakan kerugian di akhirat.
35
 
Ada lima hal yang termasuk dalam kategori tersebut, yaitu menjaga agama, 
memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, memelihara lima 
pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti, ditemukan 
alasan pembentukannya yang tidak lain adalah memelihara lima pokok tersebut. 
Misalnya, firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:193 tentang kewajiban jihad: 
                              
Terjemahnya: 
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 
agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari 
memusuhi kamu), mereka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-
orang yang berbuat lalim.
36
 
Firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 179 tentang kewajiban kisas: 
                       
Terjemahnya: 
Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal, agar kalian bertakwa.
37
 
Ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk 
melancarkan jalan dakwah bila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk 
                                                 
35Ibid., h. 6. 
36
Departemen Agama RI, op. cit., h. 31. 
37Ibid., h. 28. 
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menyembah Allah swt. Ayat kedua diketahui bahwa tujuan disyariatkan kisas karena 
dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan. 
b. H{a>jiya>t 
Kebutuhan h}a>jiya>t (sekunder) adalah kebutuhan-kebutuhan jika tidak 
terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya dan membuat kerusakan, 
namun mengalami kesulitan.
38
 Adanya hukum rukhsa}h  adalah sebagai contoh dari 
kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan tersebut. 
c. Tah}si>niya>t 
Kebutuhan tah}si>niya>t adalah kebutuhan yang tidak sampai kepada tingkatan 
pokok dan sekunder, tingkat kebutuhan tersebut hanyalah pelengkap.
39
 Hal-hal yang 
merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak 
dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntuan norma 
dan akhlak. 
Fukaha menjelaskan beberapa syarat kemaslahatan, yaitu: 
1) Maslahat tersebut adalah bersifat h}aqi>qi> bukan wahamiyah (dugaan). 
Maksudnya pembentukan hukum dengan maslahat harus mendatangkan 
manfaat dan menolak kemudaratan.
40
 
2) Maslahat yang bersifat h}aqi>qi> tersebut adalah umum (‘a>mmah). Maksudnya 
bukan maslahat perorangan (syakhs}iyah) serta pembentukan hukum yang 
mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan tersebut karena kebutuhan 
mayoritas (aglab) manusia. 41 
                                                 
38
Al-Sya>t}ibi>, op. cit., h. 8. 
39Ibid., h. 9. 
40‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 200. 
41Ibid. 
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3) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan nas (al-Qur’an dan sunah) dan 
ijmak. Apabila bertentangan dengan nas dan ijmak, maslahat tersebut bersifat 
wahamiyah (dugaan) karena maslahat yang dianggap oleh nas dan ijmak 
adalah maslahat h}aqi>qi>  bukan wahamiyah (dugaan).42 
2. Teori perubahan hukum (tagayyur al-ah}ka>m) 
Hukum yang dibangun atas hal-hal berkaitan dengan adat, muamalah, atau 
semacamnya yang sesuai dengan kebutuhan dan maslahat hamba. Hukumnya 
berkaitan erat dengan makna, pengaruh ilat yang dibentuk atas hal tersebut. Apabila 
hal tersebut tidak ditemukan, hukumnya wajib berubah bersamaan dengan hilangnya 
hal terebut. Suatu hukum berubah bersamaan dengan ada atau tidak adanya ilat.
43
 
Salah satu dalil tentang berubahnya suatu hukum karena berubahnya 
kemaslahatan, seperti yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khatta>b yang 
menggugurkan h}ad pemotongan tangan bagi pencuri pada masa paceklik dan tidak 
melaksanakan pemotongan tangan pemuda yang kelaparan karena tidak memenuhi 
syarat yang mengharuskan penerapan sanksi tersebut, termasuk kasus yang serupa 
dengan paceklik adalah pengungsi yang mengambil hak milik orang lain karena 
darurat.
44
 Keputusan ‘Umar bin al-Khatta>b itu karena memiliki hak untuk 
memberikan grasi
45
 karena pada saat itu ‘Umar adalah khalifah. Contoh tersebut 
terlihat bahwa ketika memutuskan perkara, baik itu seorang pemimpin, hakim, 
                                                 
42Ibid. 
43Ibid., h. 212. 
44Ibid., h. 213.  
45
Grasi adalah pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman kepada seseorang 
terhukum oleh Kepala Negara. Untuk lebih jelasnya lihat Michael R. Purba, Kamus Hukum 
Internasional dan Indonesia (Cet. I; Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 161.  
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maupun pembuat fatwa (mufti>) yang bijaksana seperti ‘Umar, mempertimbangkan 
prinsip keadilan dan kemaslahatan. 
Ketika Imam Sya>fi‘i > ra. menetap di Mesir banyak pendapatnya yang berubah 
tentang permasalahan yang dihadapinya, pendapatnya dikenal dengan qaul al-jadi>d 
(pendapat pembaharuan). Sebab berubahnya pendapat Sya>fi‘i > karena berbedanya 
generasi dan lingkungan.
46
 
Hukum-hukum yang disyariatkan mengikuti kemaslahatan. Apabila 
maslahatnya jelas, hukumnya juga jelas. Apabila maslahatnya berubah, diperlukan 
pembaharuan hukum yang memengaruhi maslahat baru tersebut. Hukum baru 
tersebut tidak dianggap sebagai nasakh terhadap hukum yang pertama, karena tidak 
ada nasakh setelah Rasulullah saw. wafat.47 
Adanya berbagai ijtihad dari kalangan sahabat, melahirkan hukum yang 
berbeda terhadap suatu persoalan yang sama. Hal itu disebabkan perbedaan kondisi, 
situasi, tempat dan waktu. Teori perubahan ini digunakan untuk menganalisis 
permasalahan dalam penelitian ini. 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian 
ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan data. 
Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat 
                                                 
46Ibid. 
47Ibid. 
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ini atau saat yang lampau.
48
 Intinya adalah penelitian tersebut mendeskripsikan 
pandangan fukaha yang ada, baik pada masa klasik, pertengahan maupun modern 
yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan 
data secara kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan teologis 
normatif, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci 
al-Qur’an dan sunah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran 
Islam. 
3. Pengumpulan Data 
a. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tesis ini penelitian 
kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan metode library research, 
yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.
49
 
b. Sumber Data 
Sumber data yang dipelajari adalah al-Qur’an, sunah, kitab-kitab fikih, usul 
fikih serta kaidah-kaidah dan kitab yang relevan dengan penelitian ini, sumber kedua 
adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan yang dibahas.  
Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (Library Research), 
peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan 
                                                 
48
Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet: III; Bandung: Remaja 
Rosda karya, 2007), h. 59.  
49
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003), h. 34-35.  
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menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi maupun abstrak hasil 
penelitian dan lain sebagainya.
50
 
4. Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, 
kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis 
diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan 
mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan 
informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas. Oleh karena penelitian 
ini sifatnya adalah penelitian kualitatif, teknik analisisnya dapat pula dilakukan 
dengan teknik analisis isi. 
G. Tujuan dan Kegunaan 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengungkap pandangan para fukaha tentang masyaqqah yang bisa 
mendatangkan keringanan. 
2. Mengungkap kriteria-kriteria masyaqqah yang berpengaruh untuk 
mendatangkan keringanan. 
3. Mengetahui dan merasakan dampak dari masyaqqah bagi mukalaf yang 
meninggalkan hal-hal yang wajib serta boleh melaksanakan hal-hal yang 
diharamkan oleh Sya>ri‘. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Menjadikan peneliti lebih memahami secara luas tujuan pembebanan hukum. 
                                                 
50Ibid. 
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2. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama di 
instansi terkait. 
3. Menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap masyarakat agar 
mengetahui tujuan-tujuan hukum yang dibebankan dan dapat menjalankan 
tuntutan agama. 
H. Garis Besar Isi Tesis 
Secara garis besar komposisi bab dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang 
berisi beberapa sub-sub pembahasan. Bab pertama, pembahasannya terdiri dari 
delapan pasal. Pasal pertama, peneliti mengungkapkan tentang urgensi judul tesis ini 
yang dilatarbelakangi oleh berbagai masalah mengenai pembebanan hukum (takli>f) 
yang terdapat di dalamnya berbagai kesulitan dan kesukaran yang dihadapi mukalaf.  
Pada pasal kedua, peneliti menetapkan rumusan dan batasan masalah yang dibahas. 
Pada pasal ketiga, peneliti menguraikan pengertian judul dan ruang lingkup 
pembahasan dengan menjelaskan persepsi peneliti terhadap maksud tesis ini untuk 
mencegah munculnya interpretasi yang berbeda dan membuat ruang lingkup 
penelitian sehingga bisa terarah. Pada pasal keempat, peneliti menguraikan tinjauan 
pustaka dengan menjelaskan beberapa buku dan hasil penelitian yang terkait dengan 
judul tesis ini. Tujuannya untuk menghindari kesamaan hasil penelitian yang pada 
akhirnya menjadikan penelitian ini tidak berguna. Pasal kelima diperuntukkan untuk 
menjelaskan kerangka teoretis dan kajian empirik, menetapkan kerangka pikir 
sehingga peneliti dapat menulis secara sistimatis dan terarah karena memiliki 
landasan dalam melakukan penelitian. Pasal keenam, peneliti menguraikan 
metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang terkait dengan sumber 
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data dan pengumpulannya, langkah-langkah penelitian dan pendekatan serta teknik 
interpretasi. Pada pasal ketujuh, peneliti mengemukakan tujuan dan kegunaan 
penelitian yang dicapai dan dirasakan, baik peneliti maupun oleh pihak lain. Pada 
pasal kedelapan, peneliti mengungkapkan tentang garis-garis besar isi tesis. 
Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang masyaqqah, peneliti mengulas dan 
menjelaskan gambaran umum tentang masyaqqah. Peneliti membagi bab dua dalam 
tujuh pasal. Pasal pertama tentang pengartian masyaqqah, baik dari aspek 
etimologinya maupun aspek termimologinya dengan melibatkan kajian al-Qur’an, 
hadis, kamus dan beberapa kitab yang mengungkap pendapat ulama. Pasal kedua, 
peneliti mengungkap berbagai dalil tentang masyaqqah, baik dari al-Qur’an maupun 
hadis. Pasal ketiga, peneliti menjelaskan syarat-syarat masyaqqah. Pasal keempat, 
peneliti menyebutkan jenis masyaqqah. Pasal kelima, peneliti mengungkapkan 
pandangan seputar masalah keringanan-keringanan yang syar‘i> (al-rukhas} al-
syar‘iyah), lalu peneliti membedakan antara rukhs}ah dan ‘azi>mah. Pasal keenam, 
peneliti menjelaskan secara luas tentang diferensiasi dan persamaan antara 
masyaqqah dan darurat. Pada bab kedua, peneliti mengakhiri dengan menjelaskan 
tentang ruang lingkup hukum Islam karena masyaqqah masuk pada ruang lingkup 
hukum Islam. 
Bab tiga yaitu membahas tentang kaidah masyaqqah dan penerapannya. Pada 
bab tiga tersebut, peneliti menjelaskan enam pasal mengenai kaidah yang berkaitan 
dengan masyaqqah. Pasal pertama, peneliti menjelaskan kaidah al-masyaqqah tajlib 
al-tai>si>r (masyaqqah mendatangkan keringanan). Pasal kedua, penjelasan kaidah iz\a> 
d}a>qa al-amr ‘ittasa‘ wa iz \a> ‘ittasa‘ al-amr d}a>qa (apabila suatu hal itu sempit, maka 
hukumnya lapang dan apabila suatu hal itu lapang, maka hukumnya menjadi sempit). 
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Pasal ketiga, penjelasan tentang kaidah al-as}l fi> al-mana>fi‘ al-iba>h}ah (asal pada hal-
hal yang bermanfaat itu hukumnya boleh). Pasal keempat, penjelasan tentang kaidah 
al-as}l fi> al-mad}a>r al-tah}ri>m (asal pada hal-hal yang mengandung mudarat hukumnya 
haram). Pasal kelima, penjelasan tentang kaidah al-maisu>r la> yasqut} bi al-ma‘su>r 
(hal-hal yang mengandung keringanan tidak gugur dengan hal yang susah). Pasal 
keenam, penjelasan tentang kaidah al-h}a>jah tunazzal manzilat al-d}aru>rah ‘a>mmah 
Ka>nat aw kha>s}s}ah (kebutuhan menempati posisi darurat, umum atau khusus). 
Bab keempat merupakan fokus penelitian. Peneliti mengungkapkan implikasi 
masyaqqah dalam hukum Islam, peneliti membaginya ke dalam empat pasal. Pasal 
pertama menjelaskan secara luas tentang hakikat masyaqqah dalam pandangan 
fukaha. Pasal kedua menjelaskan kriteria masyaqqah yang berpengaruh 
mendatangkan keringanan. Pasal ketiga menjelaskan tentang alasan-alasan 
pemberian kemudahan dalam hukum Islam. Pada pasal keempat mengungkapkan 
beberapa isu-isu fikih kontemporer yang memiliki masyaqqah. 
Pada bab kelima yaitu penutup, peneliti membuat kesimpulan dan implikasi 
dengan berupaya merumuskan beberapa intisari pembahasan yang diuraikan 
sebelumnya sebagai pasal pertama. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah 
yang dibuat pada bab satu. Pada pasal kedua, peneliti menguraikan implikasi dari 
penelitian ini dan saran atau rekomendasi yang diberikan kepada pihak lain.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG MASYAQQAH 
A. Memaknai Masyaqqah 
Masyaqqah berasal dari bahasa Arab yang berbentuk mas}dar yaitu ََمََش َقٌَة . 
Masyaqqah berakar dari kata ََش َق  (fi‘il al-ma>d}i>), ََيَُش َق  (fi‘il al-mud}a>ri‘) dan ََمََش َقًَة   
(mas}dar).1 Menurut etimologi bermakna kelelahan (al-ta‘ab)2, kesulitan (al-s}a‘ab), 
keletihan (al-juhd),  kesempitan (al-syiddah) dan kepayahan (al-‘ina>’).3 Makna 
tersebut sesuai firman Allah swt. dalam QS al-Nah}l/16: 7: 
  َ  َ َ َ ََ َََ َ 
Terjemahnya: 
Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 
memayahkan) diri.
4
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak sanggup menuju suatu 
tempat, kecuali dengan kelelahan dan kesukaran. Jelaslah yang dimaksud dengan 
masyaqqah adalah kesukaran atau kesulitan. 
Menurut pengartian terminologi masyaqqah yang mendatangkan kemudahan 
adalah segala bentuk keringanan yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada mukalaf 
karena sebab-sebab tertentu sehingga disyariatkan keringanan tersebut.
5
 Jadi, 
                                                 
1
Ibn Manz\u>r, Lisa>n al-‘Ārab, Juz XIV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 438., ‘Abdul ‘Azi>z 
Muh{ammad ‘Azza>m, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2005), h.114. 
2
Kha>lid Ramad}a>n H}asan, Mu’jam Us}u>l al-Fiqh (t.t, Da>r al-T}ara>bi>sy, t.th), h. 264. 
3
Ibra>hi>m Mus}t}afa>, Ah}mad H}asan al-Zayya>t, H}amid ‘Abd al-Qa>dir, Muh}ammad ‘Ali> al-
Najja>r, al-Mu’jam al-Wasi>t} (Istanbu>l: al-Maktabah al-Isla>miyah, t.th), h, 489. 
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2004),  h. 269.  
5‘Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}ul al-Fiqh (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2002), h. 241. 
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masyaqqah adalah suatu kondisi yang sempit karena mendapatkan kesukaran ketika 
menjalankan perintah. 
B. Dalil Tentang Masyaqqah 
Dalil-dalil yang menjelaskan untuk menghilangkan kesulitan terdapat dalam 
al-Qur’an, sunah dan ijmak. Hal tersebut merupakan hal yang qat}‘i> pada syariat 
Islam. Salah satu asas syariat Islam adalah menghilangkan kesulitan, kemudian 
disyariatkan rukhs}ah. Dengan demikian, Allah swt. mensyariatkan hukum dengan 
segala bentuk kemudahan.
6
 Imam al-Sya>tibi> menjelaskan bahwa dalil-dalil untuk 
menghilangkan masyaqqah pada umat Islam menempati posisi yang qat}‘i> .7 Adapun 
dalil tersebut antara lain: 
1. Al-Qur’an 
Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 185: 
 ...َ َ َ ََ َ َ  ََ....َ
Terjemahnya: 
...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu....
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Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 286: 
َ  ََ  ََََََ َ    ََ  ََ  ََ   ََََ
  ََ ََ  َ  َ َ َ   َ َ ََ  ََ  ََ   َََ
َ َََ  َ َ   َ َ    ََ َ  َ    َ َ  َ  ََ
                                                 
6‘Azza>m, al-Qawa>’id ., h.115. 
7Ibid., h. 116. 
8
Departemen Agama RI, op. cit., h. 29. 
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Terjemahnya:  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
9
 
Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 28: 
 ...َ ََ َ ََ َ  َ .... َ
Terjemahnya: 
... Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah....
10
 
Firman Allah swt. dalam QS al-Ma>idah/5: 6: 
...ََ َ َ  ََ ََ....َ
Terjemahnya: 
 ... Allah tidak hendak menyulitkan kamu....11 
Firman Allah swt. dalam QS al-A’raf/7: 157: 
...َ َ   َ    َ  َ  َ....  ََ
Terjemahnya: 
... dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 
pada mereka....
12
 
                                                 
9Ibid., h. 50. 
10Ibid., h. 84. 
11Ibid., h. 109. 
12Ibid., h. 171. 
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 Firman Allah swt. dalam QS al-H}ajj/22: 78: 
 ...َ َ   ََََ َ....َ
Terjemahnya: 
...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan....
13
 
Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. mensyariatkan hukum 
kepada hamba-Nya dengan kemudahan. Tidak satupun dari perbuatan hati dan 
anggota tubuh lainnya kecuali disertai dengan kemampuan mukalaf. Al-H{araj harus 
dihilangkan dari umat Islam pada segala bentuk kesempitan yang berkaitan dengan 
mukalaf, baik pada jiwa maupun raga di dunia dan akhirat. Mukalaf dapat 
melaksanakan perintah dengan leluasa ketika dalam keadaan sempit menjadi suatu 
kelonggaran untuk dilakukan. 
2. Hadis 
Beberapa dalil dari sunah Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa 
kemudahan dalam pembebanan hukum dan Allah swt. mengangkat masyaqqah dari 
hamba-Nya. Hadis tersebut, antara lain: 
َُنْبَُرَمُعَاَن َث  دَحَ:َلَاقَ،ٍر هَطُمَُنْبَِمَلَ سلاَُدْبَعَاَن َث  دَحَِنْبَِديِعَسَْنَعَ،ِِّيراَفِغْلاٍَد مَُمَُِنْبَِنْعَمَْنَعَ، ٍّيِلَع
ََني ِّدلاَ داَشُيَْنَلَوَ،ٌرْسُيََني ِّدلاَ نِإَ"َ:َلَاقَِّبِ نلاَِنَعَ،ََةر ْيَرُىَبَِأَْنَعَ،ِّيُِبُْقَمْلاٍَديِعَسَبَِأََ،ُوَبَلَغَ  لَِّإٌَدَحَأ
َاوُرِشَْبأَوَاُوِبرَاقَوَاوُد ِّدَسَفةَْلْ دلاََنِمٍَءْيَشَوَِةَحْو رلاَوَِةَوْدَغْلِابَاوُنيِعَتْساَو
14
 
Artinya: 
‘Abdul Sala>m bin Mut}ahhar menceritakan kepada kami, lalu berkata: ‘Umar 
bin ‘Ali> menceritakan kepada kami, dari Ma‘an bin Muh{ammad al-Gifa>ri> dari 
Sa’i>d bin Abu> Sa’i>d al-Maqburi> dari Abu> Hurairah dari Nabi saw. bersabda: 
‚Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak dikeraskan agama itu kepada 
                                                 
13Ibid., h. 342. 
14
Abu > ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, Jil. I, Hadis nomor 39 
(Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Salafiyah, t.th), h. 29. 
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seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Maka luruskanlah, mendekatlah, 
berita gembirakanlah, mintalah pertolongan pada waktu siang, sore dan waktu 
akhir malam. 
ََط شلاََليِعَاْسِْإَِنْبَِد مَُمَُُنْبَُدَْحَْأَاَن َث  دَحَ، ِيرْى زلاَِنَْحْ رلاَِدْبَعَُنْبَِو للاَُدْي َبُعَاَن َث  دَحَُنْبَُُ يِىَار ْبِإَاَن َث  دَحَ، يِو
،ُصا صَْلْاََدِيَزيَُنْبَُنَسَحَاَن َث  دَحَ، يِل ُتْلْاٍَد مَُمََُْنَعَ، ِيرْو ثلاَُناَيْفُسَاَن َث  دَحَ،ِوِّبَرَِدْبَعَُنْبَُُ ِلْسُمَاَن َث  دَح
ََِنْلِْابَُتْثُِعبَ"َ:َلَاقَ بِ نلاَ نَأَ،ٍرِباَجَْنَعَ،ِْيْ َب زلاَبَِأَْنَعَ،َةَن ْ ي َيُعَِنْبََناَيْفُسٍَد مَُمَُبَِأَْنَمَوَِةَحْم سلاَِة يِفي
ََل َفَِتِ نُسََفَلاَخَِّنِّمََسْي  
Artinya: 
‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Zuhri> menceritakan kepada kami, Ah}mad bin 
Muh}ammad bin Isma>’il al-Syat}awi> menceritakan kepada kami, Ibra>him bin 
Muh{ammad al-Khuttuli> menceritakan kepada kami, H{asan bin Yazi>d al-Jas}s}a>s 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Abdu Rabbuh menceritakan kepada 
kami, Sufya>n al-S|au>ri> menceritakan kepada kami dari Abu> Muh}ammad Sufya>n 
bin ‘Uyai>nah dari Abu> Zubai>r dari Ja>bir bahwasanya Nabi bersabda: ‚Aku 
diutus untuk memberikan kemudahan, barang siapa yang tidak mengikuti 
sunahku, tidak termasuk golonganku.‛ 
Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni} menjelaskan bahwa kemudahan dalam agama (Islam) 
itu tampak karena berdasar kepada agama-agama sebelumnya. Allah swt. 
menghilangkan beban (al-is}r) dari umat Islam berdasarkan umat-umat terdahulu. 
Misalnya, tobat umat terdahulu yaitu dengan bunuh diri dan tobat umat Islam yaitu 
dengan penyesalan (al-nadm).15 
3. Ijmak 
Ulama menyepakati bahwa tidak ada pembebanan (takli>f) dengan adanya 
kesukaran. Ulama menjelaskan bahwa tidak terjadinya masyaqqah yang tidak 
ma’lu>fah (biasa) pada dasar-dasar agama. Ulama menganggap dalil-dalil adanya 
                                                 
15Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar al-‘Asqala>ni >, Fath} al-Ba>ri> bi Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Jil. I (al-
Qa>hirah: Da>r al-Taqwa>, 2000), h. 113. 
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toleransi dalam syariat lebih banyak daripada yang memberatkan. Hukum agama 
terbentuk karena adanya kemudahan secara keseluruhan.
16
 
C. Syarat Masyaqqah 
Sya>ri‘ tidak membebani mukalaf dengan kesukaran dan kesulitan pada 
perbuatan-perbuatan mukalaf. Sya>ri‘ mensyariatkan beberapa hukum untuk 
menghilangkan kesempitan (al-h{araj) dan kesukaran yang menyertai perbuatan 
mukalaf. Sya>ri‘ memberikan syarat-syarat tertentu bagi mukalaf yang menjadikan 
pembebanan itu dianggap sebagai masyaqqah yang wajib mendapatkan keringanan 
(rukhs}ah), karena tidak semua jenis perbuatan dianggap menyulitkan. Beberapa 
syarat masyaqqah tersebut, antara lain: 
1. Pembebanan hukum (takli>f) yang dibebankan pada mukalaf dalam 
pelaksanaannya memberatkan dan menyulitkan jiwa, tetapi mukalaf mampu 
mengatasinya.
17
 
2. Pembebanan hukum (takli>f) tersebut di luar dari kebiasaan mukalaf, sekalipun 
menjadi kebiasaan mukalaf tetapi di luar kemampuannya.
18
 
3. Pembebanan hukum (takli>f) yang menyulitkan tersebut, mukalaf tidak 
mengikuti hawa nafsunya.
19
 
D. Jenis Masyaqqah 
Wahbah Zuhaili> mengatakan bahwa masyaqqah terdiri dari dua jenis: 
                                                 
16‘Azza>m, loc. cit. 
17‘Abdul Rahma>n Ibra>him al-Kaila>ni>, Qawa>‘id al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sya>t}ibi> ‘Urdan 
wa Dira>stan wa Tah}li>lan (Cet. II; Dimasyq: Da>r al-Fikr, 2005), h. 318. 
18Ibid. 
19Ibid. 
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1. Al-Masyaqqah al-mu‘ta>dah/ al-ma’lu>fah (kebiasaan/rutinitas) 
Masyaqqah biasa adalah masyaqqah yang mampu dihadapi oleh manusia 
tanpa mendapatkan kemudaratan. Masyaqqah jenis itu tidak diangkat oleh Sya>ri‘ 
dari manusia dan pada umumnya tidak terlepas dari ibadah. Pembebanan hukum 
(takli>f) dari berbagai tuntutan syariat yang terdapat masyaqqah biasa merupakan hal 
yang pasti terjadi, karena setiap aktivitas kehidupan tidak lepas dari masyaqqah. 
Bahkan, makna pembebanan (takli>f) itu adalah menuntut sesuatu yang di dalamnya 
terdapat beban dan masyaqqah, tanpa masyaqqah pembebanan itu tidak ada artinya, 
hanya saja manusia mampu mengatasinya.
20
 
Usaha-usaha yang digunakan dalam menjalani kehidupan yang berupa 
amalan-amalan yang biasa. Ibadah yang wajib ditunaikan dalam Islam seperti wudu, 
salat, puasa, haji, jihad yang dituntut untuk membela jiwa dan melawan musuh, 
berbagai hukuman untuk berbagai tindak kejahatan berupa kisas dan h}ad, memerangi 
pengkhianat dan penganiaya. Hal tersebut mengandung masyaqqah dan kepedihan, 
tetapi dalam kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasinya. Dengan 
demikian, tidak berpengaruh adanya keringanan (rukhs}ah) dan mengugurkan 
pembebanan hukum (takli>f) untuk menunaikan maslahat yang terkandung di 
dalamnya. 
‘Izz al-Di>n bin ‘Abdul Sala>m menjelaskan bahwa masyaqqah jenis itu 
(kebiasaan/rutinitas) tidak ada pengaruhnya dalam mengugurkan ibadah dan 
ketaatan yang lainnya serta tidak ada keringanan di dalamnya. Apabila masyaqqah 
yang menjadi rutinitas itu berpengaruh, hilang kemaslahatan  ibadah dan ketaatan 
                                                 
20
Wahbah al-Zuhaili>, Naz}ariyyat al-D{aru>riyyat al-Syar‘iyyah; Muqa>ranah ma‘a al-Qa>nu>n al-
Wad}‘i> (Cet. IV; Dimasy: Da>r al-Fikr, 1997), h. 185. 
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yang lain pada seluruh waktu atau sebagian besar waktu itu serta hilang pahala-
pahala yang berhubungan dengan ibadah tersebut.
21
 Ibnu al-Qayyim menjelaskan 
bahwa jika masyaqqah itu adalah masyaqqah yang membuat kelelahan, maslahat 
dunia dan akhirat sesuai dengan kelelahan tersebut. Tidak ada kesenangan bagi yang 
tidak merasakan kelelahan, bahkan kemampuan melewati kelelahan tersebut 
mengakibatkan kebahagiaan.
22
 
Hal yang perlu diperhatikan adalah masyaqqah dan kelelahan itu merupakan 
sebab perolehan pahala dan ganjaran terhadap pembebanan yang diberikan. Akan 
tetapi, pahala dan ganjaran tersebut bukan merupakan tujuan pokok bagi Allah swt. 
dalam membebankan berbagai perbuatan kepada hamba-Nya. Tujuannya adalah 
kemaslahatan-kemaslahatan yang ditimbulkan oleh pembebanan hukum itu. 
Salat tidak bertujuan untuk memperlelah dan mengekang pikiran, tetapi 
untuk memperhalus prilaku, jalan untuk menghindari perbuatan keji dan munkar 
serta menanamkan rasa khusyuk seseorang kepada Allah swt. Puasa tidak 
dimaksudkan untuk menyiksa jiwa dengan menahan rasa lapar, rasa haus dan 
mencegah menikmati rezeki yang baik, tetapi demi mencapai kejernihan dan 
ketinggian ruh, menumbuhkembangkan rasa kasih sayang dan kemanusiaan yang 
terdapat di dalamnya. Jadi, masyaqqah bukanlah menjadi tujuan pembebanan hukum 
(takli>f) tetapi kemaslahatan. 
2. Masyaqqah gair al-gu‘ta>dah (masyaqqah di luar kebiasaan) 
Masyaqqah di luar kebiasaan adalah masyaqqah berat yang kadang-kadang 
tidak tertahan oleh manusia, dapat merusak jiwa ketika menjalankannya, merusak 
                                                 
21‘Izz al-Di>n ‘Abdul ‘Azi>z bin ‘Abdul Sala>m, al-Qawa>‘id al-Kubra> bi al-Mausu>m Qawa>‘id al-
Ah}ka>m fi> Is}la>h} al-Ana>m, Juz II (Cet. I; Dimasyq: Da>r al-Qalam, 2000), 13-14. 
22
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 186. 
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tata kehidupan dan menghambat terlaksananya perbuatan yang bermanfaat. Hal 
tersebut bukan menjadi penghalang untuk melaksanakan pembebanan hukum (takli>f) 
menurut akal, tetapi tidak terjadi menurut agama karena Allah swt. tidak bermaksud 
menetapkan pembebanan hukum (takli>f) yang memberatkan atau mengandung 
banyak penderitaan kepada mukalaf.
23
 
Masyaqqah seperti itu jika terdapat pada perbuatan mukalaf. Allah swt. 
menghapuskan dengan jalan mensyariatkan keringanan (rukhs}ah). Bahkan, Allah 
swt. mendorong hambanya agar mengambil keringanan tersebut. Rasulullah saw. 
bersabda: 
 َدَحَ:َلَاقَ،ٍفيَِقثََلَْوَمََُ يِىَار ْبِإَِنْبََقاَحْسِإَُنْبَُد مَُمََُانَر َبْخأَاَن َث  دَحَ:َلَاقَ،ٍديِعَسَُنْبَُةَبْي َت ُقَاَن َث
ََعَ،َرَمُعَِنْباَِنَعَ،ٍعِفَانَْنَعَ،ٍسْي َقَِنْبَِبْرَحَْنَعَ،َة ِيزَغَِنْبََةَراَمُعَْنَعَ،ٍد مَُمَُُنْبَِزِيزَعْلاَُدْبَعَْن
َُِيَُاَمََك ،ُوُصَخُرَىَتْؤ ُتَْنَأَ  بُِيََُو للاَ نإَ"َ:َلَاقَِو للاَِلوُسَرَُوُمِمَازَعَىَتْؤ ُتَْنَأَ  ب24  
Artinya: 
Muh}ammad bin Ish}aq bin Ibra>him Maula> S|aqi>f memberitakan kepada kami, 
lalu berkata: Futaibah bin Sa‘id menceritakan kepada kami, lalu berkata: 
‘Abdul ‘Azi>z bin Muh}ammad menceritakan kepada kami dari ‘Uma>rah bin 
Gaziyah dari H{arb bin Qais dari Na>fi>‘ dari Ibn ‘Umar dari Rasulullah bersabda: 
Sesungguhnya Allah senang jika keringanan-Nya diambil, seperti Dia senang 
bila ‘azi>mah-Nya (ketetapannya yang tidak berubah) diambil. 
Masyaqqah yang berpengaruh dalam meringankan pembebanan itu adalah 
masyaqqah yang umum terjadi dan berulang-ulang. Adapun jika jarang terjadi, tidak 
diperhitungkan sebagai masyaqqah yang mendatangkan keringanan. Jadi, masyaqqah 
yang kuat dorongannya adalah di luar kebiasaan mukalaf. 
                                                 
23Ibid., h. 187. 
24
Abu> H{a>tim bin H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n (Cet. II; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1993), h. 
1319. 
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E. Al-Rukhs}ah al-Syar‘iyah 
1. Memaknai Rukhs}ah 
Rukhs}ah secara etimologi berarti kemudahan dalam suatu hal (al-tashi>l fi al-
amr) dan keringanan (al-taisi>r). Rukhs}ah antonim dari al-s}u‘u>bah (kesusahan) dan al-
tasydi>d (kesempitan).25 Rukhs}ah juga berarti perpindahan dari suatu hal yang susah 
kepada hal yang mudah atau sesuatu yang disyariatkan karena suatu sebab tertentu 
untuk mengambil keringanan dari hukum asal sesuatu tersebut.
26
 
Rukhs}ah secara terminologi terdapat perbedaan di antara ulama usul. 
H{anafiyah menjelaskan bahwa rukhs}ah adalah kemampuan mukalaf melakukannya 
karena adanya uzur tertentu yang hukum asalnya haram ketika tidak ada uzur atau 
kemampuan mukalaf meninggalkan yang wajib dengan berdosanya mukalaf atau 
haram ketika tidak ada uzur.
27
 Ibnu al-H{a>jib dari ulama Ma>likiyah menjelaskan 
bahwa rukhs}ah yang disyariatkan ketika adanya uzur tertentu dengan melaksanakan 
yang diharamkan.
28
 Ibnu al-Subki> dari kalangan Sya>fi‘iyah menjelaskan rukhs}ah 
adalah perubahan suatu hukum karena adanya uzur untuk mengambil kemudahan 
dan keringanan dengan adanya sebab yang mengubah hukum asal tersebut.
29
 Ibnu al-
Najja>r dari kalangan Hana>bilah menjelaskan bahwa rukhs}ah adalah suatu ketetapan 
yang berlawanan dengan hukum asal sesuatu karena adanya dalil agama yang kuat.
30
 
                                                 
25
Usa>mah Muh}ammad al-S{alla>bi>, al-Rukhas} al-Syar‘iyah; Ah}ka>muha> wa D{awa>bit}uha > (t.t, 
Da>r al-I<ma>n, 2002), h. 36. 
26‘Azza>m, al-Qawa>’id., h.117. 
27
Al-S{alla>bi>, op. cit., h. 37. 
28Ibid. 
29Ibid. 
30Ibid., ‘Azza>m, loc. cit. 
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Imam al-Sya>t}ibi> menjelaskan rukhs}ah adalah sesuatu yang disyariatkan 
karena ada uzur dalam kondisi sulit sebagai bentuk pengecualian dari hukum asal 
yang bersifat kulli> (universal).31 Tampak ada perbedaan di kalangan ulama. 
Sya>fi‘iyah tidak mensyaratkan uzur itu dalam kondisi yang sulit (sya>q). Dengan 
demikian, pengartian rukhs}ah yang paling mendekati adalah perubahan suatu hukum 
karena adanya uzur kepada kemudahan dan keringanan dengan adanya sebab yang 
mengubah hukum asal tersebut. 
2. Jenis Rukhs}ah 
a. Rukhs}ah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf 
Terdapat perbedaan di kalangan H{anafiyah dan Jumhur terkait jenis rukhs}ah 
yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Kalangan H{anafiyah membagi rukhs}ah 
menjadi dua jenis, yaitu: 
1) Al-Rukhas} al-haqi>qiyah atau al-rukhas} al-tarafiyah 
Hukum asal pada bagian tersebut memiliki dalil yang dikenal dengan 
‘azi>mah. Artinya, seseorang mendapatkan rukhs}ah berupa boleh meninggalkan 
hukum asal sesuatu sebagai bentuk keringanan dan kemudahan  bagi mukalaf karena 
ada uzur.
32
 Pengucapan kalimat yang mengafirkan pada saat dipaksa dengan 
ancaman pembunuhan atau pemotongan sebagian anggota tubuh tanpa mengusik 
ketetapan iman di hati, berbuka pada bulan Ramadan dan merusak harta orang lain 
karena dipaksa. Hal tersebut dibolehkan ketika dalam kondisi tertentu, tanpa 
menghilangkan sifat keharaman dari perbuatan yang berkaitan. 
                                                 
31
Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}ul al-Syari>‘ah, Juz I (al-Qa>hirah: al-Maktabah al-
Taufiqiyah, 2003), h. 290. 
32
Al-S{alla>bi>, op. cit., h. 41. 
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Status hukum  dari perbuatan tersebut adalah boleh, kecuali jika seseorang 
khawatir keselamatan jiwanya atau cacat salah satu anggota tubuhnya. Pada saat itu, 
rukhs}ah wajib diamalkan, jika tidak diamalkan dan kemudian meninggal, yang 
bersangkutan berdosa karena menjadi sebab bagi terjadinya tindakan bunuh diri. 
H{anafiyah menekankan bahwa harus mengamalkan ‘azi>mah dalam kasus adanya 
paksaan menjadi kafir. Kalaupun orang yang dipaksa terbunuh mendapat pahala. 
2) Al-Rukhas} al-maja>ziyah 
Al-Rukhas} al-maja>ziyah dinamakan juga al-rukhs}ah al-isqa>t} (menggugurkan). 
Bagian tersebut mencakup dua cabang. Pertama, sesuatu yang dilimpahkan kepada 
umat Islam berupa beban (al-is}r), belenggu (al-agla>l), pembebanan yang kuat dan 
perbuatan yang mengandung kesulitan. Misalnya, seseorang yang ingin bertobat 
hendaknya membunuh jiwanya atau memotong sebagian anggota tubuhnya. Pada 
jenis tersebut bukan rukhs}ah tetapi ‘azimah karena disyariatkan sebelumnya. Akan 
tetapi, dinamakan rukhs}ah jenis tersebut sebagai tajawwuz (pembolehan) dan 
tawassu‘ (keluasan). Kedua, sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk kemudahan 
karena kebutuhan manusia terhadapnya seperti kebolehan transaksi dan akad yang 
dibutuhkan manusia tetapi menyalahi kaidah yang ditetapkan dalam hukum Islam.
33
 
Jumhur dari kalangan Ma>likiyah, Sya>fi‘iyah dan H{ana>bilah membagi rukhs}ah 
yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf kepada empat jenis, yaitu: 
a) Rukhs}ah yang wajib, seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan 
terpaksa, berbuka bagi yang khawatir binasa kelaparan atau kehausan sekalipun 
berada di suatu tempat (tidak musafir) dan dalam keadaan sehat, memperlancar 
masuknya makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan meminum khamar. 
                                                 
33Ibid., h. 42. 
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Hal tersebut wajib karena ada uzur yaitu memelihara jiwa. Jiwa merupakan hak 
dan amanah Allah swt. yang harus dijaga.
34
 Allah swt. berfirman dalam QS al-
Baqarah/ 2: 195: 
 َََََ َ   َ َ   ََ َََ َ َ   َََ 
Terjemahnya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
35
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh membinasakan dan 
menghancurkan dirinya karena memelihara jiwa merupakan tujuan-tujuan syariat. 
b) Rukhs}ah yang dianjurkan (mandu>b), seperti mengqasar salat ketika melakukan 
perjalanan (safar) yang syaratnya terpenuhi, kebolehan berbuka puasa di bulan 
Ramadan bagi orang yang mendapat kesulitan dan kebolehan memandang wanita 
yang dilamar (makht}u>bah).36 
c) Rukhs}ah yang dibolehkan (mubah), seperti kebolehan transaksi salam, jual beli al-
‘ara>ya37 >, menggabungkan (jamak) dua salat, sewa menyewa dan mengucapkan 
kalimat kufur dalam keadaan dipaksa.
38
 
d) Rukhs}ah yang bersifat berlawanan dengan yang utama (khila>f al-aula>), seperti 
berbuka puasa bagi orang dalam perjalanan yang tidak mendapatkan kemudaratan 
jika tidak berbuka.
39
 Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 184: 
                                                 
34Ibid., h. 43. 
35
Departemen Agama RI, op. cit., h. 31. 
36
Al-S{alla>bi>, op. cit., h. 43. 
37
Jual beli al-‘ara>ya> adalah menjual kurma basah (al-rut}ab) yang dibayar dengan kurma 
kering (al-tamar) dengan timbangan yang sama. 
38Ibid. 
39Ibid. 
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َ ََ َ َ َ ََ َ ََََ  ََ  َ َ
  َ ََََ َ َ  ََ  َََََ  َ َََ َ
  ََََ
Terjemahnya: 
(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu 
ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan 
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. 
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah 
yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.
40
 
Berpuasa dalam ayat tersebut diperintahkan dengan perintah yang tidak pasti 
(gair ja>zim) dan perintah itu mengandung larangan meninggalkannya. Larangan 
tersebut tidak bersifat tegas (s}ari>h), jadi itu adalah berlawanan dengan yang lebih 
utama (khila>f al-aula>). 
b. Rukhs}ah karena uzur 
Rukhs}ah karena uzur tersebut ada tujuh jenis, yaitu: 
1) Keringanan yang bersifat menggugurkan (takhfi>f isqa>t}) pembebanan, seperti 
gugurnya kewajiban salat jumat bagi musafir, puasa bagi orang yang sakit, haji 
bagi yang tidak mampu, umrah, jihad dan ibadah lain dengan adanya uzur yang 
menggugurkannya. 
2) Keringanan yang mengurangi pembebanan (takhfi>f al-tanqi>s}), seperti qasar 
salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. 
3) Keringanan dengan menggantikan pembebanan (takhfi>f al-ibda>l), seperti 
menggantikan wudu dan mandi dengan tayammum pada saat tidak ada air atau 
                                                 
40
Departemen Agama RI, op. cit., h. 29. 
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karena sakit, menggantikan berdiri dengan duduk dalam salat, menggantikan 
duduk dengan berbaring dan berbaring dengan isyarat dan menggantikan 
sebagian kewajiban haji dan umrah dengan kafarat karena ada uzur. 
4) Keringanan dengan memajukan waktu pelaksanaannya (takhfi>f al-taqdi>m), 
seperti memajukan waktu pelaksanaan salat asar ke waktu lohor, isya ke waktu 
magrib dalam perjalanan dan memajukan pelaksanaan zakat sebelum sampai 
tahunnya atau memajukan pembayaran kafarat bagi yang melanggar sumpah. 
5) Keringanan dalam bentuk menunda waktu pelaksanaannya (takhfi>f al-ta’khi>r), 
seperti menunda pelaksanaan lohor ke waktu asar dan magrib ke waktu isya 
dan menunda puasa Ramadan ke bulan-bulan sesudahnya bagi orang yang 
melakukan perjalanan dan sakit. 
6) Keringanan dengan menetapkan beberapa keringanan-keringanan syar‘i> 
(takhfi>f al-tarkhi>s}), seperti sahnya salat dengan tayamum dalam keadaan 
berhadas, dibenarkan meminum khamar bagi seseorang yang tercekik makanan 
dan  dibolehkannya memakan benda-benda najis untuk tujuan pengobatan. 
7) Keringanan yang berbentuk pengubahan (takhfi>f al-tagyi>r), seperti berubahnya 
cara salat dalam keadaan takut pada waktu berkecamuknya peperangan atau 
melarikan diri dari musuh. Pada saat itu, yang melakukan salat tidak terikat 
dengan cara-cara pokok salat seperti rukuk, sujud dan menghadap kiblat.
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F. Diferensiasi Masyaqqah dan Darurat 
1. Memaknai Darurat 
Darurat menurut bahasa berarti kebutuhan (al-h{a>jah) dan kesempitan yang 
sulit dihindari.
42
 Al-Jurja>ni> mengatakan bahwa darurat adalah suatu musibah yang 
                                                 
41‘Izz al-Di>n, op. cit., h. 12, al-S{alla>bi>, op. cit., h. 44. 
42
Ibra>hi>m Mus}t}afa>, op. cit., h. 538. 
40 
 
tidak dapat dihindari.
43
 Abu> Zahrah menjelaskan bahwa darurat adalah keadaan 
kelaparan parah dan kekhawatiran terancamnya hidup jika tidak memakan yang 
diharamkan atau kekhawatiran musnahnya seluruh harta, hal tersebut tidak dapat 
dihindari kecuali dengan memakan yang dilarang.
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Ulama Sya>fi‘iyah menjelaskan darurat itu adalah dengan adanya rasa 
khawatir terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin 
parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit,  terpisahnya dari rombongan 
seperjalanan, khawatir melemahnya kemampuan berjalan jika tidak memakan yang 
haram dan tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan. Menurut ulama Ma>likiyah 
bahwa darurat itu adalah khawatir binasanya jiwa, baik pasti maupun dalam 
perkiraan/dugaan atau khawatir mengalami kematian. Tidak disyaratkan seseorang 
harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukup dengan adanya kekhawatiran 
kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.
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Beberapa definisi tersebut hanya menjelaskan keadaan darurat yang berkaitan 
dengan persoalan makanan yang mengenyangkan saja. Definisi tersebut sempit, 
tidak mencakup pengartian yang sempurna. Darurat merupakan teori atau prinsip 
yang berkaitan dengan segala ruang lingkup hukum. 
Definisi darurat yang sempurna adalah pengartian yang diungkapkan oleh 
Wahbah al-Zuhaili> yang menjelaskan darurat dengan: 
ََضلاََُرَْوََُرةََِىََيََأَْنَََتَْطَََرأَََعََلَْاَىَِلَْنََسَِناَََحََلاًَةََِمََنََْاََلَْْطَِرََأَِوََْاََشلم َقَِةَ َشلاَِدَْيََدَِةَََِبَْيَُثَََُيَُفاََُحَُدَْوَُثَ
ََضََرٍَرََأَْوََأًَذَِبَى َ نلاَْفَِسََأَْوَََِبْاََعلَُضَِّوََأَْوَََِبْاََعلََرَِضََأَْوَََِبْاََعلَْقَِلََأَْوَََِبْاََ
لمَِلاََََو َتََوَِباَِعََهَُ يَ,اََ تََعَُ  يََّأَْوََُ يََبَُحاَ
                                                 
43
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 63. 
44
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 2006), h. 51. 
45
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 63-64. 
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ََِعْنََدَِمٍَذَََِاَِْرتََكَُباََْاََلََْرَِماَأَ,َْوَََ تَْرَُكََْاََولَِجاَِبَأَ,َْوَََتَْأَِخَْ يََُُرهَََعَْنََََوَْقِتَِوََدَ,َْ فًَعَِلَا َضلََرَِرََََعْنَُوََِفََغََِلاَِبَََظِّنَِوَ
ََضَْمََنََُ قَُ يَْوَِدَ َشلاْرَِع  
Maksudnya: 
Darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat 
kepada manusia yang membuat khawatir terjadi kerusakan atau sesuatu yang 
menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang berkaitan 
dengannya. Ketika itu boleh atau harus mengerjakan yang diharamkan, atau 
meninggalkan yang wajib, atau menunda waktu pelaksanaannya untuk 
menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa manusia selama 
tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh agama.
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Keistimewaan definisi tersebut mencakup dan menjangkau segala jenis 
darurat, yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, 
memanfaatkan harta orang lain, memelihara keseimbangan yang menyangkut akad 
dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan suatu perbuatan dalam tekanan atau 
paksaan dan mempertahankan jiwa dan harta. 
2. Dalil Darurat 
Al-Qur’an menjelaskan tentang darurat dalam beberapa ayat, di antaranya: 
a. QS al-Baqarah/2: 173: 
  َ َ   َ   َ َ  َ  َ َ  ََ َََ َ َ َََ
َََ  َََ َ ََََ 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
47
 
b. QS al-Ma>i’idah/5: 3: 
                                                 
46Ibid. 
47
Departemen Agama RI, op. cit., h. 27. 
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  َ  َ   ََ  َ  َ َ َ َ ََ     َ   َ    َ
   َ َ  َ  َََ  َ َ  َ َ ََ  َ    َََ
ََ  َ  َ َ  ََ ََ  َ ََ َ   َ َ َ
  َ  َ َ ََ  َ ََ َ ََ َ  َ  َ ََ
 ََ َََََ
Terjemahnya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah aku sempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah aku ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa 
karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.
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c. QS al-An‘a>m/6: 119: 
 َََ  َ َ  َ ََ  َ  ََََ َ  َََ   َ
  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َََ ََ  َ     ََََ
Terjemahnya: 
Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 
benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa 
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas.
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d. QS al-An‘a>m/6: 145: 
                                                 
48Ibid., h. 108. 
49Ibid., h. 144. 
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 ََََََ  َ  َ ََ  ََََ ََ َ  ََ
 ََ  َ ََ َ َ  َ َََ َ َ  ََََ َ َ
 َََ
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi - karena 
sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama 
selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
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e. QS al-Nah}l/16: 115: 
  َ َ    َ   َ َ َ َ َ  َ  ََََ َ َ َََ
َ  َ َ َََََ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, 
tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan 
tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.
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Semua ayat tersebut mengandung pengecualian pada keadaan darurat untuk 
memelihara jiwa dari kebinasaan. Allah swt. tidak melihat lagi kepada sebab 
pengharaman, yaitu adanya kemudaratan karena keadaan lapar membuar alat 
pencernaan menjadi kuat dapat mencerna makanan tanpa kesakitan, berbeda dengan 
keadaan-keadaan yang biasa/normal. Allah swt. mengecualikan keadaan darurat. 
Pengecualian dari pengharaman berarti membolehkan. 
 
                                                 
50Ibid., h. 148. 
51Ibid., h. 280. 
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3. Persamaan dan perbedaan antara masyaqqah dan darurat 
Beberapa contoh yang dipaparkan terdahulu, terdapat persamaan dan 
perbedaan antara masyaqqah dan darurat. Persamaan kedua hal tersebut adalah 
merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan dalam keadaan keterpaksaan. 
Keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong manusia kepada yang merusak, 
membebankan atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya. Keterpaksaan 
tersebut bisa berasal dari diri seseorang dan ada kemudaratan yang terjadi atau 
diperkirakan terjadi yang memaksa seseorang untuk melepaskan dari dirinya. Bisa 
pula yang memaksa itu bukan berasal dari dirinya seperti paksaan dari yang kuat 
terhadap yang lemah agar melakukan sesuatu yang merusak dan menyulitkan 
dirinya. 
Perbedaan di antara keduanya bahwa masyaqqah itu identik dengan rukhs}ah 
(keringanan) ketika mukalaf menghadapi situasinya. Darurat identik dengan 
kebolehan (iba>h}ah) ketika mukalaf menghadapi situasi darurat seperti kaidah yang 
menyebutkan al-d}aru>rat tubi>h} al-mah}z}u>ra>t (darurat membolehkan yang dilarang). 
Bahkan, darurat itu identik dengan hal-hal yang dilarang sebagai realisasi 
kemaslahatan hamba seperti halnya kriminalitas identik dengan pidana sebagai 
realisasi menghindari kemafsadatan. 
Perbedaan yang lain bahwa masyaqqah itu berada satu tingkat lebih rendah di 
bawah darurat. Darurat itu membawa kepada hal-hal yang merusak agama, jiwa, 
harta, akal dan keturunan. Masyaqqah termasuk kategori al-h{a>jiyat dan hanya 
menyulitkan jiwa tidak sampai merusak dan membinasakannya. Misalnya, seseorang 
yang berada di suatu tempat yang tidak ditemukan makanan dan minuman selain 
bangkai dan khamar. Darurat dalam contoh tersebut adalah boleh memakan bangkai 
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dan meminum khamar tersebut. Masyaqqah yang dihadapinya adalah sulitnya 
melaksanakan salat karena dalam keadaan lapar dan haus yang luar biasa. 
G. Ruang Lingkup Pembidangan Hukum Islam 
Ulama berbeda pendapat dalam hal pembagian hukum Islam. Ulama 
H{anafiyah berpendapat bahwa pokok-pokok urusan agama adalah akidah, akhlak, 
ibadah, muamalah dan jinayat. Pokok-pokok tersebut dapat dijadikan tiga saja, yaitu 
ibadah, muamalah dan jinayat. Ibadah menunjukkan hubungan vertikal dengan Allah 
swt. meliputi salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Muamalah menunjukkan hubungan 
horizontal dengan manusia dan lingkungan yang dapat bernilai ibadah meliputi 
transaksi jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan 
persengketaan dan pembagian warisan sebagai hukum privat yang berkaitan dengan 
hak manusia (h{aq al-‘iba>d). Jinayat meliputi hukum kisas, zina, murtad dan 
sebagainya sebagai hukum publik yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. 
(h{uqu>qulla>h).52 
Ulama Sya>fi‘iyah membagi lapangan hukum Islam menjadi empat bidang, 
yaitu ibadah, muamalah, muna>kah}a>t dan ‘uqu>bah. Empat bidang tersebut dapat 
disimpulkan menjadi dua, yaitu urusan akhirat (ibadah) dan urusan dunia 
(muamalah). Bidang muamalah disebut juga lapangan adat, yaitu tata aturan yang 
dimaksudkan untuk mengatur hubungan perorangan maupun kelompok atau dengan 
kata lain aturan untuk mewujudkan kepentingan duniawi. 
‘Abdul Wahha>b Khalla>f membagi hukum yang dikandung al-Qur’an menjadi 
dua macam. Pertama, hukum-hukum bidang ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, 
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1996), h. 357. 
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nazar, sumpah dan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum-
hukum bidang muamalah seperti berbagai macam akad, ‘uqu>ba>t, jinayat dan yang 
tidak termasuk ibadah serta dimaksudkan untuk menjalin hubungan antara mukalaf, 
baik itu perorangan, kelompok ataupun masyarakat.
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Hukum Islam bidang muamalah dibedakan oleh hukum Barat dengan hukum 
privat dan hukum publik. Hukum Islam tidak membedakan secara tajam  antara 
hukum privat (perdata) dan hukum publik. Hal tersebut disebabkan sistem hukum 
Islam pada hukum privat terdapat segi-segi hukum publik dan pada hukum publik 
ada segi-segi perdatanya.
54
 Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan 
kedua bidang hukum tersebut (privat dan publik), yang disebutkan hanya bagian-
bagiannya saja, tetapi dapat dibedakan antara hak-hak Allah swt. (h}uqu>qlla>h) dan 
hak manusia (h{aq al-‘iba>d). 
Hukum Islam bidang muamalat menurut istilah modern bercabang-cabang 
sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan muamalat manusia. ‘Abdul Wahha>b 
Khalla>f menyimpulkan kepada tujuh macam. Secara rinci sebagai berikut: 
1. Hukum tentang keluarga atau hukum tentang orang (ah}ka>m al-ah}wa>l al-
syakhs}iyyah), yaitu yang berhubungan dengan keluarga mulai dari permulaan 
terbentuknya. Dimaksudkan dengan hukum tersebut mengatur hubungan suami istri 
dan sanak kerabatnya antara satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat mengenai hukum 
tersebut dalam al-Qur’an sekitar 70 ayat.55  Salah satu ayat tentang hukum keluarga 
adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 222: 
                                                 
53
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Khalla>f, op. cit., h. 36. 
47 
 
 ََ  ََ َََ   َ  ََ  َََ   ََ  َ
َ َ  َ  ََ َ   َ َََ ََ َ  َ      
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah kotoran. 
Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid; 
dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka 
telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan 
menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
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Ayat tersebut menunjukkan hukum tentang orang (ah}ka>m al-ah}wa>l al-
syakhs}iyyah). Pada ayat tersebut disebutkan bahwa seorang suami tidak boleh 
mendatangi (menyetubuhi) istrinya dalam keadaan haid. 
2. Hukum tentang kebendaan (al-ah}ka>m al-madaniyah), yaitu yang 
berhubungan dengan muamalah perorangan serta persekutuannya seperti jual beli, 
sewa menyewa, gadai, kafa>lah, persyerikatan dan memenuhi janji secara tepat. 
Dimaksudkan dengan hukum tersebut mengatur hubungan perorangan dan 
masyarakat yang menyangkut kebendaan dan memelihara hak setiap orang yang 
bersangkutan (yang memiliki hak). Ayat-ayat mengenai hukum tersebut dalam al-
Qur’an sekitar 70 ayat.57 Salah satu ayat tentang hukum kebendaan adalah firman 
Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 188: 
َ   َ  َ   َ   َ  ََ  َ َ   َ ََ َ َ
   َ  َ  َََ
Terjemahnya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
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itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
58
 
Ayat tersebut salah satu yang berbicara tentang hukum kebendaan (al-ah}ka>m 
al-madaniyah). Ayat tersebut melarang secara tegas memakan harta orang lain 
dengan cara yang batil. 
3. Hukum pidana (al-ah}ka>m al-jina>’iyah), yaitu yang berhubungan dengan 
tindak kriminal setiap mukalaf dan hukuman bagi pelaku kriminal. Dimaksudkan 
dengan hukum tersebut untuk pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia dan harta 
kekayaannya, kehormatannya dan hak kewajibannya. Ayat-ayat mengenai hukum 
tersebut dalam al-Qur’an sekitar 30 ayat.59 Salah satu ayat tentang jinayat adalah 
firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 178: 
   َ َ َ  َ   َ  َ َ   ََ   َ  َ   َ    َ َ  ََ
 َ َ َ ََ َ  َ    َ َ  َ  ََ َ ََ َ
  ََ َ  َ َ َ  َ َ  ََ
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita, barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 
yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah 
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih60 
4. Hukum acara (al-ah}ka>m al-mura>fa‘a>t), yaitu yang berhubungan dengan 
peradilan, persaksian dan sumpah. Dimaksudakan dengan hukum tersebut untuk 
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membudayakan keadilan antara sesama umat manusia. Ayat-ayat mengenai hukum 
tersebut dalam al-Qur’an sekitar 13 ayat.61 Salah satu ayat tentang hukum acara 
adalah firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 154: 
  َ َ َ   َ   َ َ  َ  َ َ   َ ََََ   َ
  َ  َ َ   
Terjemahnya: 
Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk 
(menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan Kami 
perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud dan 
Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar 
peraturan mengenai hari Sabtu dan Kami telah mengambil dari mereka 
perjanjian yang kokoh
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5. Hukum ketatanegaraan (al-ah}ka>m al-dustu>riyah), yaitu yang berhubungan 
dengan  peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya. Dimaksudkan dengan hukum 
tersebut membatasi hubungan penguasa dan rakyat, serta penetapan hak-hak pribadi 
dan masyarakat. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut dalam al-Qur’an sekitar 10 
ayat.
63
 Salah satu ayat tentang ketatanegaraan adalah firman Allah swt. dalam QS 
al-Syu>ra>/42: 38: 
  َ َ  َ َ  َ   ََ    َ  َ    َ ََ
Terjemahnya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 
berikan kepada mereka
64
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6. Hukum internasional (al-ah}ka>m al-dauliyah), yaitu yang berhubungan dengan 
masalah-masalah hubungan antar negara-negara Islam dan bukan negara Islam, serta 
hubungan tata pergaulan orang-orang non muslim yang menetap di negara Islam. 
Dimaksudkan dengan hukum tersebut untuk mengatur hubungan negara Islam dan 
negara-negara non Islam dalam situasi damai dan perang, serta mengatur hubungan 
orang-orang non muslim di negara Islam. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut 
sekitar 25 ayat.
65
 Salah satu ayat tentang taktik perang adalah firman Allah swt. 
dalam QS al-Nisa>’/4: 71: 
   َ َ  ََ  َ  َََ َ    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan 
pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama
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7. Hukum ekonomi dan keuangan (al-ah}ka>m al-iqtis}a>diyah wa al-ma>liyah), 
yaitu yang berhubungan dengan hak orang-orang miskin yang meminta, orang 
miskin yang tidak mendapat bagian dari harta orang kaya. Dimaksudkan dengan 
hukum tersebut mengatur hubungan keuangan antara orang-orang kaya dan orang-
orang fakir miskin, serta antara negara dan penduduknya. Ayat-ayat mengenai 
hukum tersebut sekitar 10 ayat.
67
 Salah satu ayat tentang ekonomi adalah firman 
Allah swt. dalam QS  al-Baqarah/2: 175: 
 َ  َ  ََ ََ َ َ َ َ   ََ  ََ َ
  َ َ  َ  َ َ  ََ َ َ  َ َ  ََ َ  َ ََ َ
  َ ََ َ  َ  َ ََ ََ    َ َ ََ َ َ    
                                                 
65
Khalla>f, loc. cit. 
66
Departemen Agama RI, op. cit., h. 90. 
67
Khalla>f, loc. cit. 
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Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka erkata 
(berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya
68
 
Pemahaman tentang muamalah atau semua perbuatan yang berada di luar 
ruang lingkup akidah, akhlak dan ibadah, yang asal mula keberadaannya 
diperbolehkan. Asal-usul muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang jelas-
jelas dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Dasar-dasar muamalah yang umumnya 
dibolehkan dalam Islam mengandung prinsip-prinsip universal. Kebutuhan utama 
masyarakat di suatu tempat juga diperlukan di tempat lain.
69
 Dengan demikian, 
dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku (al-‘urf) pada suatu masyarakat jika 
muamalahnya tidak terdapat dalam hukum Islam. 
 
 
                                                 
68
Departemen Agama RI, op. cit., h. 27. 
69
Jawahir Thontowi, Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan (Cet. I; 
Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 8-9. 
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BAB III 
KAIDAH MASYAQQAH DAN PENERAPANNYA 
A. Al-Masyaqqah Tajlib al-Tai>si>r 
1. Makna kaidah 
Masyaqqah (  َم َش َق َة ) menurut etimologi bermakna kelelahan (al-ta‘ab)
1
, 
kesulitan (al-s}a‘ab)2, keletihan (al-juhd),  kesempitan (al-syiddah) dan kepayahan 
(al-‘ina>’). Misalnya sebuah ungkapan  َش َقَ َع ََل ي َهَ َشلا َئََ ي َش َقَ َش َق َوَاَ َم َش َق َة .
3 Jalb al-sya’i 
berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Al-
Taisi>r berarti kemudahan (al-suhu>lah) dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri 
dan tidak memberatkan jiwa raga.
4
 
Makna kaidah tersebut bahwa kesusahan (al-s}u‘u>bah) yang ditemukan pada 
beberapa kondisi merupakan penyebab secara syar‘i> untuk mendapatkan kemudahan, 
keringanan dan menghilangkan kesempitan dari mukalaf ketika melaksanakan 
beberapa hukum dalam bentuk apapun.
5
 Hukum yang praktiknya terdapat 
masyaqqah bagi mukalaf, syariat memberikan kemudahan agar pembebanan hukum 
itu di bawah kemampuan mukalaf. 
 
                                                 
1
Kha>lid Ramad}a>n H}asan, Mu’jam Us}u>l al-Fiqh (t.t, Da>r al-T}ara>bi>sy, t.th), h. 264. 
2
Ibra>hi>m Mus}t}afa>, Ah}mad H}asan al-Zayya>t, H}amid ‘Abd al-Qa>dir, Muh}ammad ‘Ali> al-
Najja>r, al-Mu’jam al-Wasi>t} (Istanbu>l: al-Maktabah al-Isla>miyah, t.th), h, 489. 
3
Ibn Manz\u>r, Lisa>n al-‘Ārab, Juz XIV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 438. 
4Ibid, Juz Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Cet.I; Jakarta: PT.Ichtiar Baru 
van Hoeve, 2001), h. 1149-1150. V, h. 259.,  
5‘Abdul ‘Azi>z Muh{ammad ‘Azza>m, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 
2005), h.114. 
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2. Dalil kaidah 
a. Al-Qur’an 
Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 185: 
 ...َ َ َ ََ َ َ  َ....ََ
Terjemahnya: 
... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu....
6
 
QS al-Nisa>’/4: 28: 
 ...َ ََ َ ََ َ  َ.... َ
Terjemahnya: 
... Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah....
7
 
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. mensyariatkan  hukum-
hukum kepada hamba-Nya dengan penuh kemudahan bukan dengan kesulitan dan 
kesukaran. Mukalaf melaksanakan hukum-hukum Allah swt. tersebut dengan leluasa. 
Ketika mendapatkan kesulitan, mukalaf harus menghilangkannya, baik jiwa maupun 
raga. 
b. Sunah 
َ  ر م عَا ن  ث  د حَ:  لا قَ،ٍر ه ط مَ ن بَ  م  لَ سلاَ د ب عَا ن  ث  د حَ  ن عَ،ِّي را ف
 غ لاٍَد م  مَُ ن بَ ن ع مَ  ن عَ، ٍّي
 ل عَ ن ب
 َش يَ  ن ل وَ،  ر  س يَ نيِّدلاَ ن إَ"َ:  لا قَِّ  بِ نلاَ ن عَ، ة ر  ي ر هَ  بِ أَ  ن عَ،ِّي  بُ ق م لاٍَدي
 ع سَ  بِ أَ ن بَ
 دي ع سَ دا
 َش ب أ وَاو ب را ق وَاو دِّد س فَ، ه ب ل غَ  لَّ إَ د ح أَ  نيِّدلاة  لْ دلاَ ن
 مٍَء  ي ش وَ
 ة ح و رلا وَ
 ة و  د غ لا بَاو ني
 ع ت  سا وَاو ر
8
 
                                                 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: J-ART, 2004), h. 29. 
7Ibid., h. 84. 
8Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, Jil. I, Hadis nomor 39 
(Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Salafiyah, t.th), h. 29. 
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Artinya: 
‘Abdul Sala>m bin Mut}ahhar menceritakan kepada kami, lalu berkata: ‘Umar 
bin ‘Ali> menceritakan kepada kami, dari Ma‘an bin Muh{ammad al-Gifa>ri> dari 
Sa’i>d bin Abu> Sa’i>d al-Maqburi> dari Abu> Hurairah dari Nabi saw. bersabda: 
‚Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak dikeraskan agama itu kepada 
seseorang kecuali ia mampu mengatasinya, maka luruskanlah, mendekatlah, 
berita gembirakanlah, mintalah pertolongan pada waktu siang, sore dan waktu 
akhir malam. 
3. Aplikasi (tat}bi>q) kaidah 
Penerapan kaidah tersebut meliputi beberapa permasalahan sebagai berikut, 
yaitu: 
a. Tidak wajib mengganti salat bagi wanita haid karena berulang-ulang terjadinya 
haid. Hal itu berbeda dengan puasa Ramadan yang wajib diganti pada bulan yang 
lain. 
b. Disyariatkan jual beli (al-bai‘) bagi barang yang hanya diketahui sifatnya seperti 
salam dan istis}na’. 
c. Kebolehan mengumpulkan di antara empat istri tanpa membedakan yang lain 
sebagai bentuk kemudahan bagi pria dan wanita karena mayoritasnya. Tidak 
boleh melebihi dari empat istri. 
d. Disyariatkannya talak, khuluk, rujuk dan ‘iddah. 
e. Disyariatkannya kafarat dalam perkara z}iha>r sebagai bentuk kemudahan bagi 
mukalaf ketika ada penyesalan. 
f. Disyariatkannya memilih antara kisas dan diat sebagai bentuk kemudahan bagi 
pelaku kriminal (al-ja>ni>) dan korban (al-mujni> ‘alaih). Berbeda dengan kaum 
Musa a.s. yang mewajibkan kisas saja tanpa diat. Syariat Isa a.s. adanya kisas dan 
diat sekaligus. 
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g. Gugurnya dosa bagi mujtahid yang salah dalam berijtihad sebagai bentuk 
kemudahan bagi mujtahid. 
h. Tidak adanya pembebanan (takli>f) bagi anak-anak (al-s}abi) dan orang gila. 
Kurangnya pembebanan terhadap wanita seperti salat jamaah di mesjid, salat 
jumat  dan jihad.
9
 
B. Iz\a> D{a>qa al-Amr ‘Ittasa’ wa Iz\a> ‘Ittasa’ al-Amr D{a>qa 
1. Makna kaidah 
Apabila tampak masyaqqah pada suatu hal (pembebanan), harus 
mendapatkan keringanan yang sesuai kadar kemampuan. Apabila masyaqqah hilang, 
hal itu kembali seperti semula.
10
 Umat Islam harus moderat dalam beribadah dan 
bermuamalah.  
Kaidah tersebut dipopulerkan oleh Imam Sya>fi‘i>.11 Pengartian dari pokok 
kaidah itu adalah apabila terjadi masyaqqah, orang merasa sempit karena adanya 
ketetapan hukum dalam keadaan-keadaan biasa, dibenarkan mengambil rukhs}ah 
tanpa terikat dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Allah swt. 
memberikan keringanan dengan mengambil yang paling mudah dan gampang selama 
kesempitan dan kesulitan masih ada.
12
 
Pengartian kata  َض َقا  adalah  َش َق  yakni sulit melaksanakan karena sering kali 
terjadi. Pengartian 
 ََا ت َس َع  adalah seseorang mendapat keringanan dan mengambil yang 
paling mudah apabila terdapat masyaqqah. 
                                                 
9‘Azza>m, al-Qawa‘id., h. 119-120. 
10‘Azza>m, al-Qawa>’id.,  h. 121. 
11
Wahbah al-Zuhaili>, Naz}ariyyat al-D{aru>riyyat al-Syar‘iyyah; Muqa>ranah ma‘a al-Qa>nu>n al-
Wad}‘i> (Cet. IV; Dimasy: Da>r al-Fikr, 1997), h. 208. 
12Ibid., h. 209. 
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2. Dalil kaidah 
Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>’/4: 101: 
 َ  َ َ  َ َ   َ ََ ََ  ََ ََ   َ َ
  َََ   ََ َ  َ  ََََ
Terjemahnya: 
Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu 
menqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
13
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila rasa takut hilang dan kembalinya 
ketenangan, wajib menyempurnakan dan melaksanakan salat seperti tata cara salat 
yang sebenarnya. 
Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 280: 
                                  
Terjemahnya: 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
14
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang wajib memerhatikan kesusahan 
untuk memberikan kemudahan dalam hal hutang piutang, yaitu dengan 
ketidakmampuannya membayar sekaligus hitang tersebut, diberikan keringanan 
dengan membayarnya secara cicil. 
3. Aplikasi kaidah 
Beberapa bentuk penerapan kaidah tersebut, di antaranya: 
a. Orang yang sulit kehidupannya ditunda waktu penagihan hutang sampai orang 
tersebut sudah berkelapangan ataupun dibebaskan hutangnya. 
                                                 
13
Departemen Agama RI, op. cit., h. 95. 
14Ibid., h. 48. 
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b. Kesaksian wanita dan anak kecil diterima yang menyangkut peristiwa di kamar 
mandi atau setiap tempat yang tidak dihadiri laki-laki guna memelihara hilangnya 
hak. 
c. Kesaksian seorang bidan diterima tentang kelahiran anak demi memelihara 
keturunan. 
d. Najis dan darah dapat ditolerir dalam masalah bersuci yang sulit menghindarinya. 
Sebagian ulama berfatwa di suatu kampung yang terdapat banyak anjing bahwa 
hal itu dimaafkan karena seringnya masyarakat berbaur dengan anjing dan 
salatnya sah.
 15
 
C. Al-As}l fi> al-Mana>fi‘ al-Iba>h}ah 
1. Makna kaidah 
Sesuatu yang didiamkan oleh Sya>ri‘ dalam ketentuan syariat Islam 
ditetapkan status hukum muba>h} dan halal, baik berupa sesuatu, materi kebendaan, 
tindakan, adaptasi peradaban, transaksi maupun suatu tradisi. Prinsip dasar maslahat 
dan manfaat tersebut tidak ada pengharaman. Adapun dalam bidang ibadah tidak 
dapat ditetapkan sesuatupun di dalamnya kecuali yang disyariatkan Allah swt.
 16
 
Kaidah tersebut menetapkan hukum kebolehan dalam masalah manfaat yang 
tidak ada ketentuan nas di dalamnya atau penunjukan makna yang mendekatinya 
serta memiliki kemiripan yang dapat dianalogikan kepada masalah tersebut. Tidak 
                                                 
15
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 209 
16‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, al-Madkhal fi> al-Qawa>‘id al-Fiqhiyah wa As\aruha> fi al-
Ahka>m al-Syar‘iyah, terj. Wahyu Setiawan, Qawa’id Fiqhiyyah (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 
87. 
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terdapat larangan yang jelas terhadap mukalaf menyangkut masalah-masalah 
manfaat yang berimplikasi pada konsep kemudahan dan keringanan hukum.
17
 
Kaidah tersebut sebagai solusi dari keraguan dan kebingungan mukalaf dalam 
bertindak terhadap sesuatu yang mengandung kemanfaatan dan tidak terdapat suatu 
dalilpun yang melarangannya. Keraguan hilang dan ketenangan diberikan di dalam 
hati mukalaf mengenai perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan petunjuk agama 
dan tidak berdosa.
18
 Tidak ada keraguan bahwa hal tersebut adalah bentuk 
keringanan dari Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya. 
2. Dalil kaidah 
a. Al-Qur’an 
Beberapa dalil al-Qur’an yang menunjukkan keabsahan kaidah tersebut. Di 
antaranya firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 29: 
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ  َ    َ َ َ  ََ َ
 ََ ََََ
Terjemahnya: 
Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu.
19
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menyatakan semua yang ada di 
bumi diciptakan untuk hamba-hamba-Nya. Kata  menunjukkan makna umum dan 
huruf la>m pada ungkapan َ  menunjukkan spesifikasi atau dasar pemanfaatan bagi 
mukha>t}ab. Dengan kata lain, makna yang dihadirkan ayat tersebut bahwa segala 
                                                 
17Ibid. 
18Ibid., h. 87-88. 
19
Departemen Agama RI, op. cit., h. 6. 
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sesuatu di bumi dikhususkan untuk manusia. Interpretasi ayat tersebut adalah wajib 
untuk memanfaatkan seluruh makhluk yang dibolehkan oleh agama. 
Firman Allah swt. dalam QS al-A‘raf/7: 32: 
 ََََ َ َ َ َ   ََ ََ ََ  َ  َ َ َ
  َ َ َ   ََ َ  َ  َ َ ََََ
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) 
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka 
saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-
orang yang mengetahui.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. menolak kalimat interogatif 
(istifha>m) tentang keharaman perhiasan, Allah swt. mewajibkan agar tidak 
ditetapkan status hukum haram pada hal tersebut. Bentuk penolakan keharaman 
perhiasan dalam redaksi ayat menunjuk pada pemanfaatan dan tidak tetapnya status 
haram pada segala sesuatu baik dan merupakan perhiasan Allah swt. Apabila ditolak 
status hukum haram implikasinya pada ketetapan status hukum boleh. 
b. Sunah 
Dalil yang bersumber dari sunah tentang keabsahan kaidah yang menyatakan 
prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh sangat banyak, antara lain: 
 َع َنَ َس َع َبَد َنََ أَ  ب َوَ َق َأَصا َنَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َهَ َوََ َا
 ل َهَ َوَ َس َل َمَ َق َلا:َ إ َنََ أ َع َظ َمََ ا َسلم
 َل َم َ  يَ
َ ف َاَ َسلم
 َل َم َ  يَ َج ََر م َمَ,ا َنَ َس َأ َلَ َع َنَ َشٍَئَ َ لَ َ ي ََر مَ َع َل َنلاَى َساَ َ ف َي َح ََر مَ
 َم َنََ أ َج َلَ َم َس ََأ َل
 ت َه21  
Artinya: 
                                                 
20Ibid., h. 155. 
21Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Syauqa>ni>, Nail al-Aut}a>r Syarh} Muntaqa> al-Akhba>r 
min Ah}a>di>s\ Sayyid al-Akhba>r (Misr: Maktabah Mus}t}afa>, t.th), h. 120. 
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Dari Sa‘ad bin Abu> Waqqa>s} bahwa Rasulullah saw. bersabda: Dosa paling 
besar orang Islam pada orang Islam lainnya adalah orang yang ditanya tentang 
sesuatu yang tidak diharamkan atas manusia kemudian mengharamkan hal 
tersebut karena masalah dirinya. 
Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memperingatkan keharaman 
yang berkaitan dengan pertanyaan. Status haram tidak dapat ditetapkan kecuali 
dengan nas. Apabila tidak ada nas yang menetapkan status haram, tetap pada status 
hukum boleh. 
Dalam hadis lain disebutkan: 
 َو َع َنَ َس َل َم َاَنا َفلا َر
 َس َقَى َلا َسَ: َئ َلَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َهَ َوََ َا
 ل َهَ َوَ َس َل َمَ َع َنَ َسلا َم َنَ َوََ ا َلْ َ  بَ
 َوََ ا
 َفل َر
 َءا َ فَ, َق َلا َلاَ:َ لَ َلَ َم َأَا َح َلَ َللاََ ف َِ َ َت َبا َهَ َوََ ا َل َر َماَ َم َحَا ََر مَ َللاََ ف
 َِ َ َت َبا َهَ َوَ َم َسَا َك َتَ ََع ن َهَ
 َ ف َه َوَ َ
 م َعَا َن َهََ ل َك َم
22
 
Artinya: 
Dari Salma>n al-Fa>risi> berkata: Rasulullah saw. ditanya tentang minyak, keju, 
dan bulu binatang. Rasulullah menjawab: Halal adalah yang dihalalkan Allah 
dalam kitab-Nya, haram adalah yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya, dan 
yang didiamkan termasuk hal-hal yang dimaafkan untuk kalian. 
Hadis tersebut menetapkan bahwa sesuatu yang didiamkan oleh Sya>ri‘ 
merupakan sesuatu yang dimaafkan. Kandungan sesuatu yang dimaafkan adalah hal-
hal yang mengandung manfaat bukan mudarat atau mafsadat. Allah swt. 
mengharamkan memberikan mudarat dengan dalil-dalil yang ditetapkan. Dengan 
demikian, mukalaf harus mengetahui hal-hal yang diharamkan lebih dahulu sebab 
dari pengetahuan tersebut, hal-hal yang kontradiktif merupakan sesuatu yang halal 
dan baik. 
 
 
                                                 
22Ibid. 
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c. Akal (rasional) 
Dalil secara rasional tentang kaidah tersebut yang menyatakan prinsip dasar 
pada masalah-masalah manfaat adalah sebagai berikut: 
Pertama, Allah swt. menciptakan segala sesuatu ada dua kemungkinan, yakni 
mengandung dan tidak mengandung hikmah. Kemungkinan yang lain adalah tidak 
sah berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Anbiya>’/ 21: 64. 
Kedua, takli>f pada manusia dengan bentuk pembebanan yang tidak mampu 
untuk dilaksanakan dan di luar kemampuan mukalaf adalah cela terhadap kekuasaan 
Allah swt. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9:115. 
Ketiga, pengambilan manfaat terhadap sesuatu yang didiamkan oleh Sya>ri‘ 
adalah bentuk pemanfaatan terhadap sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat 
bukan hak kepemilikan dan bagi orang yang memanfaatkan hal tersebut secara 
mutlak. Dengan demikian, ketentuan ditetapkan hukum halal atas segala sesuatu 
yang tidak ditetapkan hukumnya oleh nas. Hal tersebut sesuai dengan hukum fitrah 
dan hukum alam. 
D. Al-As}l fi> al-Mad}a>r al-Tah}ri>m 
1. Makna kaidah 
Mudarat adalah antonim dari manfaat. Mudarat mengarah kepada unsur 
negatif. Mudarat sebagai antonim dari manfaat karena mengancam jiwa, anggota 
tubuh, kehormatan dan harta. Sehingga terwujud masalah-masalah esensial mukalaf 
yang dipelihara oleh Sya>ri‘ dalam penetapan hukum agama. Maslahat esensial 
adalah jenis maslahat tertinggi yang dikehendaki Sya>ri‘ untuk dilindungi.23 
                                                 
23‘Azza>m, al-Madkhal., h. 88. 
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Haram menunjukkan yang diminta oleh Sya>ri‘ untuk ditinggalkan secara 
tegas dan pasti, pelakunya dicela dan dihukum kelak di akhirat. Namun, terkadang 
tercakup di dalamnya hukuman duniawi.
24
 
Kaidah tersebut menetapkan bahwa hukum haram dalam masalah-masalah 
yang memberikan mudarat. Sesuatu yang dilarang oleh Sya>ri‘ pasti memberikan efek 
mudarat sehingga mukalaf harus menjauhi dan tidak melakukannya. 
2. Dalil kaidah 
a. Al-Qur’an 
Banyak ayat yang berbicara tentang larangan terhadap munculnya mudarat 
dan mafsadat. Di antaranya firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 231: 
                          
                                         
                                       
       
Terjemahnya: 
Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 
maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka 
dengan cara yang makruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa 
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya 
sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah 
nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-
Kitab dan al-Hikmah (Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan 
apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
25
 
Firman Allah swt. dalam QS al-T{alaq/65: 6: 
                                                 
24Ibid. 
25
Departemen Agama RI, op. cit., h. 38. 
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                             
                                 
            
Terjemahnya: 
Tempatkanlah mereka (para istri)  kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
26
 
Kedua ayat tersebut dan masih banyak ayat-ayat lainnya menunjukkan 
pengharaman segala sesuatu yang mengandung mudarat dan pencegahannya. 
Mudarat yang dijelaskan dalam al-Qur’an tidak terbatas hanya pada wilayah materi 
kata yang berkaitan dengan d}arar. Namun, mencakup segala bentuk yang mengarah 
pada makna kata tersebut. 
b. Sunah 
Hadis yang berbunyi: 
َ ن بَ د م  مَُا نَ:  لا قَ،ي
 ضا ق لاٍَر  ش بَ ن بَ نا ي حَا نَ:  لا قَ،ٍل
 ما  َِ ن بَ  سو د ب عَ ن بَ د م  مَُا ن  ث  د ح
َ  ن عَ، نا ب  حَ ن بَ  ع  سا وَ
 هِّم عَ  ن عَ، نا ب  حَ ن بَ  يَ  يَ ن بَ
 د م  مَُ  ن عَ،  قا ح س إَ ن بَ
 د م  مَُ  ن عَ، ة م ل س
 َن بَ ر با  جََ  ملَ س لإاَ  فَِ  را ر
 ضَلََّ،  ر ر ضَلََّ"َ:
 ه للاَ  لو س رَ  لا قَ:  لا قَ،
 ه للاَ د ب ع."
27  
Artinya: 
Muh}ammad bin ‘Ubdu>s bin Ka>mil menceritakan kepada kami, H{ayya>n bin 
Bisyr al-Qa>d}i> berkata, Muh}ammad bin Salamah berkata dari Muh}ammad bin 
Ish}a>q dari Muh}ammad bin Yah}ya> bin H{ibba>n dari pamannya Wa>si‘ bin H}ibba>n 
                                                 
26Ibid., h. 560. 
27
Sulaima>n bin Ah}mad al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat} li al-T{abra>ni> (t.d), h. 1578. 
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dari Ja>bir bin Abdullah berkata Rasulullah bersabda: Tidak boleh membuat 
mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain di dalam Islam. 
Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menafikan mudarat 
secara mutlak, sebab kata mudarat dalam hadis itu berbentuk naki>rah dalam konteks 
kalimat negatif yang bermakna umum. Penegasan tidak mengarah pada penafian 
kemungkinan terjadinya hal tersebut maupun yang sudah nyata terjadi, sebab kasus 
d}arar dan d}ira>r sudah banyak terjadi. Hadis tersebut memuat pengharaman segala 
jenis mudarat kecuali jika dalil yang membolehkannya. 
Kaidah tersebut adalah mencapai tingkatan qat}‘i>. Tidak ada keraguan bahwa 
adanya mudarat yang menyertai mukalaf dianggap sebagai jenis kesukaran atau 
kesusahan paling kuat yang harus dihilangkan dalam aplikasi agama sebagai bentuk 
penolakan terhadap kesukaran. 
c. Ijmak 
Ulama menyepakati terhadap signifikansi kaidah tersebut sejak masa 
kenabian hingga sekarang. Belum pernah diketahui adanya perdebatan dan 
perselisihan di kalangan ulama  mengenai hal tersebut. Semakin kokohlah ijmak 
bahwa prinsip dasar dalam masalah mudarat adalah haram.
28
 
d. Akal (rasional) 
Dalil-dalil teks tersebut diperkuat oleh argumentasi rasional. Secara logika, 
penetapan hukum kebolehan atas suatu hal yang menimbulkan mudarat dan 
kerusakan adalah bentuk keburukan. Sesuatu yang buruk tersebut tidak pantas 
disandarkan pada Allah swt. yang mensifatkan diri-Nya dengan Maha Kasih, Maha 
Pemurah dan menetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. 
                                                 
28‘Azza>m, al-Madkhal., h. 92. 
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E. Al-Maisu>r La> Yasqut} bi al-Ma‘su>r 
1. Makna kaidah 
Ulama Sya>fi‘i >yah menyebutkan bahwa kaidah tersebut sama pengartiannya 
dengan kaidah al-d}aru>rat tuqaddir bi qadriha> (darurat itu ditentukan karena 
kadarnya). Hanya saja, kaidah tersebut banyak dipraktikkan dalam lingkup sesuatu 
yang diperintahkan. Maksudnya, sesuatu yang diperintahkan tetapi tidak dapat 
dikerjakan secara sempurna sesuai dengan perintah kecuali sebagiannya saja, 
kewajiban itu jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan atas perintah itu dan tidak 
boleh ditinggalkan karena meninggalkan semua yang sulit.
29
 
Makna kaidah tersebut bahwa Sya>ri‘ memberikan beban kepada hamba-Nya, 
diberikan juga kemudahan dan kesulitan pada sebagian pembebanan tersebut. Tidak 
gugur yang ringan dengan adanya kesulitan, bahkan dianjurkan untuk mengambil 
yang ringan lalu menggugurkan yang ada sulitnya.
30
 Segala bentuk perintah yang 
mampu dilaksanakan oleh mukalaf, hal tersebut merupakan bentuk kemudahan bagi 
mukalaf. 
2. Dalil kaidah 
a. Al-Qur’an 
Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 286: 
َ  ََ  ََََََ َ    ََ  ََ  ََ   ََََ
  ََ ََ  َ  َ َ َ   َ َ ََ  ََ  ََ   َََ
َ َََ  َ َ   َ َ    ََ َ  َ    َ َ  َ  ََ
                                                 
29
Wahbah al-Zuhaili>, Naz}ariyyat al-D{aru>riyyat al-Syar‘iyyah; Muqa>ranah ma‘a al-Qa>nu>n al-
Wad}‘i> (Cet. IV; Dimasy: Da>r al-Fikr, 1997), h. 241-242. 
30‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 344. 
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Terjemahnya:  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
31
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt. tidak membebankan kepada 
hamba-Nya kecuali dengan kemampuan hamba. 
b. Sunah 
Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: 
 َم ت ع ط ت  ساَا مَ ه ن مَاو ت أ فَ،ٍر  م أ بَ  م ك ت ر م أَا ذ إَ"َ: ملَ سلاَ ه ي ل عَ  لا ق و 
Artinya: 
Rasulullah saw. bersabda: Apabila saya hadapkan kepada kalian pada sebuah 
perintah, laksanakanlah semampu kalian. 
3. Aplikasi kaidah 
Beberapa contoh aplikatif kaidah tersebut sebagai berikut: 
a. Apabila seseorang memiliki anggota badan yang terputus seperti tangan atau 
kaki, wajib membasuh bagian yang tersisa dari anggota badan yang wajib 
disucikan ketika berwudu. Apabila lengan bawah yang terputus, wajib dibasuh 
ujung tulang lengan atas yang tersisa.
32
 
b. Apabila seseorang berwudu tidak mendapatkan air yang mencukupi untuk 
menghilangkan h}adas\ atau najis, menurut pendapat yang paling jelas air itu wajib 
                                                 
31
Departemen Agama RI, op. cit., h. 50. 
32
Al-Zuhaili, loc. cit., ‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 345. 
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digunakan. Apabila air yang ditemukan itu hanya mencukupi untuk 
membersihkan h}adas\ atau najis, diharuskan membersihkannya lebih dahulu.33 
c. Seseorang mendapatkan debu yang tidak mencukupi untuk bertayammum, 
menurut mazhab Sya>fi‘i > wajib menggunakannya juga. Jika seseorang menderita 
luka yang mencegahnya menggunakan air dalam berwudu, wajib membasuh 
bagian yang sehat dengan air dan bertayammum untuk yang terluka.
34
 
d. Bagi yang mampu menutup sebagian dari auratnya tanpa menutup aurat yang 
lain, wajib menutup bagian yang mampu ditutupi secara pasti.
35
 
e. Apabila seseorang yang melakukan salat tidak mampu rukuk dan sujud tetapi 
mampu berdiri, tidak ada perbedaan di kalangan Sya>fi‘iyah yang mewajibkan 
berdiri. Orang yang mampu setengah berdiri (antara berdiri dan rukuk karena 
punggungnya bungkuk), wajib berdiri dalam keadaan membungkuk.
36
 
f. Bagi yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakati tetapi sebagian hartanya 
tersebut tidak ada di tangannya, harus mengeluarkan zakat dari sejumlah harta 
yang ada di tangannya kala itu.
37
 
F. Al-H{a>jah Tunazzal Manzilat al-D{aru>rah ‘A<mmah Ka>nat aw Kha>s}s}ah 
1. Makna kaidah 
Kebutuhan (al-h}a>jah)\ adalah sesuatu yang bukan darurat. Darurat adalah 
keadaan yang memaksa kepada sesuatu yang harus. Perbedaan antara kebutuhan dan 
                                                 
33
Al-Zuhaili, loc. cit. 
34Ibid. 
35Ibid., h. 243. 
36Ibid. 
37Ibid. 
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darurat, kebutuhan tetap berlangsung sedangkan darurat bertempo sesuai dengan 
jangka darurat, serta darurat diukur sesuai dengan takarannya.
38
 
Apabila terdapat kebutuhan yang umum untuk sekelompok manusia atau 
khusus untuk seseorang yaitu ‚ma> (sesuatu)‛, kebutuhan tersebut menempati posisi 
darurat pada bolehnya keringanan (rukhs}ah) karena adanya darurat39 
Kebutuhan vital, baik bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh 
dalam perubahan ketetapan hukum seperti halnya darurat. Kebutuhan pokok itu 
dapat membuat yang dilarang menjadi dibolehkan atau dapat membolehkan 
seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hanya saja, kebutuhan itu lebih 
umum daripada darurat. 
2. Dalil kaidah 
a. Al-Qur’an 
Firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/ :30: 
 َ     َََ   َ  َ  ََ َ  ََََ َ  َ َ
 ََََ
Terjemahnya: 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat".
40
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki harus menahan pandangannya 
kepada wanita, tetapi dalam beberapa kasus tertentu karena kebutuhan kepadanya 
dibolehkan untuk melihat aurat wanita seperti ketika melamar. 
                                                 
38‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 164. 
39Ibid. 
40
Departemen Agama RI, op. cit., h. 354. 
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b. Sunah 
Hadis yang berbunyi: 
 َرَ ة ر  ي ر هَ  بِ أَ  ن عَ،  ج ر ع  لْاَ ن عَ،
 دا نِّزلاَ  بِ أَ  ن عَ،  ك
 لا مَا ن ر  ب  خ أَ،  ف سو يَ ن بَ
 ه للاَ د ب عَا ن  ث  د حَ  ي
 ض
 َط مَ"َ:  لا قََ ه للاَ  لو س رَ ن أَ، ه ن عَ ه للاَ  ع ب ت ي ل  فَ ٍّي
 ل مَى ل عَ م ِ  د ح أَ ع ب ت أَا ذ إ فَ، م ل ظَِّ نِ غ لاَ ل"
41  
Artinya: 
‘Abdullah bin Yu>suf menceritakan kepada kami, Ma>lik memberitakan kepada 
kami dari Abu> al-Zana>d dari al-A‘raj dari Abu> Hurairah ra. bahwasanya 
Rasulullah bersabda: Penundaan pembayaran hutang bagi orang kaya (mampu) 
adalah kelaliman. Apabila seseorang di antara kamu mengikutkan hutangnya 
kepada orang lain hendaklah ia mengikutinya. 
3. Aplikasi kaidah 
Beberapa aplikasi dari kaidah tersebut, antara lain: 
a. Disyariatkannya ija>rah42 (sewa menyewa). Manfaat-manfaat pada akad sewa 
menyewa tidak ada ketika saling mengadakan akad, dibolehkan dengan kebalikan 
kias sesuai kebutuhan yang diperlukan. Akad sewa menyewa terhadap manfaat 
tidak ada, kepemilikan sesuatu yang tidak ada sebelum keberadaanya tidak boleh, 
serta tidak mungkin menjadikan akad kepadanya sebagai sandaran (id}a>fah) pada 
waktu yang ada manfaatnya, karena kepemilikan tidak menerima sandaran untuk 
masa yang akan datang. Kebolehan sewa menyewa adalah istih}sa>n.43 
b. Fukaha membolehkan memasuki kamar mandi dengan upah tertentu untuk mandi 
yang hal itu tidak boleh menurut kias karena merusak benda yaitu air hangat. Air 
                                                 
41Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin ’Isma>‘il al-Bukha>ri>, al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}, Jil. II, Hadis nomor 
2287 (Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Salafiyyah, t.th), h. 139. 
42Ija>rah secara bahasa (etimologi) adalah sebuah nama untuk sewa dan dikenal pada akad, 
ija>rah adalah akad kepemilikan manfaat yang dimaksudkan kepada benda dengan adanya penggantian 
(‘iwad}) atau ija>rah adalah akad terhadap manfaat-manfaat dengan penggantian. Sedangkan menurut 
terminologi ija>rah adalah akad terhadap manfaat yang diketahui dimaksudkan agar dapat digunakan 
dan bolehnya dengan penggantian yang diketahui. 
43‘Azza>m, al-Qawa>‘id., h. 165. 
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yang digunakan oleh penyewa kamar mandi tersebut tidak diketahui dan tidak 
menentu karena sulitnya menghitung, mengukur dan menentukan jumlah air dan 
waktu yang digunakan. Dengan demikian, dibolehkan karena kebutuhan manusia 
terhadapnya. Pandangan agama yang memungkinkan untuk dipersamakan adalah 
penyewaan al-z}i’r yaitu perempuan yang menyusui anak orang lain dengan 
susunya,  hal itu boleh sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-T}ala>q/65: 6.: 
 ...َ َََ ََ.... 
 Kias menolak akad tersebut karena membuang air susu. Penyewaan yang 
membawa kepada kebinasaan sesuatu karena suatu maksud tidak dibolehkan, 
tetapi penyewaan al-z}i’r boleh untuk penyusuan terhadap yang mengatakan 
bahwa akad kembali kepada barangnya, air susu mengikutinya.
44
 
c. Kebolehan memandang kepada wanita karena kebutuhan untuk melihat. 
Dibolehkan pada hal tertentu seperti peminangan, berobat dan pengambilan 
kesaksian. Dengan demikian, boleh melihat sebagai pengecualian dari asal 
keharaman pandangan lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Melihatnya 
sesuai dengan ukuran kebutuhan, lebih dari itu haram.
45
 
 
                                                 
44Ibid., h. 169. 
45Ibid., h. 170. 
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BAB IV 
IMPLIKASI MASYAQQAH DALAM PELAKSANAAN 
HUKUM ISLAM 
A. Hakikat Masyaqqah dalam Pandangan Fukaha 
Fukaha memiliki kesamaan pandangan mengenai hakikat masyaqqah, baik di 
kalangan fukaha klasik maupun modern.
1
 Imam al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa 
masyaqqah pada hakikatnya mengandung  dua pengartian. Masyaqqah yang mampu 
dipikul dan yang tidak mampu dipikul. Masyaqqah yang mampu dipikul tersebut 
yang ditetapkan dalam Islam. Adapun yang tidak mampu dipikul tidak sah sekalipun 
menurut akal boleh.
2
 Pembebanan hukum (takli>f) yang di luar kemampuan mukalaf 
merupakan pembebanan yang tidak mampu direalisasikan serta mustahil 
dilaksanakan oleh mukalaf. 
Imam al-Sya>t}ibi> mengatakan: 
َّ شلاَّ قاََّّ مَّ نََّّ اَّ لَّ عَّ مَّ لاََّّ  تَّ تَّ حَّ قَّ قََّّ
 فَّ يَّ وََّّ جَّ نَّ سََّّ صلاَّ عَّ وَّ بَّ
 ةََّّ وََّّ اَّ لَّ هَّ
 دََّّ وََّّ  يَّ تَّ مَّ لََّّ أَّ نََّّ يَّ طَّ
 لَّ قََّّ عَّ لَّ عَّىَّ دَّ ةَّ أَّ عَّ مَّ لا
3
 
Maksudnya: 
Masyaqqah dari perbuatan-perbuatan pada hakikatnya terdapat di dalamnya 
jenis kesusahan dan kesungguhan, lalu kesulitan tersebut menyertai beberapa 
perbuatan. 
                                                 
1
Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode yaitu periode klasik (650-
1250 M.), periode pertengahan (1250-1800 M.) dan periode modern (1800 M.- dan seterusnya). Lihat 
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. II; Jakarta: PT 
Bulan Bintang, 1990), h. 42. Namun, dalam pembagian tersebut dibatasi menjadi dua bagian saja 
yaitu klasik (650-1800 M.) dan modern (1800- seterusnya). Batasan modern adalah semakin 
berkembangannya IPTEKSOR (ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan olahraga). 
2
Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Sya>r‘iah Jil. I, Juz II (al-Qa>hirah: al-
Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h.. 101-102. 
3Ibid., h. 102-103. 
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Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan oleh Imam Sya>t}ibi> yaitu perbuatan 
yang tidak disanggupi oleh mukalaf karena ketidakmampuannya seperti terbang di 
udara, perbuatan yang secara khusus disanggupi  tetapi di luar kebiasaan mukalaf 
dan perbuatan yang disanggupi mukalaf yang merasakan kesusahan tetapi masih 
tidak sampai pada batas di luar dari kebiasaan. 
Imam al-Gaza>li> dalam kitabnya al-Mustas}fa> menjelaskan bahwa sesuatu yang 
memberikan masyaqqah itu adalah: 
َّ مَّ نََّّ أَّ  تَّ عَّ بََّّ بَّ تلاَّ كَّ
 لَّ يَّ فََّّ بَّ أَّ عَّ مَّ لاََّّ تَّ كَّ داََّّ  تَّ فَّ ضَّ إَّيَّ لَّ ىََّّ لَّ
 كَّ وََّّ لَّ شَّ دَّ  تا4  
Maksudnya: 
Adanya rasa susah payah ketika mengamalkan pembebanan hukum (takli>f) 
yang akan membawa kepada kerusakan (kebinasaan) karena kuatnya 
masyaqqah yang dihadapinya. 
Tampak dari pandangan al-Gaza>li> memiliki kelemahan karena menganggap 
mukalaf merasa letih dengan adanya pembebanan hukum. Sya>ri‘ membebankan 
suatu hukum sesuai dengan kemampuan mukalaf. Kemampuan harus disertai dengan 
perbuatan yang dituntut. 
Wahbah al-Zuhaili>  menjelaskan hakikat masyaqqah bahwa masyaqqah itu 
menjadi sebab bagi adanya kemudahan dan seharusnya ada  toleransi (al-tasa>muh}) 
ketika terdapat kesempitan.
5
 Dengan demikian, maksud dari masyaqqah yang 
menghendaki kemudahan dan keringanan dalam berbagai ketetapan hukum adalah 
masyaqqah yang di luar dari kebiasaan. Adapun masyaqqah yang biasa tidak menjadi 
faktor adanya keringanan. 
                                                 
4
Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}ul Jil. I 
(Bairu>t: Da>r al-Arqam bin Abi> al-Arqam, t.th.) h. 236. 
5
Wahbah al-Zuhaili>, Naz}ariyyah al-D{aru>riyyah al-Syar‘iyyah; Muqa>ranah ma‘a al-Qa>nu>n al-
Wad}‘i> (Cet. IV; Dimasy: Da>r al-Fikr, 1997), h. 185. 
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Abu> Zahrah menjelaskan bahwa masyaqqah bukan sesuatu hal yang menjadi 
tujuan, karena mencederai tubuh bukan tujuan Islam. Akan tetapi, masyaqqah yang 
di luar kebiasaan sangat dituntut untuk menghindari kemudaratan yang kuat dan 
mengambil manfaat. Hal tersebut menjadi prioritas agama Islam yang paling tinggi, 
sebab kemudahan merupakan asas syariat Islam.
6
  
Syeikh Ah}mad al-Zarqa> menjelaskan mengenai hakikat masyaqqah yang 
mendatangkan kemudahan adalah masyaqqah yang lepas darinya pembebanan-
pembebanan agama. Adapun masyaqqah yang tidak dilepaskan darinya pembebanan 
seperti masyaqqah dalam jihad, rasa sakit hukuman pidana perzinaan serta 
memerangi pemberontakan, tidak ada pengaruh untuk mendapatkan kemudahan dan 
keringanan.
7
 
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m mengatakan bahwa masyaqqah dalam 
kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisi>r (masyaqqah mendatangkan kemudahan) adalah 
ketetapan-ketetapan hukum yang terdapat kesempitan (al-h}araj) atas mukalaf yang 
mencakup jiwa atau harta. Syariat Islam memberikan keringanan atas sesuatu yang 
terjadi pada mukalaf di bawah kemampuannya tanpa ada rasa kesusahan dan 
kesempitan.
8
 Pandangan tersebut tidak menjadikan seluruh masyaqqah menjadi 
penyebab adanya kemudahan karena pembebanan Allah swt. kepada hamba-Nya 
mengandung arti melaksanakan masyaqqah itu terdapat pada pembebanan hukum 
yang secara keseluruhan mengandung masyaqqah. Misalnya, masyaqqah yang 
                                                 
6
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 2006), h. 289. 
7
Ah}mad bin Muh}ammad al-Zarqa>, Syarh} Qawa>‘id al-Fiqhiyah (Cet. II; Dimasyq: Da>r al-
Qalam, 1997), h. 157. 
8‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyah (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2005), 
h. 114. 
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terdapat dalam berpuasa pada musim kemarau yaitu rasa lapar dan haus yang sangat, 
mukalaf dituntut untuk melaksanakan masyaqqah yang terdapat dalam puasa 
tersebut. 
‘Abdul Rah}ma>n Ibra>hi>m al-Kaila>ni> dalam kitabnya Qawa>‘id al-Maqa>s}id Inda 
al-Ima>m al-Sya>t}ibi> ‘Urd}an wa Dira>satan wa Tah}li>lan menjelaskan hakikat 
masyaqqah adalah bahwa: 
َّ كَّ لََّّ مَّ أَّاَّ  لَّ قََّّ بَّ اَّ كلمَّ لَّ فََّّ ضَّ  يَّ قَّ غَّاَّ  يَّ رََّّ مَّ عَّ تَّ
 داََّّ فَّ بََّّ دَّ نَّ وََّّ أَّ وََّّ  نَّ فَّ سَّ وََّّ أَّ وََّّ مَّ
 لاَّ وَّ عَّ,َّ جاَّ لَََّّّ كَّ ناََّّ ضلاَّ يَّ قََّّ أَّ وَّ
َّ جآَّ ل9  
Maksudnya: 
Segala hal yang menyertai mukalaf dalam keadaan sempit yang di luar 
kebiasaan pada tubuh, jiwa atau harta, baik kesempitan itu segera maupun 
tertunda. 
Beberapa pandangan fukaha tersebut menunjukkan bahwa hakikat 
masyaqqah adalah segala kesulitan yang bisa mendatangkan keringanan (rukhs}ah). 
Akan tetapi, kesulitan itu harus di luar kebiasaan yang dihadapi mukalaf ketika 
melaksanakan pembebanan hukum (takli>f) yang diperintahkan oleh Sya>ri‘ sehingga 
mukalaf leluasa dan nyaman ketika melaksanakan pembebanan hukum (takli>f) 
tersebut. 
B. Kriteria Masyaqqah yang Berpengaruh Mendatangkan Keringanan dalam 
Hukum Islam 
Masyaqqah yang dapat dijadikan hukum bagi dispensasi dan mendatangkan 
rukhs}ah syar‘i> memiliki implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. 
Penentuan kriteria masyaqqah merupakan satu hal penting yang tidak dapat 
                                                 
9‘Abdul Rah}ma>n Ibra>hi>m al-Kaila>ni>, Qawa>‘id al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sya>t}ibi> ‘Urd}an 
wa Dira>satan wa Tah}li>lan (Dimasyq: Da>r al-Fikr, 2000), h. 275. 
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diremehkan. Kriteria masyaqqah tersebut sangat penting diketahui yang subtansinya 
tidak diterangkan oleh sya>ri‘. 
Fukaha berbeda pandangan dalam menjelaskan kriteria masyaqqah. Imam al-
Sya>t}ibi> menjelaskan visi pemebabanan hukum (takli>f) yang dibebankan sya>ri‘ adalah 
takli>f dengan sesuatu yang masih berada dalam batas kemampuan dan tidak di luar 
kebiasaan. Namun, ada pembebanan hukum (takli>f) yang melebihi sesuatu yang 
berlaku menurut kebiasaan sebelum pembebanan hukum (takli>f) dengan sesuatu 
yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Inilah makna yang ditetapkan dari 
berbagai bentuk kesukaran karena pembebanan hukum dengan beragam masyaqqah 
di dalamnya mengeluarkan manusia dari hawa nafsunya. Menentang hawa nafsu 
merupakan sesuatu yang sukar dan berat.
10
 
Imam al-Sya>t}ibi merumuskan kaidah: 
َّ إَّ نََّّ شلاَّ راَّ عََّّ  لََّّ  يَّ قَّ صَّ دََّّ إَّ لَّ تلاََّّ كَّ
 لَّ يَّ فََّّ بَّ شلماَّ قاََّّ اَّ لَّ عَّ نَّ تاََّّ فَّ يَّ و11  
Maksudnya: 
Sesungguhnya Sya>ri‘ tidak bermaksud memberikan pembebanan hukum 
(takli>f) dengan menetapkan masyaqqah yang terkandung di dalam perbuatan 
tersebut. 
Tujuan Sya>ri‘ dalam membebani manusia dengan berbagai bentuk 
pemebabanan hukum (takli>f) bukanlah masyaqqah itu sendiri, melainkan ada sisi 
kemaslahatan di balik masyaqqah itu yang dikembalikan kepada kemaslahatan dan 
kepentingan mukalaf.
12
 Menurut Imam al-Sya>t}ibi>, apabila masyaqqah itu sudah 
menjadi kebiasaan bukan lagi sebuah masyaqqah dan tidak dianggap sebagai bentuk 
                                                 
10
Al-Sya>ti}bi>, op. cit., h. 102-103. 
11Ibid., h. 104. 
12Ibid. h. 106. 
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kesukaran yang mendatangkan keringanan. Bentuk masyaqqah tersebut bersifat 
alamiah dan sesuai hukum alam. 
Imam al-Sya>t}ibi> merumuskan kaidah  terkait masyaqqah yang ada pada 
perbuatan-perbuatan: 
َّ م ل
 لَّ  س ي لَّ كَّ لَّ
 فََّّ أَّ نََّّ  يَّ قَّ صَّ دََّّ اَّ شلمَّ قَّ ةََّّ فَّ تلاََّّ كَّ
 لَّ يَّ فََّّ نَّ ظَّ رَّ إَّاَّ لَّ عََّّ ظَّ مََّّ أَّ جَّ رَّ ىَّ وَّ,اَّ لَّ وََّّ أَّ نََّّ  يَّ قَّ صَّ دََّّ ل م عل ا
َّ و ت ق ش مَّ  م ظ ع
 لَّ ه ر  ج أَّ م ظ ع  ي
13
 
Maksudnya: 
Tidak boleh bagi mukalaf memaksudkan masyaqqah pada pembebanan hukum 
(takli>f) dengan mengharap pahala yang lebih besar, tetapi bagi mukalaf 
melaksanakan suatu perbuatan dengan mengharap pahala yang besar karena 
besar pula masyaqqahnya. 
Imam al-Sya>t}ibi> menginginkan agar mukalaf menghindari masyaqqah pada 
saat melaksanakan pemebabanan hukum (takli>f). Dengan demikian, tujuan Sya>ri‘ 
bukan memasukkan masyaqqah, tetapi yang dimaksudkan mendatangkan 
kemaslahatan atau menghindari kemafsadatan. 
Imam al-Sya>t}ibi> mengatakan bahwa masyaqqah karena melawan hawa nafsu 
tidak ada keringanan (rukhs}ah). Masyaqqah hakiki yang dapat mendatangkan 
rukhs}ah.14 Masyaqqah yang bersifat perkiraan bukan merupakan  penyebab untuk 
mendatangkan keringanan dan kemudahan.  
Ima>m al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa masyaqqah yang menjadi rutinitas atau 
kebiasaan (mu‘ta>dah) tidak hanya berada pada satu tingkatan saja, tetapi bersifat 
relatif  berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dan dari suatu perbuatan 
dengan perbuatan lainnya. Masyaqqah dalam pelaksanaan dua rakaat salat fajar 
(duha) berbeda tingkat masyaqqah dengan dua rakaat salat subuh, masyaqqah salat 
                                                 
13Ibid., h. 110. 
14Ibid., h. 131. 
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berbeda dengan masyaqqah puasa, masyaqqah puasa tidak sama dengan masyaqqah 
haji dan masyaqqah ibadah-ibadah tersebut berbeda tingkat masyaqqah dengan jihad 
serta masih banyak lagi perbuatan-perbuatan pada pembebanan hukum (takli>f). Akan 
tetapi, setiap perbuatan mengandung masyaqqah biasa yang dapat disejajarkan 
dengan bentuk masyaqqah sejenis dengan perbuatan yang rutin. Tidak keluar dari 
batas kebiasaan secara umum. Perbuatan rutin yang mengandung masyaqqah 
tersebut tidak berjalan secara serentak yang menuntut satu pola pada segala waktu, 
tempat dan segala kondisi.
15
 
Pandangan Imam al-Sya>t}ibi tersebut menghasilkan pernyataan bahwa 
masyaqqah dalam suatu perbuatan mengandung tiga ambang batas yakni tertinggi 
dan terendah serta moderat (wa>sit}ah). Apabila masyaqqah melebihi ambang batas 
tertinggi, berarti keluar dari batas kebiasaan (mu‘ta>d) sekalipun hal itu tidak secara 
langsung mengeluarkannya dari ambang kebiasaan. Apabila masyaqqah kurang dari 
batasan terendah, berarti tidak ada masyaqqah yang dihubungkan pada perbuatan. 
Batas moderat adalah masyaqqah yang berlaku secara umum dan terbanyak.16 
Bentuk masyaqqah yang dianggap oleh masyarakat awam keluar dari 
kebiasaan belum tentu dianggap demikian oleh orang yang mengetahui alur 
kebiasaan. Masyaqqah yang tidak keluar dari batas kebiasaan, Sya>ri‘ tidak perlu 
menghilangkan masyaqqah tersebut, tidak perlu ada rukhs}ah di dalamnya, meskipun 
terkadang ada unsur kesamaan yang menjadi perbedaan pendapat.
17
 
                                                 
15Ibid., h. 133-134. 
16Ibid., h. 135. 
17Ibid. 
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‘Izz al-Di>n bin ‘Abdul Sala>m membagi masyaqqah yang mempunyai 
implikasi untuk mendatangkan keringanan kepada dua bagian. Pertama, masyaqqah 
yang tidak dapat lepas dari ibadah pada umumnya.
18
 Maksudnya pelaksanaan ibadah 
tidak mungkin terjadi tanpa disertai adanya masyaqqah tersebut. 
Misalnya, masyaqqah pada waktu berwudu dan mandi karena air yang 
sifatnya dingin, masyaqqah mendirikan salat pada waktu panas dan dingin, 
masyaqqah berpuasa karena panasnya sepanjang hari dan waktunya yang panjang, 
masyaqqah perjalanan haji yang tidak dapat lepas dari niat menunaikan haji, 
masyaqqah jihad, masyaqqah berijtihad dalam menuntut dan mencari ilmu, 
masyaqqah penerapan sanksi pidana seperti rajam pada pezina dan masyaqqah yang 
terdapat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Segala 
bentuk masyaqqah pada contoh tersebut, tidak mempunyai implikasi atau efek 
terhadap ketentuan hukum untuk menggugurkan kewajiban dan ketaatan. Jika 
terdapat implikasi hukum, kemaslahatan dan bentuk ketaatan dalam seluruh ibadah 
akan sirna. Dengan demikian, sirna pula ganjaran pahala dari pelaksanaan ibadah-
ibadah tersebut.
19
 
Kedua, masyaqqah yang dapat terlepas dari ibadah secara umum.20 Kondisi 
umum ibadah dapat dilakukan tanpa disertai faktor masyaqqah tersebut. Secara 
umum, ibadah itu disertai oleh tiga macam masyaqqah, 21 yaitu: 
                                                 
18‘Izz al-Di>n ‘Abdul ‘Azi>z bin ‘Abdul Sala>m, al-Qawa>‘id al-Kubra> al-Mausu>m bi Qawa>‘id al-
Ah}ka>m fi> Is}la>h} al-Ana>m, Ju>z II (Cet. I; Dimasy: Da>r al-Qalam, 2000), h. 13. 
19Ibid., h. 13-14. 
20Ibid., h. 14. 
21
 Al-Zuhaili>, op. cit., h, 190, ‘Izz al-Di>n, loc. cit. 
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1. Masyaqqah ‘az}i>mah fa>dih}ah (masyaqqah yang sangat berat), seperti 
masyaqqah yang berupa kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa, anggota 
tubuh atau fungsinya. Masyaqqah seperti itu, wajib ada keringanan bagi 
manusia secara pasti karena memelihara jiwa dan anggota tubuh demi 
menjalankan kemaslahatan dunia dan akhirat itu lebih utama daripada 
menghadapkannya kepada kemudaratan yang disebabkan oleh satu ibadah atau 
beberapa ibadah. Jika seseorang hendak mengerjakan haji yang tidak ada jalan 
kecuali dengan menempuh jalur laut, sedangkan pada umumnya yang 
menempuh jalur laut tersebut jarang sampai di tujuan, ketika itu haji menjadi 
tidak wajib. 
2. Masyaqqah khafi>fah (masyaqqah ringan), seperti rasa sakit pada jari jemari 
yang dapat ditahan, pusing di kepala, tempramen yang kurang seimbang (labil) 
atau penyakit ringan lainnya. Masyaqqah tersebut tidak ada pengaruhnya dan 
tidak diperhitungkan.
22
 Realisasi kemaslahatan ibadah lebih utama daripada 
menghindari masyaqqah seperti itu. Ibadah lebih penting dan mulia, 
masyaqqah yang dihadapi ringan. 
3. Masyaqqah mutawassit}ah, yaitu masyaqqah yang berada di antara yang berat 
dan ringan. Batasan masyaqqah tersebut adalah apabila lebih dekat dengan 
yang berat, wajib ada keringanan (rukhs}ah). Namun, apabila lebih dekat 
dengan yang ringan, tidak ada keringanan (rukhs}ah). Seperti demam ringan, 
sakit gigi dan semua hal itu tergantung perkiraan seseorang (mukalaf). 
                                                 
22
Menurut mazhab Z{a>hiri> bahwa masyaqqah ringan dianggap, diperhitungkan dan 
menimbulkan efek pada keringanan hukum. Lihat ‘Abdul ‘Azi>z Muh{ammad ‘Azza>m, al-Madkhal fi> 
al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa As\aruha> fi> al-Ah{ka>m al-Syari‘yyah, terj. Wahyu Setiawan, Qawa’id 
Fiqhiyyah (Cet. II: Jakarta: Amzah, 2009), h. 60. 
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Masyaqqah mutawassit}ah adalah bentuk masyaqqah yang terletak di antara 
dua masyaqqah tanpa mendekati salah satunya. Dengan demikian, dilakukan proses 
penguatan (tarji>h}) berdasarkan qari>nah jika memungkinkan. Namun, jika tidak dapat 
dilakukan proses tarji>h}, dilakukan tawaqquf.23 
Usa>mah al-S{alla>bi> menjelaskan bahwa terdapat perbedaan masyaqqah yang 
menyertai ibadah karena berbedanya tingkat ibadah tersebut. Untuk mengetahui hal 
tersebut, dikembalikan antara kemudaratan yang dihasilkan oleh masyaqqah dan 
manfaat perbuatan yang dihasilkan dari masyaqqah itu.24 Setiap jenis ibadah 
memiliki derajat masyaqqah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syara‘ 
tidak memberikan keringanan kecuali pada masyaqqah yang kuat. Masyaqqah yang 
terdapat pada ibadah yang mendapat perhatian utama, jika sangat berat diberikan 
syarat keringanan kecuali jika masyaqqah itu berulang-ulang. Ibadah yang kurang 
tinggi tingkatannya, syarat untuk mendapatkan keringanan hanya membutuhkan 
bentuk masyaqqah yang ringan pula. 
Beberapa masyaqqah tersebut tidak secara khusus berlaku pada bidang 
ibadah saja, tetapi juga berlaku pada bidang muamalah. Seperti adanya garar dalam 
jual beli.
25
 Ada tiga jenis dalam bidang muamalah, yaitu: 
1. Uzur sukar menghindarinya, seperti menjual fustuq (pistachio), bundu>q 
(hazelnut), delima dan semangka, hal tersebut dimaafkan. 
2. Uzur yang tidak sukar menghindarinya, hal itu tidak dimaafkan. 
                                                 
23Ibid. 
24
Usa>mah Muh}ammad al-S{alla>bi>, al-Rukhas} al-Syar‘iyyah; Ah}ka>muha> wa D{awa>bit}uha > 
(Iskandariyyah: Da>r al-I<ma>n, 2002), h. 186. 
25‘Izz al-Di>n, op. cit., h. 15. 
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3. Uzur yang berada di antara dua tingkatan tersebut. Tingkatan tersebut 
mendapat perselisihan para ulama. Ada ulama yang memasukkannya ke dalam 
kelompok masyaqqah besar, ada pula yang memasukkannya ke dalam 
kelompok masyaqqah ringan. Kadang-kadang garar yang terkandung dalam 
jual beli seperti itu tidak dimaafkan sekalipun gararnya besar, menurut 
pendapat yang sahih di kalangan Sya>fi‘iyah. Seperti menjual kelapa muda di 
dalam kulitnya. Kadang-kadang tingkatan masyaqqah ringan karena terkait 
kebutuhan untuk menjualnya, pendapat yang paling sahih adalah 
dibolehkannya jual beli seperti itu.
 26
 
Menurut ulama Syiah, kriteria masyaqqah yang mendatangkan keringanan 
adalah masyaqqah yang diwaspadai, dijauhi dan tidak dikerjakan oleh orang-orang 
yang berpikiran sehat (al-‘uqala>’) sebagai bentuk implementasi prinsip baik dan 
buruk menurut akal (al-tah}si>n wa al-taqbi>h} al-‘aqliyyi>n) yang dipegang oleh ulama 
Syiah. Pendapat tersebut diambil dari pernyataan salah seorang ulama Syiah, al-
Burujardi>. Al-Burujardi> mengklasifikasikan perbuatan menjadi perbuatan yang 
sesuai dengan kemampuan mukalaf dan yang di luar kemampuannya.
27
 
Al-Burujardi> menjelaskan bahwa perbuatan yang di luar batas kemampuan 
mukalaf, tidak dapat dibebankan. Sebab hal itu termasuk pembebanan hukum 
(takli>f) di luar batas kemampuan. Perbuatan yang sesuai kemampuan mukalaf 
menjadi dua macam yaitu perbuatan yang tidak mengandung masyaqqah dan yang 
mengandung masyaqqah. Perbuatan yang tidak mengandung masyaqqah tidak 
dipermasalahkan keabsahan pembebanannya. Perbuatan yang mengandung 
                                                 
26Ibid., h. 15-16. 
27‘Azza>m, al-Madkhal, h. 69. 
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masyaqqah terbagi menjadi dua macam. Pertama, perbuatan yang mampu 
ditanggung menurut kebiasaan, dilakukan oleh orang-orang berakal dan 
dihindarinya. Perbuatan ber-masyaqqah tersebut boleh dibebankan, bahkan sebagian 
besar pembebanan hukum (takli>f) masuk dalam kategori itu. Kedua, perbuatan yang 
dihindari, dijauhi dan tidak dilaksanakan oleh orang yang berakal. Perbuatan ber-
masyaqqah seperti itu tidak boleh dijadikan beban hukum (takli>f), terlepas dari 
perbuatan itu menimbulkan ketidakteraturan tatanan kehidupan di dunia atau tidak. 
Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara efek negatif yang muncul dalam 
bentuk masyaqqah dan mudarat jasmani sebagai faktor tambahan masyaqqah.28 
Tampak dari pandangan Syiah tersebut terlalu memaksakan masyaqqah yang seolah-
olah hanya berlaku bagi orang-orang yang berpikir (al-‘uqala>’) saja, padahal 
pembebanan hukum (takli>f) itu ditetapkan oleh Sya>ri‘ kepada mukalaf tanpa ada 
perbedaan kecuali orang-orang tertentu. 
C. Alasan Pemberian Kemudahan dalam Hukum Islam 
Beberapa alasan pemberian kemudahan dalam hukum Islam yang dirumuskan 
oleh fukaha adalah sebagai berikut:
29
 
1. Perjalanan (safar) 
a. Memaknai safar 
Safar bentuk jamaknya al-asfa>r menurut pengartian etimologi bermakna 
menempuh jarak (qat}‘u al-masa>fah).30 Menurut pengartian terminologi, safar berarti 
meninggalkan suatu tempat dengan tujuan melakukan perjalanan menuju suatu 
                                                 
28Ibid. 
29‘Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2003), h. 241. 
30
Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (al-Qa>hirah: Da>r al-Ma‘arif, t.th.), h. 2025. 
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tempat yang jarak antara tempat bertolak dan yang dituju sejauh tiga hari dengan 
berjalan kaki, dengan menunggangi unta, diperkirakan 20 jam lewat 20 menit atau 
86 km menurut ulama H{anafi> dan 89 km menurut ulama Sya>fi‘iyah.31 Dengan 
demikian, jarak dan waktu yang ditempuh oleh orang yang melakukan perjalanan 
pada zaman modern tetap ada keringanan, sekalipun jarak dan waktu yang ditempuh 
hanya beberapa jam saja dengan menggunakan berbagai sarana transportasi modern. 
b. Dalil safar 
Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:184: 
                             
                                
      
Terjemahnya: 
(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. maka barang siapa di antara kamu 
ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan 
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang 
siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang 
lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
32
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Sya>ri‘ memberikan keringanan (rukhs}ah) 
kepada orang yang melakukan perjalanan (musa>fir) dengan membolehkannya 
berbuka puasa Ramadan dengan kewajiban mengganti puasa tersebut pada hari di 
luar bulan Ramadan. 
Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4:101: 
                                                 
31
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 123. 
32
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: J-ART, 2004), h. 29. 
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                                   
                   
Terjemahnya: 
Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu 
menqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.
33
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menghilangkan kesempitan dan 
rasa berdosa bagi orang yang mengqasar salat fardu yang berjumlah empat rakaat 
dalam perjalanan. 
c. Pendapat fukaha tentang safar sebagai faktor peringan 
Terdapat perbedaan di kalangan fukaha mazhab berkaitan masalah tersebut, 
yaitu sebagai berikut: 
Pendapat jumhur
34
menyatakan bahwa tidak dibolehkan menggunakan 
rukhs}ah dengan alasan safar jika jarak tempuh perjalanan tersebut di bawah empat 
bari>d35. Waktu jarak tempuh tersebut diperkirakan dua hari tanpa malam atau satu 
hari satu malam jika menggunakan unta.
36
 
Pendapat H{anafiyah menyatakan tidak dibolehkan mengambil rukhs}ah dalam 
perjalanan kecuali jika berjarak tempuh lebih tiga hari dengan menggunakan unta 
dan jalan kaki. Jarak tersebut adalah 24 farsakh dengan asusmsi bahwa unta perhari 
dapat menempuh delapan farsakh.37 
                                                 
33Ibid., h. 95. 
34
Jumhur yang dimaksud adalah mayoritas fukaha dari kalangan mazhab Ma>liki>, Sya>fi‘i> dan 
Ah}mad bin H{anbal. 
35
Satu bari>d sama dengan empat farsakh, satu farsakh sejauh tiga mil. Jadi, jarak tempuhnya 
adalah 48 mil atau 77 km. 
36
Muh}ammad bin Quda>mah, al-Mugni> Ju>z II (Cet. III; Riya>d}: Da>r ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 
99. 
37‘Azza>m, al-Madkhal,  h. 101. 
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Pendapat Ibnu H{azm menyatakan bahwa jarak tempuh suatu perjalanan yang 
dibolehkan mengambil rukhs}ah minimal satu mil.38 Kalangan Z{ahiriyah kecuali Ibnu 
H{azm menyatakan bahwa boleh menerapkan hukum rukhs}ah dalam segala bentuk 
perjalanan tanpa membedakan perjalanan panjang, sedang maupun pendek.
39
 
Tampak dari beberapa pendapat tersebut, kalangan jumhur merupakan 
pandangan yang memberikan implementasi kehati-hatian. Dengan demikian, 
pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur yang menyatakan diperbolehkan 
mengambil rukhs}ah dalam perjalanan adalah 48 mil (77) km. 
Allah swt. memberikan keringanan bagi musafir, seperti mengqasar salat 
yang asalnya empat rakaat menjadi dua rakaat, menjamak salat lohor dan asar atau 
magrib dan isya. 
Sebuah artikel
40
 yang dipaparkan oleh Yu>suf al-Qarad}a>wi dalam kitabnya al-
Ijtiha>d al-Mu‘as}ir baina al-Indiba>t} wa al-Infira>t} menyebutkan bahwa bepergian 
(safar) pada masa sekarang ini, tidak sama dengan bepergian (safar) pada empat 
belas abad yang lalu. Sesungguhnya hal-hal yang menyebabkan ditetapkannya 
hukum salat bagi musafir itu tidak ada lagi pada zaman sekarang ini. Apabila 
diterapkan kaidah-kaidah usuliyah yang dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu, di 
antaranya adalah hukum Islam itu selalu berkisar dan mengacu kepada sebabnya, 
                                                 
38Abu> Muh}ammad ‘Ali> bin Ah}mad bin Sa‘i>d bin H{azm, al-Muh}alla> Juz V (al-Qa>hirah: 
Maktabah al-Tura>s\, 2005), h, 3. 
39
Abu> al-Wali>d Muh}ammad bin Ah}mad bin Rusyd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-
Muqtas}id Juz I (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 121-122. 
40
Artikel tesebut ditulis oleh salah seorang peserta Seminar Pemikiran Islam XVII yang 
diselenggarakan di Aljazair. 
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baik ada maupun tidak adanya (al-h}ukm yadu>r ma‘a ‘illatihi wuju>dan wa ‘adaman).41 
Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa sebab mendapat keringanan mengqasar 
dan menjamak salat dewasa ini tidak muncul lagi penyebabnya kepada musafir 
dengan kecanggihan alat teknologi. Masalah seperti itu merupakan hal-hal yang 
memerlukan ijtihad dengan cara memberikan motivasi untuk bersikap komitmen. 
Yu>suf al-Qarad}a>wi mengkritik argumen tersebut dengan menjelaskan bahwa 
penulis artikel tersebut menggunakan dalil yang menjadi bumerang bagi 
pendapatnya dan merusak pemikirannya. Penulis tersebut menuturkan kaidah-kaidah 
pokok yang dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu tersebut selalu mengacu kepada 
sebab atau ilatnya, hukum itu senantiasa mengacu pada ilatnya, baik ada maupun 
tidak. Kaidah tersebut memang benar, sebab hukum itu tidak mengacu kepada sebab 
atau ilatnya tidak mengacu kepada hikmahnya. Ilat adalah sifat (deskripsi) yang 
tampak, tetap (statis), dibatasi dan didefenisikan oleh setiap mukalaf. Hikmah 
adalah sesuatu yang sifatnya yang tidak tetap.
42
 
Analisa dari bepergian (safar) ditemukan bahwa hikmah disyariatkannya 
rukhs}ah adalah karena adanya masyaqqah. Masyaqqah tersebut sekiranya dijadikan 
ketetapan hukum, banyak ditemukan di antara manusia ada yang sanggup memikul 
masyaqqah yang amat berat dengan mencurahkan segala tenaga dan kemampuan 
yang dimilikinya, sehingga tidak lagi mengambil rukhs}ah. Pada saat yang berbeda, 
ada manusia yang mengaku mendapatkan masyaqqah padahal hanya memerlukan 
tenaga sedikit.
43
 
                                                 
41
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, al-Ijtiha>d al-Mu‘as}ir baina al-Indiba>t} wa al-Infira>t}, terj. Abu Barzani, 
Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 
h. 105. 
42Ibid., h.106. 
43Ibid. 
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Dengan demikian, para fukaha menganalisa nas-nas yang ada. Fukaha 
berkesimpulan bahwa nas-nas tersebut mengandung hukum atas dasar ilat atau 
sebab-sebabnya yang lahir. Oleh karena itu, sebab atau ilat diberlakukannya rukhs}ah 
dalam bepergian (safar) menurut Yu>suf al-Qarad}a>wi> adalah bepergian (safar) itu 
sendiri, bukan masyaqqah yang timbul diakibatkan bepergian. Masyaqqah itu 
merupakan hikmah yang mendorong disyariatkannya rukhs}ah. 
Namun, pandangan Yu>suf al-Qarad}a>wi> tersebut tampak tidak mengikuti 
perkembangan zaman yang semakin berkembang. Kebanyakan manusia yang 
seringkali melakukan aktivitas bepergian (safar) seperti para dosen, pebisnis, pejabat 
negara dan lain sebagainya dengan teknologi dan fasilitas yang memadai sehingga  
tidak perlu lagi untuk mengambil rukhs}ah karena masyaqqah yang dihadapinya tidak 
mencapai derajat yang menyulitkan jiwa. 
Realitas yang berkembang dewasa ini, dengan fasilitas-fasilitas umum yang 
ada seperti mall yang terdapat di berbagai kota besar. Kebanyakan manusia 
(umumnya mukalaf) masih mengabaikan perintah-perintah Allah swt., dengan tidak 
lagi melaksanakan ibadah salat pada waktunya dengan alasan tertentu. Padahal, 
fasilitas-fasilitas tersebut menyiapkan sarana untuk tidak mengabaikan perintah 
Allah swt. tersebut seperti adanya mesjid atau musalla yang disiapkan oleh pemilik 
atau pengelola fasilitas itu. Masyaqqah yang dihadapi mukalaf dalam hal itu tidak 
dianggap sebagai masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan maupun 
keringanan. 
2. Sakit (al-marad}) 
Sakit merupakan salah satu alasan (‘uz}r syar‘i >) yang dijadikan sebagai sebab 
pemberian keringanan dari mukalaf. Sakit adalah kondisi tidak normal pada tubuh 
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seseorang yang dapat menimbulkan tidak berfungsinya atau terganggunya organ 
tubuh.
44
 Sakit menjadi salah satu penyebab ketidakberdayaan mukalaf, ditetapkanlah 
ketentuan-ketentuan syara‘ berupa hukum-hukum yang meringankan bagi orang 
sakit yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu sehatnya terutama dalam masalah 
ibadah. Fukaha menyebutkan banyak sekali keringanan yang diberikan Sya>ri‘ karena 
alasan sakit kepada mukalaf dalam menjalankan ibadah. 
Keringanan bertayammum akibat sakit 
Tayammum menurut etimologi bermakna niat, maksud atau tujuan (al-qas}d). 
Menurut terminologi berarti berniat bersuci dengan debu dengan membasuh wajah 
dan kedua tangan dengan niat melaksanakan salat atau semacamnya.
45
 Tayammum 
disyariatkan ketika ada masyaqqah dalam penggunaan air seperti khawatir terhadap 
kerusakan jiwa atau anggota tubuh, bertambah penyakit atau memperlambat 
kesembuhan dari suatu penyakit. 
Allah swt. berfirman dalam QS al-Ma>’idah/5: 6: 
                                    
                                        
                             
                               
              
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, 
maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
                                                 
44
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 127. 
45
Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah Jil. I (Cet. IV; t.tp. Da>r al-Fikr, 1983), h. 66. 
89 
 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 
memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); 
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
46
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila seseorang yang melaksanakan 
salat sakit, dibolehkan untuk bertayammum dengan debu atau tanah. Caranya 
dengan membasuh wajah dan kedua tangan dengan debu tersebut. 
Fukaha dari berbagai mazhab berbeda pendapat mengenai penyakit yang 
membolehkan seseorang berpindah dari penggunaan air ke tayammum dengan debu. 
Pendapat tersebut antara lain: 
Pertama, pendapat jumhur47 menyatakan bahwa apabila penggunaan air bagi 
orang yang sakit dikhawatirkan dapat memperparah penyakit atau menunda 
kesembuhan, dibolehkan tayammum dengan debu sebagai ganti dari penggunaan air 
dalam wudu dan mandi. Hal tersebut dapat diketahui melalui adat kebiasaan atau 
petunjuk dokter ahli. Mazhab Ma>liki> menambahkan bahwa tayammum dibolehkan 
apabila penggunaan air dikhawatirkan akan menimbulkan sakit flu, demam dan 
sebagainya. Mazhab H{anbali juga menambahkan bahwa tayammum diperbolehkan 
bagi orang yang khawatir terkena sesuatu yang buruk atau rasa sakit yang tidak 
tertahankan.
48
 
Kedua, pendapat kalangan Sya>fi‘iyah menyatakan bahwa tayammum 
dibolehkan jika orang sakit khawatir kalau penggunaan air menghilangkan atau 
melemahkan kinerja anggota tubuh, seperti lemah penglihatan atau penciuman. Dua 
                                                 
46
Departemen Agama RI, op. cit., h. 109. 
47
Jumhur yang dimaksudkan adalah kalangan H{anafi>, Ma>liki> dan H{anbali>. 
48‘Azza>m, al-Madkhal,  h. 128. 
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kondisi tersebut, dibolehkan menggunakan untuk kepentingan bersuci, baik sebagai 
wudu maupun mandi. Jika penggunaan air dikhawatirkan memperlambat proses 
penyembuhan atau mengakibatkan bekas yang buruk (al-syaiunu al-fa>hisy49) pada 
anggota tubuh bagian luar, pendapat paling unggul dari dua pendapat Imam Sya>fi‘i> 
adalah tayammum dalam situasi itu dibolehkan. Namun, jika masalah yang 
diakibatkan pemakaian air tidak terlalu buruk atau hanya berakibat buruk pada 
anggota tubuh bagian dalam (yang tidak terlihat), tayammum tidak diperbolehkan.
50
 
Beberapa pandangan tersebut, tampak pendapat yang terkuat adalah 
pendapat kalangan mazhab H{anbali> yang menyatakan bahwa tayammum 
diperbolehkan bagi orang yang khawatir terkena sesuatu yang buruk atau rasa sakit 
yang tidak tertahankan. Tayammum disyariatkan untuk menghilangkan masyaqqah 
bagi orang sakit. Termasuk dalam kondisi tersebut adalah masyaqqah dan masalah 
yang terjadi akibat penggunaan air dalam bersuci. 
Bentuk-bentuk keringanan lainnya bagi orang sakit adalah kebolehan salat 
duduk saat menjalankan salat wajib dan khutbah jumat, berbaring maupun isyarat 
dalam salat, menjamak dua salat, meninggalkan salat jumat, berbuka puasa pada 
bulan Ramadan, tidak berpuasa bagi orang tua renta dengan membayar fidyah, 
penggantian kewajiban puasa menjadi pemberian makan fakir miskin dalam kafarat, 
perwakilan dalam haji dan melontar jumrah, kebolehan melanggar larangan-larangan 
                                                 
49Al-Syainu adalah bekas dan dampak buruk yang tidak disenangi berupa perubahan warna 
dan keriput kulit, lubang pori-pori membesar dan jaringan zat dasar atau anat bertambah. Sedangkan 
al-syain al-fa>hisy seperti bintik-bintik hitam yang terlihat pada anggaota tubuh pada saat 
menjalankan aktivitas. Bintik tersebut tampak dan tidak dapat ditutupi. 
50
Syams al-Di>n Muh}ammad bin Muh}ammad al-Khat}i>b al-Syarbi>ni>, Mugni> al-Muh}ta>j ila> 
Ma‘rifah Ma‘a>ni> Alfa>z} al-Minha>j Jil. I (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2006), h. 241-243. 
91 
 
berihram dengan konsekuensi membayar fidyah serta kebolehan seorang dokter 
melihat bagian aurat bahkan kemaluan sekalipun.
51
 
Sakit Jelang Kematian 
Fukaha menjelaskan bahwa sakit menjelang kematian (marad} al-maut) adalah 
sakit yang memenuhi dua hal, yaitu; Pertama, umumnya menimbulkan kematian, hal 
itu berdasarkan pada statistik medis dan para pakar kedokteran. Kedua, berhubungan 
dengan kematian, baik kematian itu terjadi karena sakit atau karena penyebab lain di 
luar sakit tersebut seperti terbunuh, tenggelam, kecelakaan lalu lintas atau 
kebakaran.
52
 
Apabila seseorang yang sakit menjelang kematian itu tidak berhutang,  Sya>ri‘ 
menetapkan pembatasan terhadap berbagai bantuan sosial seperti hibah, wakaf, 
wasiat dan sedekah. Sesuatu yang disumbangkan penderita dalam kondisi tersebut 
masih dalam batas sepertiga dari total peninggalannya.
53
 Bantuan sosial yang 
diberikan dalam kondisi tersebut kepada ahli warisnya tidak dapat dilaksanakan 
kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. 
Apabila orang sakit itu memiliki hutang lebih dahulu dilakukan pelunasan 
hutang sebelum pelaksanaan yang lainnya. Jika nilai hutangnya menghabisi 
keseluruhan harta warisan, fukaha menetapkan pembatasan total atas dirinya untuk 
melakukan segala bentuk aktivitas kebendaan, meskipun berupa transaksi jual beli 
sesama kerabat kecuali atas persetujuan orang-orang yang memiliki piutang pada 
yang bersangkutan dalam rangka menjaga hak-haknya.
54
 
                                                 
51‘Azza>m, al-Madkhal, h. 130., al-Zuhaili>, op. cit., h. 127-128. 
52Ibid. 
53‘Azza>m, al-Madkhal,  h. 132., al-Zuhaili>, loc. cit.. 
54‘Azza>m, al-Madkhal,  h. 133., al-Zuhaili>, op. cit., h. 129. 
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Pelunasan hutang bagi orang yang meninggal harus dibayarkan demi sikap 
kehati-hatian terhadap segala hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah swt. 
maupun terhadap sesama manusia. 
3. Paksaan (ikra>h) 
a. Memaknai paksaan (ikra>h) 
Ikra>h menurut pengartian etimologi berarti membebankan orang lain agar 
melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.
55
 Menurut pengartian terminologi, fukaha 
mazhab berbeda pandangan. Kalangan H{anafiyah mendefinisikan ikra>h adalah 
menekan orang lain dengan suatu perintah dengan ancaman sesuai keinginan orang 
yang memberikan tekanan tanpa kerelaannya.
56
 Kalangan Sya>fi‘iyah menjelaskan 
ikra>h dengan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak 
disenanginya serta tidak ada pilihan selain melakukannya.
57
 Fukaha H{ana>bilah 
mendefinisikan ikra>h adalah orang yang dipaksa dengan memberikan sesuatu berupa 
ancaman seperti memukul, penahanan, mengambil hartanya dan yang serupa dengan 
itu.
58
 
Beberapa makna tersebut menjelaskan bahwa ikra>h adalah membebankan 
orang lain agar melakukan sesuatu yang dibencinya dan tidak dilakukannya jika 
dalam keadaan tidak ditekan. Ikra>h tersebut sudah dianggap cukup apabila dipaksa 
dengan dugaan keras terjadinya sesuatu yang diancamkan kepadanya berupa 
                                                 
55‘Azza>m, al-Madkhal, h. 134., al-Zuhaili>, op. cit., h. 82. 
56
Al-S{alla>bi, op. cit., h. 238. 
57Ibid. 
58Ibid. 
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pemukulan, pengurungan dan diambil hartanya yang dapat membawa mudarat 
baginya. 
Definisi tersebut juga bahwa ikra>h tidak terwujud kecuali dengan adanya dua 
hal, yaitu: 
Pertama, adanya tekanan dan paksaan dari orang lain untuk melakukan 
sesuatu. Artinya, seseorang mengadakan suatu transaksi yang tidak disukainya tanpa 
adanya tekanan orang lain terhadap dirinya, tidak dapat disebut orang yang dipaksa 
(mukrah), namun disebut orang yang tidak senang (ka>rih). 
Kedua, tidak adanya kerelaan. Dengan demikian, sesuatu tidak disebut 
paksaan jika disertai kerelaan dari orang yang melakukan tindakan yang dipaksaan. 
Itu adalah pendapat mayoritas fukaha. 
b. Jenis paksaan (ikra>h) 
Paksaan ada dua macam
59
: 
1) Al-Ikra>h al-mulji>’ 
Al-Ikra>h al-mulji>’ adalah pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki 
kemampuan atau pilihan, seperti jika seseorang mengancam orang lain dengan 
sesuatu yang merusak dirinya, organ tubuhnya atau pemukulan yang keterlaluan 
secara beruntun baik pukulan itu sedikit ataupun banyak.
60
 
Menurut pendapat mu‘tamad (yang dapat dipegangi), paksaan jenis itu 
menggugurkan pembebanan hukum untuk melakukan sesuatu yang dipaksakan 
kepadanya maupun sebaliknya. Sebab sesuatu yang dipaksakan kepadanya pasti 
terjadi dan yang sebaliknya mustahil terjadi. Pembebanan hukum dengan sesuatu 
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yang wajib dan mustahil merupakan hal yang mustahil. Namun, ada pendapat yang 
lemah yang menyatakan kebolehan pembebanan hukum kepada orang yang dipaksa 
berdasarkan kebolehan pembebanan hukum dengan sesuatu yang di luar batas 
kemampuan
61
 
Berdasarkan uraian tersebut, orang yang dipaksa dengan jenis al-mukrah al-
mulji>’ adalah orang yang mengetahui, namun tidak ada alternatif lain dari sesuatu 
yang dipaksakan kepadanya kecuali dengan bersabar menghadapi paksaan tersebut. 
Dalam hal ini, seseorang yang dipaksa melakukan suatu perkara yang tidak 
disenanginya, namun tidak memiliki kekuatan maupun pilihan untuk melawannya. 
2) Al-Ikra>h gair al-mulji>’ 
Al-Ikra>h gair al-mulji>’ adalah ancaman dengan sesuatu yang tidak bisa 
membinasakan diri atau anggota tubuh seperti menakuti dengan dikurung, diikat, 
dipukul dengan pukulan ringan atau membinasakan sebagian harta.
62
 Paksaan 
tersebut tidak mencapai batasan al-ikra>h al-mulji>’. 
Paksaan semacam itu menghilangkan kerelaan korban terhadap sesuatu yang 
dilaksanakannya, namun tidak sampai merusak ikhtiarnya. Sebab korban masih bisa 
bersabar mengahadapi ancaman yang ditujukan kepadanya. Paksaan tersebut juga 
merupakan orang yang diintimidasi untuk melakukan sesuatu yang tidak 
dikehendakinya, namun masih memiliki kemampuan dan ikhtiar di dalamnya. 
Bentuk paksaan jenis ini bersifat relatif tergantung pada individu dan 
tindakan-tindakan yang diintimidasikan. Sesuatu yang dianggap paksaan menurut 
seseorang kadang-kadang tidak dianggap sebagai bentuk paksaan oleh orang lain. 
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Secara garis besar, terjadinya delik paksaan dari perkara-perkara tersebut berbeda-
beda dilihat dari individu, tindak perbuatan yang dipaksakan dan perkara yang 
diancamkan. Tidak semua manusia memiliki kemampuan sama dalam menanggung 
penderitaan. Bahkan, pengaruhnya dapat berbeda-beda dan berlainan pada diri 
seseorang sesuai dengan kondisinya, sehat, sakit dan semacamnya. 
Kedua jenis paksaan tersebut, yang dianggap sebagai ‘uz}r syar‘i> adalah al-
ikra>h al-mulji>’. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi: 
َّ وَّ أ ط  لْاَّ  تِ م أَّ  ن عَّ و للاَّ ع ف رَّ"َّ:  بِ نلاَّ  لا قَّ:  لا ق  فَّ،
 ة ي ق تلاَّ ن عَّ  سا ب عَّ ن باَّ ل
 ئ سَّ:ٌر با  جَّ  لا قَّ نا ي  س نلا
َّ عَّاو ى ر  ك أَّا م وَّاو عي
 ط ت  س يَّ  لَّا م وَّ
 و ي ل63  
Artinya: 
Ja>bir berkata: Ibnu ‘Abba>s ditanya tentang taqiyah lalu berkata: Nabi 
bersabda: ‚Allah mengangkat dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan, sesuatu 
yang tidak disanggupi serta hal-hal yang dipaksakan kepadanya‛ 
Secara umum, paksaan tidak mengugurkan kemampuan hukum orang yang 
dipaksa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum dan tidak menggugurkan 
titah Allah swt. dalam kondisi apapun. Hal tersebut dikarenakan kecakapan hukum 
(ahliyah) untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dan sudah 
merupakan sesuatu yang paten. 
Wanita yang dipaksa untuk menikah, menurut kalangan H{anafiyah, 
hukumnya sah sesuai dengan keumuman firman Allah swt. dalam QS. al-Nu>r/24: 32: 
                             
            
Terjemahnya: 
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.
64
 
Ayat tersebut menurut kalangan H{anafiyah menunjukkan bahwa boleh 
seseorang memaksa wanita dan laki-laki yang sendirian untuk menikah. Jumhur 
menjelaskan kebalikan dari pendapat H{anafiyah bahwa nikah yang dipengaruhi oleh 
unsur paksaan, hukumnya batal. Akan tetapi, kalangan Sy>afi‘iyah menambahkan 
dengan penganjuran untuk adanya kesaksian demi kerelaan nikah.
65
 
Tampak dari kedua pendapat tersebut, pandangan yang dijelaskan oleh 
kalangan H{anafi> lebih kuat dibanding pendapat Jumhur. Orang tua boleh memaksa 
anaknya untuk melakukan pernikahan. 
4. Lupa (al-nisya>n) 
a. Memaknai lupa (al-nisya>n) 
Nisya>n sinonim dengan kata Sahw, secara etimologi bermakna satu yaitu 
ketidaktahuan manusia tentang yang dahulunya tahu tanpa menalar dan berpikir.
66
 
Secara terminologi, nisya>n berarti tidak memiliki gambaran tentang sesuatu 
diingatan ketika dibutuhkan tanpa pengamatan dan pemikiran.
67
 ‘Abdul ‘Azi>z 
‘Azza>m mengutip pernyataan Ibnu A <mir H{ajj yang menjelaskan pengartian nisya>n 
dengan suatu kondisi seseorang yang tidak ingat terhadap suatu hal yang 
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 355. 
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Al-S{alla>bi, op. cit., h. 243. 
66Ibid., h. 275., al-Zuhaili>., op. cit., h. 100. ‘Azza>m, al-Madkhal, h. 142. 
67Ibid. 
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diketahuinya secara mendadak tanpa pengamatan dan pemikiran, sementara tetap 
mengetahui banyak hal yang lain.
68
 
b. Efek lupa (nisya>n) terhadap hukum syar‘i> 
Lupa yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidak dianggap sebagai ‘uz}r 
syar‘i>  untuk mengugurkannya, tetapi hanya mengugurkan dosa. Tanggungan tetap 
wajib untuk menggantinya sesuai dengan nominal barang jika sesuatu yang 
dirusaknya dapat dinilai dengan nominal uang atau barang sejenis jika pemilik 
menuntut pengembalian barang.
69
 Hak-hak manusia selalu dijaga sehingga wajib 
dihormati dan dilindungi dari kerusakan dan kehilangan. Lupa dapat dijadikan 
sebagai alasan sah hukum dalam meringankan kisas menjadi pembayaran diat pada 
kasus pembunuhan yang tidak disengaja. 
Hak-hak yang berkaitan dengan hak Allah swt. dianggap sebagai ‘uz}r syar‘i> 
karena lupa. Sebab hak Allah swt. dibentuk atas dasar pemaafan (al-‘afw) dan 
toleransi (al-musa>mah}ah). Hak Allah swt. tersebut bisa digugurkan atau diringankan 
karena adanya masyaqqah yang dihadapi oleh mukalaf.70 Salat mendapat keringanan 
dengan melaksanakan bukan pada waktunya (qada>’) karena alasan lupa.  
5. Ketidaktahuan (al-jahl) 
a. Memaknai al-jahl 
Secara etimologi, kata al-jahl berarti ketidaktahuan tentang sesuatu (al-z\ahu>l 
‘an al-syai’).71 Al-Jahl dari pengartian tersebut sesuai dengan firman Allah swt. 
dalam QS. al-Nah}l/16: 78: 
                                                 
68‘Azza>m, al-Madkhal, h. 142-143. 
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Al-S{alla>bi, op. cit., h. 277. 
70Ibid. 
71‘Azza>m, al-Madkhal, h. 150., al-Zuhaili>, op. cit., h. 104. 
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                                 
        
Terjemahnya: 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.
72
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh ibunya 
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Jadi, jelaslah yang dimaksud al-jahl 
adalah ketidaktahuan tentang sesuatu. 
Secara terminologi, fukaha mendefinisikan al-jahl dengan ketiadaan 
pengetahuan mengenai hukum syar‘i>, baik secara keseluruhan maupun 
sebagiannya.
73
 
Pembebanan hukum harus diketahui dan dimengerti oleh mukalaf atas segala 
yang diberikan  oleh Allah swt. untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila mukalaf 
tidak mengetahuinya, dapat bertanya dan belajar. Oleh karena itu, fukaha tidak 
menerima alasan ketidaktahuan akan ketentuan hukum syar‘i> jika tempat mukalaf 
berada banyak orang yang berilmu. 
b. Ketidaktahuan (al-jahl) yang dipertimbangkan sebagai alasan hukum yang sah 
Beberapa pandangan mazhab fikih mengenai ketidaktahuan yang 
dipertimbangkan sebagai alasan hukum yang sah adalah sebagai berikut: 
1) Mazhab H{anafiyah 
Kalangan H{anafiyah membuat klasifikasi ketidaktahuan yang dapat dijadikan 
sebagai alasan  hukum yang sah dalam empat kategori
74
, yaitu: 
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a) Ketidaktahuan yang secara subtansial tidak patut menjadi uzur di akhirat, seperti 
tidak tahunya orang kafir tentang esensi Allah swt. dan sifat-sifatnya serta 
ketentuan-ketentuan hukum akhirat. Sebab hal itu merupakan wujud dari sikap 
sombong dan kekafiran yang tidak dapat diterima, sebab adanya dalil-dalil 
keesaan dan ketuhanan Allah swt, serta adanya mukjizat yang menunjukkan 
kerasulan para rasul. 
b) Ketidaktahuan yang tidak patut menjadi uzur, tetapi tingkatannya berada di 
bawah ketidaktahuan orang kafir, seperti tidak tahunya salah seorang ulama 
bahwa ijtihadnya kontradiksi dengan al-Qur’an dan sunah dari kalangan ulama 
mujtahid di bidang hukum syar‘i>. Misalnya, membolehkan memakan hewan 
sembelihan tanpa menyebut nama Allah swt. yang dikiaskan kepada orang yang 
lupa. Ketidaktahuan para pemberontak yang menentang penguasa yang sah 
dengan berpegang pada takwil yang tidak benar. Tindak indisipliner tersebut 
bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang posisi atau keadaan 
seorang pemimipin adil yang sah. Pemberontak harus menanggung segala bentuk 
kerusakan, baik berupa korban jiwa maupun harta benda. 
c) Ketidaktahuan yang patut menjadi uzur dan syubhat, seperti ketidaktahuan 
menyangkut posisi ijtihad yang benar disebabkan kemungkinan ditakwilkannya 
(makna ganda) nas yang mengarahkan pada dua penakwilan. Misalnya, orang 
yang melakukan bekam (ih}tija>m) berbuka dengan dugaan bahwa bekam 
membatalkan puasa. 
d) Ketidaktahuan seorang muslim yang tinggal di da>r al-h}arb dan tidak pindah ke 
negara Islam. Ketidaktahuan tersebut dapat menjadi alasan sah yang dapat 
menggugurkan kewajiban mengganti salat dan puasa Ramadan jika masuk Islam 
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karena tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Ketidaktahuan wanita perawan 
(bikr) balig yang dikawinkan oleh walinya, hal itu dipandang sebagai uzur, karena 
ketidaktahuan itu membuat wanita mempunyai hak pilih untuk membatalkan 
akad pernikahannya setelah mengetahuinya. 
2) Mazhab Ma>liki> 
Imam al-Qara>fi> memberikan kriteria ketidaktahuan yang patut menjadi uzur 
yang dimaafkan adalah ketidaktahuan menurut kebiasaan sulit dihindari, 
ketidaktahuan yang tidak sulit dihindari dan tidak memberatkan tidak dapat 
dimaafkan.
75
 Pernyataan al-Qara>fi tersebut bahwa ketidaktahuan yang membolehkan 
meninggalkan perintah adalah ketidaktahuan yang terdapat masyaqqah. 
Kriteria yang dipaparkan al-Qara>fi>, didapati dua jenis ketidaktahuan, yaitu; 
Pertama,  ketidaktahuan yang sulit dihindari menurut kebiasaan. Hal itu dapat 
dijadikan sebagai uzur yang dapat menghilangkan dosa dan menggugurkan perintah-
perintah Sya>ri‘. Ketidaktahuan tersebut menjadi aktualisasi konsep keringanan-
keringanan syara‘ karena terdapat masyaqqah. Misalnya, ketidaktahuan adanya najis 
pada makanan dan minuman, membunuh orang Islam yang ada dibarisan orang kafir 
dengan asumsi termasuk pasukan musuh, keputusan seorang hakim didasarkan 
kesaksian palsu karena hakim tidak mengetahui hal itu. 
Kedua, ketidaktahun yang tidak ditolerir oleh Sya>ri‘ dan tidak dimaafkan 
dalam kondisi apapun. Ketidaktahuan jenis itu berlaku dalam ketentuan-ketentuan 
dasar mengenai masalah pokok agama (us}u>l al-di>n), keyakinan, usul fikih dan 
sebagian hukum-hukum fikih.
76
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Syiha>b al-Di>n Abu> ‘Abba>s Ah}mad bin Idri>s al-Qara>fi, Kita>b al-Furu>qAnwa>r al-Buru>q fi> 
Anwa>‘ al-Furu>q Jil. II (Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Sala>m, 2001), h. 595. 
76
Al-Zuhaili>, op. cit., h. 109. 
101 
 
Konteks masalah pokok-pokok agama (us}u>l al-di>n), ketidaktahuan tidak 
dianggap sebagai uzur yang menggugurkan hukuman dan siksaan di dunia maupun di 
akhirat. Bahkan, wajib mengetahui akidah yang benar melalui belajar dan bertanya. 
Jika seseorang melalaikan hal tersebut dan memeluk akidah yang salah akibat 
ketidaktahuannya, termasuk orang yang berdosa. Sya>ri‘ memberikan penekanan 
yang kuat pada masalah akidah dan dasar-dasar agama, sehingga jika seseorang 
berijtihad sendiri dan salah dalam ijtihadnya yang berimplikasi pada suatu 
pemelukan akidah yang salah, orang tersebut menjadi kafir meskipun ijtihadnya 
mengeluarkan segala potensi untuk mengetahui akidah yang benar.
77
 Ketidaktahuan 
dan kesalahan dalam ijtihad pada masalah usuluddin dan akidah tidak dapat 
dijadikan alasan hukum yang sah, sebab meraih kebenaran dalam akidah adalah 
perkara yang harus dilakukan dengan dalil-dalil keesaan Allah swt. untuk 
mengetahui dasar-dasar agama secara terinci. 
3) Mazhab Sya>fi‘iyah 
Al-Sayu>t}i> menjelaskan bahwa ketidaktahuan dan lupa menggugurkan dosa 
secara mutlak di akhirat. Sudut pandang dunia, jika lupa dan ketidaktahuan terjadi 
dalam meninggalkan suatu perintah, perintah tersebut tidak otomatis gugur tetapi 
tetap wajib memperbaikinya dan hal tersebut tidak memperoleh pahala yang menjadi 
konsekuensinya karena tidak menjalankan perintah sesuai waktu. Seseorang dengan 
ketidaktahuannya melakukan perbuatan yang dilarang, jika hal itu tidak termasuk 
tindakan pengrusakan tidak ada masalah baginya, namun jika ada unsur 
pengrusakan, wajib membayar ganti rugi.
78
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Pandangan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kasus ketidaktahuan 
dan lupa dapat dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: 
a) Ketidaktahuan dan kelupaan dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. 
Kategori itu meliputi dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Bidang ibadah, 
jika seseorang lupa menjalankan salat, puasa, haji, zakat atau nazar, dalam kasus 
tersebut wajib menunaikannya secara qada>’. Bidang muamalah, jika seseorang 
melakukan transaksi jual beli atau transaksi lainnya terhadap suatu barang yang 
diasumsikan sebagai miliknya, namun ternyata milik orang lain, transaksi 
tersebut menjadi batal. 
b) Ketidaktahuan dan kelupaan dalam menjalankan perkara yang dilarang tanpa 
unsur pengrusakan. Pelaku tidak dikenakan hukuman maupun denda. Jika 
seseorang meminum khamar lalu tidak tahu yang diminumnya adalah khamar, 
tidak dijatuhi hukuman maupun h}ad dan ta‘zi>r. Seseorang yang tidak tahu atau 
lupa melakukan hal-hal yang merusak atau membatalkan ibadahnya , ibadahnya 
tersebut tidak batal. 
c) Ketidaktahuan dan kelupaan dalam melakukan perkara terlarang yang 
mengakibatkan kerusakan harta orang lain. Jika pembeli merusakkan barang 
dagangan sebelum serah terima tanpa sadar, dianggap membeli. 
d) Ketidaktahuan dan kelupaan dalam melakukan perkara terlarang yang 
berkonsekuensi hukuman, pelaku tidak dikenai hukuman, namun wajib mengganti 
sesuatu yang dirusakkan karena tindakan tersebut. Jika seseorang melakukan 
hubungan seksual dengan perempuan secara syubhat, tidak ada h}ad namun 
diwajibkan membayar mahar mis\l karena merusak manfaat suatu hubungan 
seksual. 
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Ketidaktahuan tidak dianggap sebagai kondisi masyaqqah dan darurat yang 
dapat dijadikan sebagai uzur untuk meninggalkan perkara-perkara yang 
diperintahkan dan hal-hal yang merusak atau tidak dapat menggugurkannya. Akan 
tetapi, dianggap sebagai kondisi masyaqqah dan darurat pada sebagian masalah 
larangan dan sebagian masalah hukuman. 
6. Bencana umum (‘umu>m al-balwa>) 
‘Umu>m al-balwa> adalah meratanya bencana sehingga sulit bagi seseorang 
untuk menghindari dan menjauhinya.
79
 Hal tersebut termasuk salah satu faktor yang 
meringankan dan salah satu fenomena toleransi dan kemudahan dalam berbagai 
ketetapan hukum agama, khususnya dalam persoalan-persoalan ibadah dan bersuci 
dari najis. 
Wacana tentang bencana umum yang mendatangkan implikasi pemberian 
keringanan dan kemudahan memiliki banyak contoh, di antaranya: Salat disertai 
najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan antara lain darah pada luka-luka kecil, 
bisul, kutu busuk, nanah, darah orang lain dalam kadar sedikit pada orang yang salat, 
lumpur dan debu jalanan yang tidak mengandung najis secara kasat mata, bekas najis 
yang sulit dihilangkan, kotoran burung yang besarang di mesjid dan lain sebagainya.  
Fukaha berbeda pandangan tentang najis yang dimaafkan. Imam Sya>fi‘i> 
menyatakan bahwa najis yang sedikit atau banyak hukumnya sama saja. Apabila 
seseorang menjalankan salat dan di pakaianya terdapat sedikit kotoran hewan atau 
kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya salatnya tidak sah. Setitik najis di 
pakaian tidak menghalangi kebolehan salat jika belum terlihat. Abu> H{ani>fah 
berpendapat bahwa najis yang dimaafkan terbatas satu dirham (2,171 gram). 
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Muh}ammad bin H{asan mengajukan pendapat yang berbeda bahwa najis yang 
menempel di pakaian hanya seperempat pakaian ke bawah, salat tetap boleh 
dilanjutkan jika najis yang menempel masuk dalam kategori najis ringan 
(mukhaffafah). Ma>lik berpendapat bahwa najis baik sedikit maupun banyak sama 
status hukumnya kecuali darah. Jika masih dalam kadar sedikit, dimaafkan, namun 
jika kadarnya sudah banyak, tidak dimaafkan.
80
 
Allah swt. mewajibkan puasa sekali dalam setahun selama sebulan, haji 
sekali seumur hidup dan zakat hanya sebanyak 2,5% dari harta kekayaan. Hal 
tersebut merupakan manifestasi keringanan yang diberikan Allah swt. sehingga 
kalangan H{anafi> mengatakan bahwa zakat diwajibkan dengan ukuran kemampuan 
yang ringan hingga gugur dengan ketiadaan harta.
81
 Wanita haid\ tidak wajib 
mengganti salat karena adanya masyaqqah yang berulang-ulang, tidak seperti puasa 
yang wajib diganti oleh wanita haid.
82
 
Kebolehan meninggalkan salat jumat  karena alasan hujan
83
 Akan tetapi, 
kalau melihat kondisi strategis kawasan Arab yang rentan banjir ketika terjadi hujan 
dan hujan tidak termasuk sebagai salah satu musim yang rutin seperti di Indonesia. 
Namun, di Indonesia hujan termasuk hal yang lumrah dan menjadi musim yang rutin 
tiap tahunnya. Kewajiban salat jumat tidak gugur dengan adanya hujan karena hal 
itu sudah menjadi kebiasaan yang bisa diatasi dengan kecanggihan alat seperti 
payung dan mantel yang berbeda pada masa Rasulullah. Namun, apabila 
menganalisa masalah tersebut, sebab diberlakukannya keringanan meninggalkan 
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salat jumat adalah karena hujan itu sendiri, bukan karena hujan itu mampu diatasi 
lagi dengan kecanggihan zaman. 
7. Kekurangan bersifat alami (al-naqs} al-t}abi‘i>) 
Al-Naqs} adalah antonim dari kata al-kama>l (kesempurnaan). Orang yang 
memiliki kekurangan menghadapi kesulitan ketika dihadapkan dengan tuntutan yang 
mengikat dibandingkan dengan orang yang memiliki kesempurnaan.
84
 Kekurangan 
tersebut merupakan salah satu faktor penyebab adanya keringanan dalam berbagai 
pembebanan hukum. Dengan demikian, kekurangan alamiah dipertimbangkan 
sebagai ‘uzr syar‘i > yang dihubungkan dengan keringanan. 
Imam al-Sayu>t}i> menjelaskan bahwa kekurangan alamiah merupakan salah 
satu bentuk masyaqqah, sebab jiwa manusia secara alami selalu mendambakan 
kesempurnaan, sehingga pemiliknya layak diberi keringanan dalam pembebanan 
hukum. Oleh karena itu, tidak ada pembebanan hukum bagi anak-anak dan orang 
gila. Pembebanan hukum yang diberikan kepada wanita berbeda dengan kewajiban 
yang banyak diterapkan bagi laki-laki seperti salat jumat, salat jamaah, jihad dan 
sebagainya.
85
 Kekurangan alamiah yang dialami manusia meliputi faktor usia anak-
anak, gila dan wanita. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada sebagian laki-
laki yang memiliki kekurangan alamiah seperti ketuaan (‘aju>z). Tidak dibenarkan 
untuk menuntut golongan tersebut dengan tuntutan seperti yang ditujukan kepada 
orang yang sempurna. 
Anak-anak dan orang gila tidak dibebankan dengan berbagai kewajiban-
kewajiban agama seperti salat, puasa dan ibadah lainnya. Sebab syarat adanya 
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pembebanan hukum adalah dewasa (balig) dan berakal (akil). Untuk masalah harta 
benda milik anak-anak dan orang gila dilimpahkan kepada wali, baik bapak, kakek, 
pelaksanan wasiat maupun hakim untuk melakukan langkah-langkah yang tepat 
terkait dengan harta tersebut. 
Terkait dengan wanita, agama mengurangi sebagian pembebanan hukum 
yang dipikulnya dibandingkan dengan kewajiban yang dipikul kaum laki-laki seperti 
salat jumat, jihad, membayar jizyah, meninggalkan salat ketika haid dan nifas, 
mengganti kewajiban puasa Ramadan pada hari lain di luar Ramadan. 
D. Beberapa Isu Fikih Kontemporer yang Memiliki Masyaqqah 
1. Pernikahan via telepon 
a. Persyaratan bersatu majelis dalam ijab dan kabul 
Pernikahan atau perkawinan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. 
Hakikat tersebut ditegaskan berulang-ulang oleh al-Qur’an, antara lain firman Allah 
swt. dalam QS. al-Z{a>riya>t/51: 49: 
 َّ َّَّ  َّ َّ َّ      
Terjemahnya: 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.86 
Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan seks dari dua orang 
yang melakukan akad (suami dan istri) sesuai dengan syariat.
87
 Oleh karena itu, 
agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara lelaki dan wanita, kemudian 
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mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah 
kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah. 
Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Imam Sya>fi‘i> 
menjadikan empat rukun dalam pernikahan, yaitu s}i>gat (ijab dan kabul), perempuan 
yang akan dinikahi, saksi dan dua orang yang melaksanakan akad (wali dan suami).
88
 
Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini adalah persoalan 
melangsungkan pernikahan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Persoalan 
tersebut patut mendapat perhatian secara serius dan perlu pengkajian lebih 
mendalam.
89
 
Akad nikah didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela. Perasaan rela 
sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, sebagai manifestasinya adalah ijab dan 
kabul. Dengan demikian, ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad 
nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak 
perempuannya kepada calon suami, kabul diucapkan oleh calon suami sebagai 
pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Ijab berarti menyerahkan amanah 
Allah swt. kepada calon suami, kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan 
menerima amanah Allah swt. tersebut. Ijab dan kabul menjadikan halal sesuatu yang 
tadinya haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw.  
bersabda: ‚Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di 
tangan kalian sebagai amanah dari Allah dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat 
Allah.‛ 
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 Kalimat Allah dalam hadis tersebut adalah ucapan ijab dan kabul. Dengan 
demikian, arti ijab dan kabul penting bagi keabsahan akad nikah, banyak persyaratan 
secara ketat yang harus dipenuhi untuk kebasahannya. Di antaranya adalah ittih}a>d 
al-majlis (satu majlis) dalam melakukan akad.90 
Ulama mujtahid sepakat dalam mensyaratkan bagi ijab dan kabul dalam satu 
majelis.
91
 Dengan demikian, apabila tidak bersatu antara tempat pengucapan ijab 
dan kabul, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud 
dengan satu majelis itu? Terdapat dua penafsiran mengenai pendapat ulama terhadap 
makna satu majelis. 
Pertama, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ijab dan kabul harus 
dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan 
dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan 
dalam satu upacara, kemudian setelah upacara selesai, kabul diucapkan pula pada 
acara berikutnya. Hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut 
secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena 
kesinambungan antara ijab dan kabul terputus, akad nikah tersebut tidak sah. 
Dengan demikian, adanya persyaratan satu majelis adalah menyangkut keharusan 
kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. 
Namun demikian, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua 
waktu pada dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab 
dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud. Dengan demikian, akad nikahnya tidak 
sah. 
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Sayyid Sa>biq dalam Fiqh al-Sunnah dalam menjelaskan arti bersatu majelis 
bagi ijab dan kabul menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara 
keduanya (ijab dan kabul) dengan adanya perkaataan orang lain (ajnabi>) atau adanya 
kesibukan selain melakukan akad tersebut.
92
  
Fukaha H{anafiyah dan H{ana>bilah berpendapat bahwa sekalipun majelisnya 
lama dan menunda pengucapan kabul terhadap ijab, namun tidak ada sesuatu hal 
yang menunjukkan kesibukan lain, tetap dianggap satu majelis. Kalangan Sya>fi‘iyah 
mensyaratkan ucapan kabul itu harus disegerakan (al-faur).93 
Satu contoh yang dikemukakan oleh al-Jazi>ri> dalam memperjelas pengartian 
satu majelis dalam mazhab H{anafi> adalah dalam masalah seorang lelaki berkirim 
surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah 
surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, 
serta dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung 
mengucapkan penerimaannya (kabul).
94
 
Praktik akad nikah seperti itu oleh kalangan H{anafi> dianggap sah, dengan 
alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan 
pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi 
dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah 
dari segi waktunya. Pada contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan 
oleh calon suami, lalu pengucapan akad dari pihak wali perempuan. Praktik tersebut 
boleh menurut mazhab H{anafi>. Yang terpenting dari hal tersebut bahwa yang 
                                                 
92
Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Jil. II, h. 29. 
93Ibid. 
94
Al-Jazi>ri>, op. cit., h. 16. 
110 
 
didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang 
dibacakan di depannya, lalu pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari 
calon suami karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan 
kepada seorang pun. 
Sayyid Sa>biq menjelaskan bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang 
akan melakukan akad nikah tidak hadir (gaib), jalan keluarnya boleh dengan 
mengutus wakil atau juga bisa dengan menulis surat kepada pihak lain untuk 
menyampaikan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat tersebut, jika menyetujui 
isi surat itu, hendaklah menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat 
itu dibacakan. Praktik seperti itu adalah sah, selama pengucapan kabulnya dilakukan 
langsung dalam satu majelis.
95
 Dalam praktik tersebut, jelas bahwa dua orang saksi 
itu hanya mendengar redaksi surat yang dibacakan di depannya, yang bukan dalam 
bentuk tawki>l. 
Keterangan tersebut dapat dipahami bahwa masalah esensi dari persyaratan 
satu majelis adalah menyangkut masalah kesinambungan antara ijab dan kabul. 
Adanya persyaratan tidak boleh ada batas yang berarti antara ijab dan kabul, 
dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab dan kabul itu betul-betul 
sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua bela pihak untuk mengadakan akad 
nikah. Kabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan wali adalah salah satu 
hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, adanya jarak waktu yang 
memutuskan ijab dan kabul, bisa jadi menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi 
sepenuhnya rela untuk mengucapkan kabul, lalu wali nikah dalam jarak waktu itu 
bisa jadi sudah tidak lagi pada pendiriannya semula atau mundur dari kepastiannya. 
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Untuk lebih memastikan bahwa masing-masing masih dalam kerelaannya, 
kesinambungan antara ijab dan kabul disyaratkan.
96
 
Ibnu Quda>mah menegaskan seperti yang dikutip oleh Satria Effendi bahwa 
keabsahan kesaksian dua orang buta untuk akad nikah, dengan alasan bahwa yang 
akan disaksikan adalah suara. Kesaksian orang buta dapat diterima, selain dapat 
memastikan secara yakin bahwa suara itu diucapkan oleh dua orang yang melakukan 
akad nikah.
97
 
Apabila dibandingkan antara keabsahan mengucapkan ijab dan kabul melalui 
surat dengan keabsahan kesaksian dua orang buta, masalah bahwa dua orang saksi 
harus mampu melihat kedua orang yang sedang mengucapkan ijab dan kabul, sudah 
tidak menjadi penting. Dengan demikian, masalah keharusan hadir kedua belah 
pihak dalam satu ruangan dengan alasan dapat dilihat, tidak lagi dianggap menjadi 
syarat bagi keabsahan akad nikah.  
Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan 
saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat 
hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus dapat melihat dengan mata 
kepalanya bahwa ijab dan kabul itu diucapkan oleh kedua orang yang melakukan 
akad. Syarat sah pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang 
saksi tersebut untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul, baik dari 
segi redaksinya maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah 
diucapkan oleh kedua belah pihak. 
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Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. 
Akan tetapi, redaksi itu asli diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad, 
kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang 
mengucapkan itu dengan mata kepala (al-mu‘a>yanah). Pendapat tersebut yang 
dipegangi (mu‘tamad) di kalangan Sya>fi‘iyah. Konsekuensi dari pendapat itu adalah 
kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah dengan alasan karena 
orang buta tidak melihat kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, 
orang buta dianggap tidak mengetahui.
98
  
Satria Effendi mengutip pendapat Abdul H{a>mid al-Syarwa>ni> dalam 
komentarnya bahwa kesaksian orang dalam kegelapan tidak sah, karena tidak 
mengetahui kedua orang yang sedang melakukan akad, karena berpegang kepada 
suara saja tidaklah memadai. Biarpun kedua orang saksi mendengar ijab dan kabul, 
tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun dua orang saksi 
mengetahui bahwa ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, namun akad 
nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dapat melihat dengan mata 
kepala.
99
 
Dasar-dasar pedoman ulama Syafi‘iyah dalam hal ini, yaitu: 
1) Kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Oleh sebab itu, 
kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Untuk memenuhi persyaratan itu 
disyaratkan bersatu majelis, dalam arti bersatu tempat secara fisik, karena itu 
persyaratan al-mu‘a>yanah dengan arti dapat dilihat secara fisik dan dipenuhi. 
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Pandangan tersebut erat kaitannya dengan sikap hati-hati dalam masalah akad 
nikah (ih}tiya>t}). 
2) Akad nikah mengandung arti ta‘abbud. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus 
terikat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. 
b. Pernikahan Via Telepon Menurut Hukum Islam 
Penentuan sah dan tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau 
tidaknya rukun dan syaratnya. Secara formal, pernikahan lewat telepon dapat 
memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali 
pengantin perempuan dan ijab kabul. Namun, jika dilihat dari segi syarat-syarat dari 
tiap-tiap rukunnya, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. 
Apabila berpedoman kepada penafsiran dari pendapat pertama, persyaratan 
bersatu majelis dipahami sebagai jaminan ketersinambungan waktu antara ijab dan 
kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul dapat diwujudkan dari dua 
tempat dengan memakai alat penyambung dan pengeras suara termasuk telepon. 
Para saksi dalam akad nikah menggunakan telepon dapat dipastikan terjadinya ijab 
dan kabul asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan dalam akad nikah 
tersebut.
100
 
Misalnya, para saksi formal ada di Indonesia, yaitu para saksi yang sengaja 
ditunjuk dapat memastikan dengan melihat wali perempuan mengucapkan ijabnya, 
sebaliknya para saksi nonformal di Kairo dapat memastikan dengan cara melihat 
calon suami mengucapkan kabulnya. Dengan cara demikian, persyaratan 
kesinambungan waktu dapat diwujudkan dan dipastikan dengan alat penghubung 
pengeras suara. Persyaratan para saksi harus secara yakin dan melihat yang 
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melakukan akad dipenuhi, meskipun dengan melalui dua kelompok saksi secara 
terpisah. Adanya kekhawatiran pemalsuan suara tidak menjadi berarti, ketika para 
saksi formal yang ada di Indonesia dan para saksi non formal yang di Kairo serentak 
memastikan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak, serta kedua belah 
pihakpun tidak mengingkari kesaksian tersebut.
101
 
Apabila dilihat dari perspektif Sya>fi‘iyah, praktik akad nikah melalui telepon 
itu tidak sah. Pokok-pokok pedoman kalangan Sya>fi‘iyah seperti dikemukakan 
tersebut dalam akad nikah, sebagai berikut: 
1) Tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang mengadakan akad 
nikah (al-mu‘a>yanah) dalam arti berhadapan secara fisik. Persyaratan bersatu 
majelis mengandung pengartian untuk menjamin kesinambungan ijab dan 
kabul, juga mengandung pengartian bersatu tempat, karena itu persyaratan 
melihat berhadap-hadapan secara fisik dapat diwujudkan. 
2) Dua orang saksi menyaksikan calon suami saja dan dua orang saksi hanya 
menyaksiakan pihak wali perempuan meskipun dengan itu bisa menjamin 
bahwa ijab dan kabul diucapkan kedua bela pihak yang berakad. Namun, 
praktik tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.  
3) Ada dua cara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu calon suami itu 
hadir bersama wali perempuan pada satu tempat ketika melakukan akad nikah 
atau dengan mewakilkan (tawki>l) kepada seseorang yang dipercaya ketika 
calon suami tidak mampu menghadirinya. Contoh perwakilan terdapat dalam 
beberapa hadis, diantaranya sebagai berikut: 
                                                 
101Ibid., h. 9. 
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Pertama, hadis riwayat Abu> Da>ud, dari ‘Uqbah bin A<mir bahwa Rasulullah 
saw. bersabda kepada seorang lelaki: ‚Apakah engkau rela saya kawinkan dengan 
perempuan fulan?‛ Lelaki itu menjawab: ‚Bersedia‛. Kemudian Rasulullah saw. 
berkata pula kepada perempuan yang dimaksudkan: ‚Apakah engkau bersedia saya 
kawinkan dengan lelaki si fulan?‛ Perempuan itu menjawab: ‚Bersedia‛. Kemudian 
Rasulullah menikahkan keduanya. 
Hadis tersebut menunjukkan bahwa calon suami menyetujui untuk 
dikawinkan oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan arti 
mewakilkan (tawki>l). Hadis tersebut sebagai dalil bagi keabsahan berwakil dalam 
melakukan akad nikah. Praktik Rasulullah saw. bertindak sekaligus sebagai wakil 
dari kedua belah pihak adalah sah. Pada waktu itu, Rasulullah saw. bertindak sebagai 
wali> ‘a>m bagi wanita dan wakil dari calon suami dalam mengucapkan kabulnya.102 
Kedua, hadis riwayat Abu> Da>ud yang menceritakan bahwa Ummu H{abi>bah 
termasuk di antara kelompok yang berhijrah ke Habsyah, setelah suaminya Abdullah 
bin Jahasy wafat lalu dikawinkan oleh al-Najasyi> dengan Rasulullah saw. 
Pernikahan semestinya tidak menyandarkan akad-akad nikah tersebut dalam 
ijab dan kabulnya serta pelimpahan perwalian kepada bentuk komunikasi melalui 
telepon dalam usaha untuk merealisir tujuan (maksud) dari syariat ini dan perhatian 
lebih terhadap upaya menjaga kehormatan dan jiwa sehingga tidak mudah 
dipermainkan oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang 
yang berbicara penuh dengan dusta dan penipuan. Untuk itu, pernikahan lewat 
telepon mengandung masyaqqah yang bisa diatasi. Sekalipun pandangan Sya>fi‘iyah 
dalam hal tersebut terasa amat kaku. Dengan demikian, masalah pelaksanaan akad 
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Sa>biq, op. cit., h. 31. 
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nikah tidak bisa berkembang. Tetapi sikap Syafi‘iyah dengan kehati-hatian (ih}tiya>t}) 
adalah untuk membendung akad nikah yang dilakukan dengan khidmat, jangan 
sampai membuka peluang kepada praktik-pratik yang tidak pasti. Namun, 
pernikahan via telepon hanya masalah kepastian pernikahan saja karena semua 
rukun-rukunnya terpenuhi. 
2. Riba dan Bunga Bank 
a. Memaknai Riba 
Secara etimologi, riba bermakna tumbuh (al-numu>), tambahan (al-ziya>dah) 
dan meningkat (irtifa>‘). Oleh sebab itu, jika kata riba diucapkan, konotasinya adalah 
adanya sesuatu yang bertambah, baik itu bilangannya maupun bentuknya. 
Kemutlakan kata riba itu sendiri bermakna sesuatu yang bertambah.
103
 Segala 
bentuk penambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara 
batil disebut riba. 
Secara terminologi, fukaha berbeda pandangan mengenai makna riba dengan 
pandangan yang beraneka ragam, di antaranya: 
Imam al-Sarakhsi> dari mazhab H{anafi> menjelaskan bahwa riba adalah 
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya penggantian (‘iwad}) 
yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.
104
 Al-Syarbi>ni> dari kalangan 
Sya>fi‘iyah menjelaskan bahwa riba adalah suatu akad transaksi dengan adanya 
penggantian khusus yang tidak diketahui jumlah persamaannya menurut agama 
ketika melakukan transaksi ataupun dengan penundaan salah satu atau kedua barang 
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Ah}mad bin Fairus, Mu‘jam Maqa>yis al-Lugah, Juz II (Cet. II; Bairu>t: Da>r al-Jail, 1993), h. 
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Al-Sarakhsi>, al-Mabsu>t}, Juz XII (al-Qa>hirah: Da>r al-‘Ilm, t.th), h. 109. 
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transaksi.
105
 Kedua fukaha tersebut hanya memberikan penjelasan seputar riba dalam 
jual beli. 
Imam Ibnu al-‘Arabi> mendefinisikan riba dengan segala bentuk tambahan 
yang tidak menuntut adanya penggantian.
106
 Ibnu Quda>mah menyatakan bahwa riba 
adalah tambahan terhadap segala sesuatu secara khusus.
107
 Kedua definisi tersebut 
mencakup segala bentuk riba, tetapi definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Quda>mah 
tidak membatasi jenis tambahan yang dimaksudkan. 
Beberapa definisi tersebut, makna riba menurut pengartian terminologi tidak 
jauh dari makna etimologinya yaitu adanya tambahan (al-ziya>dah). Jadi, riba adalah 
segala sesuatu yang mengalami kelebihan atau penambahan dari harga pokok 
(modal), baik secara langsung maupun setelah jatuh tempo, baik barang tersebut 
sejenis, sama takarannya maupun tidak. 
b. Jenis Riba 
Ulama berbeda pandangan dalam membagi jenis riba. Al-Syarbi>ni> membagi 
riba kepada tiga jenis,
108
 Imam Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> dan Sayyid Sa>biq membagi dua 
jenis riba.
109
 Dengan demikian, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu riba hutang piutang (riba> al-quru>d}) dan riba jual beli (riba> al-buyu>‘). Riba jenis 
pertama terbagi menjadi riba> al-qard} dan riba> al-ja>hiliyah. Adapun riba jenis kedua 
terbagi menjadi riba> al-fad}l dan riba> al-nasi>’ah. 
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Fad}l Ila>hi>, al-Tada>bi>r al-Wa>qiyah min al-Riba> fi> Isla>m (Cet. II; Riya>d}: Maktabah al-
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1) Riba> al-qard} adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap yang berhutang. 
2) Riba> al-ja>hiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena 
peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan 
3) Riba> al-fad}l adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran 
yang berbeda. 
4) Riba al-nasi>’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 
ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba tersebut 
muncul karena adanya pertukaran, perubahan atau tambahan antara yang 
diserahkan saat itu dan yang diserahkan kemudian. 
c. Dalil keharaman riba 
Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan agar umat 
Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-
Qur’an dan sunah. 
1) Larangan Riba dalam Al-Qur’an 
Al-Qur’an bercerita tentang riba dalam empat surah.110 Larangan riba yang 
terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam 
empat tahap.
111
 
Tahap pertama, yaitu firman Allah dalam QS al-Ru>m/30 :39: 
                                   
                 
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Keempat surah yang dimaksud adalah al-Baqarah, A<li ‘Imra>n, al-Nisa>’ dan al-Ru>m. 
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Penjelasan tersebut dipaparkan oleh Sayyid Qut}b dalam Tafsi>r A<ya>t al-Riba>. Lihat 
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah; dari Teori ke Praktik (Cet. XIV; Jakarta: Gema Insani, 
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Terjemahnya: 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, 
maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya).
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa menolak anggapan pinjaman riba yang 
pada lahirnya seolah-olah menolong orang yang memerlukan sebagai suatu 
perbuatan mendekati (taqarrub) kepada Allah swt. 
Tahap kedua, yaitu firman Allah QS al-Nisa>’/4: 160-161: 
  َّَّ َّَّ  َّ   َّ َّ  َّ َّ   َّَّَّ َّ َّَََّّّ
  َّ  َّ َّ َّ َّ   َّ َّ َّ   َّَّ   َّ   َّ  َّ َّ َََّّّ
Terjemahnya: 
Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, 
dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 
disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa riba digambarkan sebagai suatu hal yang 
buruk. Allah swt. mengancam memberi alasan yang keras kepada orang Yahudi yang 
memakan riba. 
Tahap ketiga, yaitu firman Allah swt. dalam QS Ali ‘Imra>n/3: 130: 
                                  
Terjemahnya: 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.
114
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba yang diharamkan dengan dikaitkan 
kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa 
pengambilan riba dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang 
banyak dipraktikkan pada masa tersebut. 
Tahap keempat, yaitu firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 278-279: 
   َّ َّ َّ َّ َّ َّَّ َّَّ  َّَّ  َّ  َّَّ ََّّ َّ َّ  َّ
 َّ  َّ َّ َّ َّَّ َّ َّ  َّ َّ َّَّ   َّَّ
   َََّّّ
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa 
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. secara tegas dan jelas 
mengaharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Itu adalah ayat 
terakhir yang diturunkan menyangkut riba. 
2) Larangan riba dalam hadis 
َّ حَّ دَّ  ثَّ نَّ أَّاَّ بَّ اَّوَّ ولَّ
 لَّ يَّ دََّّ حَّ دَّ  ثَّ نَّ شَّاَّ عَّ بَّ ةََّّ عَّ نََّّ عَّ وَّ نََّّ بَّ نََّّ أَّ  بَّ جََّّ حَّ  يَّ فَّ ةََّّ قَّ لاََّّ رَّ أَّ يَّ تََّّ أَّ  بَّ
 اََّّ شَّ  تَّ رَّ عَّىَّ بَّ دَّ
 حَّاَّ جَّ ماَّ,ا
َّ فَّ سَّ أَّ لَّ تَّ و,ََّّ  فَّ قَّ لاََّّ  نَّ هَّ نلاَّىَّ  بََِّّ صَّ لَّ للاَّىََّّ عَّ لَّ يَّ
 وََّّ وَّ سَّ لَّ مََّّ عَّ نََّّ  ثَّ نََّّ اَّ كلَّ لَّ بََّّ وََّّ  ثَّ نََّّ دلاَّ مََّّ وََّّ  نَّ هَّ عَّىَّ نََّّ اَّ ولَّ 
 شاَّ ةَّ
َّ وََّّ اَّ ولمَّ شَّ وَّ مَّ
 ةََّّ وََّّ
 كآَّ لََّّ رلاَّ بَّ وَّاََّّ مَّ وَّ
 لكَّ وََّّ وََّّ لَّ عَّ نََّّ اَّ صلمَّ وَّ ر
116َّ  
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Artinya: 
Abu> al-Wali>d menceritakan kepada kami, Syu‘bah menceritakan kepada kami 
dari ‘Aun bin Abu> Juh}aifah berkata; Aku melihat ayahku membeli seorang 
budak yang pekerjaannya membekam, lalu aku bertanya kepadanya, lalu ia 
berkata Nabi saw. melarang untuk menerima uang transaksi anjing dan darah, 
melarang pekerjaan penato dan yang minta ditato, melarang penerima dan 
pemberi riba serta melaknat para pembuat gambar. 
d. Hukum Bunga Bank Perspektif Hukum Islam 
Bunga bank atau dalam bahasa Arab dikenal dengan fawa>’id al-bunu>k adalah 
pendapatan dari uang pokok yang dipinjamkan, yang besarnya dihitung atas jumlah 
modal dan bunga. Bunga bank dipahami sebagai suatu balas jasa atau imbalan yang 
disediakan oleh pihak bank kepada nasabahnya ketika melakukan simpanan,  
pinjaman atau investasi kepada pihak bank. 
Teks agama, baik al-Qur’an maupun sunah menyebutkan keharaman hukum 
riba. Ulamapun konsensus kalau praktik riba itu haram. Riba adalah masalah klasik 
yang jelas hukumnya. Masalah kemudian muncul mengenai hukum bunga bank, 
karena ada sebagian pakar yang meneliti realitas bunga bank lalu hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa hampir seluruh unsur yang terlibat dalm subtansi bunga bank 
sama dengan subtansi riba yang diharamkan oleh teks-teks agama mengenai riba.
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Dengan demikian, ulama yang ahli di bidang ekonomi dibutuhkan untuk mendalami 
sistem perbankan. Ijtihad ulama sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang banyak berhubungan dengan bank dewasa ini. 
Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia 
(Majma‘ al-Buh}u>s\ al-Isla>miyah) yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Kairo 
pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 memutuskan hukum yang tegas terhadap 
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Abdul Rauf Amin, Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: 
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bunga bank (fawa>’id al-bunu>k). Ulama-ulama tersebut memberikan fatwa mengenai 
keharaman bunga bank. Dalam muktamar tersebut dihadiri oleh ulama, pakar 
ekonomi dan pakar hukum. Di antara ulama tersebut Abu> Zahrah, ‘Abdullah Dirra>z, 
Must}afa> Ah}mad al-Zarqa> dan Yu>suf al-Qarad}a>wi>.
118
  
Ja>d al-H{aq juga menjelaskan bahwa bunga bank haram karena terdapat 
sesuatu yang diberikan syarat dan ada batasan yang dikedepankan sesuai dengan 
waktu dan ukurannya, termasuk riba tambahan yang diharamkan oleh agama. Tidak 
halal bagi seorang muslim untuk memiliki dan melibatkan dirinya.
119
 
Beberapa keputusan-keputusan pada lembaga ijtihad yang membahas 
masalah riba dan bunga bank, di antaranya: 
Pertama, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan mengenai 
hukum ekonomi di luar zakat meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972). Majelis 
Tarjih tahun 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik 
negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk 
perkara musytabiha>t.120 
Kedua, Lajnah Bahsul Masa’il Nahdatul Ulama menjelaskan masalah hukum 
bunga bank. Terdapat tiga pendapat yaitu, pertama, haram sebab termasuk hutang 
yang dipungut rente, kedua, halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad dan 
ketiga, syubhat sebab ahli hukum berselisih pendapat.121 Meskipun ada perbedaan 
                                                 
118‘Ali> Ah}mad al-Sa>lu>s, Mausu>‘ah al-Qad}a>ya> al-Fiqahiyah al-Mu‘a>s}arah wa al-Iqtis}a>d al-
Isla>mi> (Cet. VIII; Qat}ar: Da>r al-S|aqa>fah, 2005), h. 86. 
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Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2005), h. 283-284. 
120Syafi’i Antonio, op. cit., h. 62. 
121Ibid., h. 63. 
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pandangan, Lajnah memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pandangan 
yang menyebut bunga bank haram. 
Ketiga, Sidang Organisasi Konferensi Islam yang berlangsung di Karachi, 
Pakistan pada Desember 1970 yang menyepakati dua hal; Praktik bank dengan 
sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam dan Perlu segera didirikan 
bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.
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Keempat, Mufti Mesir secara tegas dan konsisten sejak tahun 1900 hingga 
1989 memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang 
diharamkan.
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Selain pandangan yang mengharamkan tersebut, Muh}ammad Ba>qir al-S}adr 
menjelaskan bahwa boleh mengambil bunga yang diberikan oleh bank. Ba>qir al-S}adr 
memberikan dalil seperti yang dikutip dari pernyataan Abu> H{ani>fah yang 
menyatakan bahwa tidak ada riba di antara orang Islam dan orang kafir di Da>r al-
H{arb.
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Berbagai pandangan tersebut, baik keputusan dan fatwa dari lembaga-
lembaga tersebut diambil saat bank Islam dan lembaga keuangan belum berkembang 
seperti dewasa ini. Padahal masalah bunga bank ini masih perlu peninjauan ulang. 
Bahkan, Imam Sya>fi‘i> meng-update pendapatnya ketika hijrah dari Irak ke Mesir 
karena berbedanya keadaan yang dihadapi saat itu. Dewasa ini, terdapat masyaqqah 
untuk menghindari praktik bunga bank karena merupakan kebutuhan manusia, untuk 
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itu mengharuskan adanya keringanan yang diberikan. Namun, keringanan ada masa 
berlakunya serta ada batasan, ukuran dan kadarnya. 
3. Keluarga Berencana (KB) 
Keluarga berencana (KB) yang dalam istilah Arab dikenal dengan tanz}i>m al-
nasl, d}abt} al-nasl dan tah}di>d al-nasl semuanya merupakan lafal yang saling 
berkaitan. KB berarti pasangan suami istri mempunyai perencanaan yang kongkrit 
mengenai waktu anaknya diharapkan lahir, agar setiap anak yang lahir disambut 
dengan rasa gembira, syukur dan merencanakan jumlah anak yang dicita-citakan, 
yang disesuaikan dengan kemampuannya, situasi kondisi masyarakat dan 
negaranya.
125
 Dengan demikian, keluarga berencana itu dititikberatkan pada 
perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota 
keluarganya (keturunannya). 
Abu> Zahrah dalam Muktamar Buh}u>s\ al-Isla>miyah yang diselenggarakan pada 
tahun 1965 menjelaskan bahwa seruan untuk melakukan keluarga berencana muncul 
di negara-negara Islam yang bersumber dari daratan Eropa dan Amerika. Islam 
mengajak umatnya untuk melakukan pernikahan, sehingga subtansi dari pernikahan 
tersebut menghasilkan dan memperbanyak keturunan yang dapat memperkuat 
barisan umat Islam. Bahkan, ‘Umar bin Khat}t}a>b ra. mengatakan bahwa pernikahan 
itu hanya untuk menghasilkan keturunan/anak (innama> al-nika>h} li al-walad).126 
Rasulullah saw. menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, seperti dalam hadis 
yang berbunyi: 
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أَّ ع سَّ ن بَّ م
 ل ت  س م لاَّا ن أ ب  ن أَّ:  لا قَّ، نو را ىَّ ن بَّ دي ز يَّا ن  ث  د حَّ:  لا قَّ،
 د لا  خَّ ن بَّ ن  حْ رلاَّ د ب عَّا ن ر  ب  خَّ،
 دي
َّ ن بَّ ة ي وا ع مَّ  ن عَّ، نا ذا زَّ ن بَّ رو ص ن مَّ  ن عََّّ  لو س رَّ  ل إٌَّل ج رَّ ءا جَّ:  لا قَّ، را س يَّ ن بَّ  ل
 ق ع مَّ  ن عَّ، ة ر  ق
َّ ها ه  ن  فَّ؟ا ه ج و ز  ت أ ف أَّ، د
 ل تَّ  لََّّا ه  ن أَّ  لَّ إَّ  ب ص ن م وَّ،  ب س حَّ  تا ذَّ ة أ ر ماَّ  ت ب ص أَّ  نِّ إَّ:  لا ق  فَّ
 و للاَّ  ثَُّ،
َّ ثلاَّ ها ت أَّ  ثَُّ ها ه  ن  فَّ، ة ي نا ثلاَّ ها ت أ"َّ  م ك بٌَّر ثا  ك مَّ  نِّ إ فَّ دو د و لاَّ، دو ل و لاَّاو ج و ز  تَّ"َّ:  لا ق  فَّ، ها ه  ن  فَّ، ة ث
 لا  
Artinya: 
‘Abdul Rah}ma>n bin Kha>lid memberitakan kepada kami lalu berkata: Yazi>d bin 
Ha>ru>n menceritakan kepada kami lalu berkata: al-Mustalim bin Sa‘i>d 
memberikan berita besar kepada kami dari Mans}u>r bin Za>z\an dari Mu‘awiyah 
bin Qurrah dari Ma‘qil bin Yasa>r berkata: Seseorang datang menemui Nabi 
saw. lalu berkata: Saya mendapatkan wanita yang baik keturunannya dan 
cantik. Tetapi ia tidak bisa punya anak, apakah saya dapat menikahinya? 
Rasulullah  saw. menjawab: Tidak. Kemudian ia datang lagi kedua kalinya, 
Rasulullah tetap melarangnya. Kemudian datang lagi ketiga kalinya. 
Rasulullah saw. bersabda: Nikahilah wanita yang bersifat lembut dan subur 
karena saya ingin memperbanyak umat denganmu.
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Abu> Zahrah menjelaskan bahwa memperbanyak keturunan dituntut oleh 
agama dan merupakan tujuan utama pernikahan. Hal tersebut adalah fitrah dan 
naluri manusia. Mencegah adanya keturunan melawan fitrah, Islam merupakan 
agama yang fitrah.
128
 Allah swt. berfirman dalam QS al-Ru>m/30 :30: 
  َّ َّ َّ َّَّ  َّَّ َّ  َّ َّ   َّَّَّ َّ  َّ َّَّَّَّ
  َّ  َّ َّ َّَّ  ََََّّّّ
Terjemahnya: 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 
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Secara eksplisit, Al-Qur’an tidak berbicara tentang keluarga berencana (KB), 
tetapi memberikan petunjuk yang perlu dilaksanakan kaitannya dengan keluarga 
berencana tersebut. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4 :9: 
  َّ َّَّ  َّَّ   َّ َّ َّ َّ َّ   َّ َّ  َّَّ
  ََََّّّّ
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang perlu dilaksanakan dalam keluarga 
berencana (KB) adalah menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan 
kesejahtraan anak dan mempertimbangkan ekonomi keluarga. 
Keluarga berencana merupakan metode untuk mencegah kehamilan. Pada 
zaman Rasulullah saw., pencegahan terhadap kehamilan dikenal dengan al-‘Azl. Hal 
tersebut sesuai dengan hadis yang berbunyi: 
َّ للاَّ  ي
 ض رَّا ر با  جَّ ع
  سََّ،ٌءا ط عَّ  نِّ ر  ب  خ أَّ:وٌر  م عَّ  لا قَّ، نا ي  ف سَّا ن  ث  د حَّ،
 و للاَّ د ب عَّ ن بَّ  ي
 ل عَّا ن  ث  د حَّ و
َّ قَّ، ر با  جَّ  ن عَّ،
 ءا ط عَّ  ن عوَّ،"َّ  ل ز ن  يَّ نآ ر ق لا وَّ  ل ز ع  نَّا ن كَّ"َّ:  لا قَّ، و ن عَّ
 د  ه عَّى ل عَّ  ل ز ع  نَّا ن كَّ"َّ:  لا
َّ  بِ نلاَّ  ل ز ن  يَّ نآ ر ق لا و"
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Artinya: 
‘Ali> bin ‘Abdullah menceritakan kepada kami, Sufya>n menceritakan kepada 
kami, ‘Amr berkata: ‘At}a>’ memberitakanku bahwa ia mendengarkan Ja>bir ra. 
berkata: Kami melakukan ‘azl sementara al-Qur’an turun. Dan dari ‘At}a>’, dari 
Ja>bir berkata: Kami melakukan ‘azl pada zaman Nabi sementara al-Qur’an 
turun. 
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Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah saw. ada praktik 
untuk mencegah kehamilan yaitu metode al-‘azl. Akan tetapi, ulama berbeda 
pendapat tentang ‘azl tersebut. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian 
lainnya melarang untuk melakukannya di antaranya Ibn H{azm. Bahkan, al-Gaza>li> 
menjelaskan bahwa meninggalkannya lebih utama (afd}al).131 
Muktamar Kajian Islam Dunia yang diselenggarakan di Kairo memutuskan 
bahwa tidak sah menurut agama untuk melakukan keluarga berencana. Begitupun 
keputusan Organisasi Konferensi Islam yang dilaksanakan pada tahun 1409 H 
memutuskan untuk mengharamkan keluarga berencana secara mutlak.
132
 Tampak 
dari beberapa pandangan tersebut, keluarga berencana harus ditinjau kembali status 
pembaruan hukumnya. Ijtihad sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan 
keadaan manusia dewasa ini yang merupakan tujuan syariat dengan 
mempertimbangkan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan 
dan teknologi demi kemaslahatan umat Islam. 
 Sebagian ulama membolehkan keluarga berencana. Di antaranya adalah 
Syaikh al-H{ari>ri> dan Syaikh Mah}mu>d Syalt}u>t. Ulama yang membolehkan tersebut 
berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan keluarga berencana dengan ketentuan 
antara lain, untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan yang dihadapi ibu 
serta untuk menjarangkan anak. Ulama tesebut juga berpendapat bahwa perencanaan 
keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika 
ada janin.
133
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Al-Qur’an dan sunah tidak menjelaskan hukum dari keluarga berencana 
secara eksplisit. Salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi: Pada dasarnya segala 
sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dengan 
demikian, merencanakan untuk memiliki anak terdapat sisi masyaqqah, bahkan sisi 
darurat lebih besar daripada yang lain. Masyaqqah yang mungkin terjadi dalam 
keluarga berencana adalah kesulitan bagi orang tuanya untuk mensejahtrakan 
anaknya. Seorang ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk 
mensejahtrakan istri dan anaknya. Seorang istri tidak dibenarkan menderita karena 
anaknya, begitupun ayahnya dan ahli warisnya. 
129 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Hakikat masyaqqah adalah segala hal yang menyertai mukalaf yang 
menyulitkan jiwa dan harta. Masyaqqah berarti segala kesulitan yang bisa 
mendatangkan keringanan (rukhs}ah). Akan tetapi, kesulitan itu harus luar biasa yang 
dihadapi mukalaf ketika melaksanakan pembebanan hukum yang diperintahkan oleh 
Sya>ri‘ sehingga mukalaf leluasa dan nyaman ketika melaksanakan pembebanan 
hukum tersebut. Manifestasi penghapusan atau pengurangan masyaqqah dalam 
agama cukup banyak dan bervariasi. Ada yang dalam konteks ibadah, muamalah 
maupun sanksi dan yang terkait dengannya. 
Kriteria masyaqqah yang dapat mendatangkan keringanan adalah bentuk 
masyaqqah yang lebih besar dan memberatkan. Masyaqqah tersebut harus terlepas 
dari subtansi ibadah secara umum. Identifikasi terhadap masyaqqah tersebut 
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ibadah ataupun muamalah. Masyaqqah 
mu‘tabarah (yang dianggap) harus dengan bentuk masyaqqah yang sejalan dengan 
penetapan masyaqqah yang dipergunakan oleh Sya>ri‘ pada ibadah tersebut. 
Masyaqqah mu‘tabarah adalah yang berada dalam batas kemampuan mukalaf, 
namun berada di luar bentuk aktivitasnya sehari-hari. Jika ditarik pada al-ah}ka>m al-
khamsah (wajib, sunah, boleh, makruh dan haram), masyaqqah hanya memasuki 
wilayah wajib dan haram saja. 
Dampak hukum dari masyaqqah tersebut berbeda dalam setiap perbuatan-
perbuatan mukalaf. Bidang ibadah, mukalaf mendapatkan keringanan berupa 
meninggalkan, pengguguran ataupun mengganti kewajiban yang dibebankan. Bidang 
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muamalah, jika terdapat masyaqqah, keringanan yang diberikan berupa sahnya 
melakukan transaksi yang dilarang. Dengan demikian, efek hukum dari masyaqqah 
adalah boleh meninggalkan yang wajib (kecuali salat) dan melaksanakan yang 
diharamkan. 
B. Implikasi 
Kajian tentang masyaqqah merupakan hal yang harus mendapatkan 
perhatian,  baik di kalangan awam maupun ulama dan fukaha. Fukaha dituntut untuk 
memberikan fatwa yang dapat diterima oleh umat Islam, namun tidak mengabaikan 
nas-nas agama yang bersumber dari Sya>ri‘ (Allah swt. dan Rasulullah saw.). Fukaha 
harus mengambil kebijakan terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam 
dewasa ini. 
Pembebanan hukum (takli>f)yang dibebankan kepada mukalaf harus diketahui 
dengan pasti dengan jalan belajar dan bertanya, agar tidak melaksanakan 
pembebanan hukum (takli>f) tersebut dengan seenaknya dan sesuai dengan hawa 
nafsunya saja. Ketika mukalaf menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perintah-
perintah Tuhan mampu mengatasinya. Sehingga berlakulah kaidah al-masyaqqah 
tajlib al-taisi>r (kesulitan mendatangkan kemudahan). 
 
  
131 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ibn Anas, Ma>lik. al-Muwat}t}a’. Cet. I; al-Qa>hirah: Maktabah al-S{afa>, 2001. 
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia. Cet. XI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004 
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariat; dari Teori ke Praktik. Cet, XIV; Jakarta: 
Tazkia Cendekia, 2009. 
Al-‘Asqala>ni>, Ah}mad bin ‘Ali> bin H{ajar. Fath} al-Ba>ri> bi Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. al-
Qa>hirah: Da>r al-Taqwa>, 2000. 
Ibn ‘Asyu>r, Muh}ammad al-T}a>hir. Maqa>s}id al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah. Cet. II; al-
Qa>hirah: Da>r al-Nafa>is, 2001. 
‘Azza>m,  ‘Abdul ‘Azi>z Muh{ammad. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah. al-Qa>hirah: Da>r al-
H{adi>s\, 2005. 
--------. al-Madkhal fi> al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah wa As\aruha> fi> al-Ah{ka>m al-
Syar‘iyyah. Terj. Wahyu Setiawan. Qawa’id Fiqhiyyah. Cet. II: Jakarta: 
Amzah, 2009. 
Al-Bukha>ri>, Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Isma>‘il. al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}. Cet. I; al-
Qa>hirah: Da>r al-Salafiyyah, t.th. 
Al-Bu>rnu>, Muh}ammad S{idqi> bin Ah}mad Abu> al-H{a>ris\. Mausu>‘ah al-Qawa>‘id al-
Fiqhiyyah. Beiru>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 2003. 
Al-Da‘a>s, ‘Azzat ‘Ubaid. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah ma‘a Syarh} al-Mu>jiz. Cet.III; 
Dimasyq: Da>r al-Tirmiz\i>, 1989. 
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: J-ART, 2004. 
Departemen Pendidikan Nasional RI. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008. 
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam 
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Cet. III; Jakarta: Kencana, 
2010. 
Al-Gaza>li>, Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad. al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l. 
Bairu>t: Da>r al-Arqam, t.th. 
Al-H}afi>d, Ibnu Rusyd. Bida>yah al-Mujtahid fi> Niha>yah al-Muqtas}id. Semarang: 
Toha Putra, t.th 
132 
 
 
H{asan, Kha>lid Ramad}a>n. Mu‘jam Us}u>l al-Fiqh. t.t, Da>r al-T}ara>bi>sy, t.th. 
Ibn H{azm, al-Muh}alla>. al-Qa>hirah: Da>r al-Tura>s\, 2005. 
Ibn ‘Abdul Sala>m, al-‘Izz. al-Fawa>’id fi> Ikhtis}a>r al-Maqa>s}id wa al-Qawa>‘id al-S{ugra>. 
Dimasyq: Da>r al-Fikr, 1996. 
-------, al-Qawa>‘id al-Kubra> al-Mausu>m bi Qawa>‘id al-Ah}ka>m fi> Is}la>h} al-Ana>m. Cet. 
I; Dimasyq: Da>r al-Qalam, 2000. 
Isma>‘il, Muh}ammad Bakar. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah baina al-As}a>lah wa al-Tauji>h}. 
Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Mana>r, 1997. 
Al-Jabba>zi, Jala>l al-Di>n Abu> Muh}ammad‘Umar. Al-Mugni> fi> Us}u>l a-Fiqh. Cet. I; 
Makkah: t.tp, 1403 H. 
Al-Jau>ziyyah, Ibn al-Qayyim. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min al-
Kita>b I‘la>m al-Muwaqqi‘i>n. t.tp. Da>r Ibn al-Qayyim, 1421 H. 
Al-Jazi >ri>, ‘Abdul Rah}ma>n. al-Fiqh ‘ala al-Maz\a>hib al-Arba‘ah. al-Qa>hirah: Da>r al-
Fajr, 2000. 
Al-Kai>la>ni>, ‘Abdul Rah}ma>n Ibra>hi>m. Qawa>‘id al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m al-Sya>t}ibi>; 
‘Ardan wa Dira>satan wa Tah}li>lan. Dimasyq: Da>r al-Fikr, 2005. 
Khalla>f,  ‘Abdul Wahha>b. ‘Ilm Us}ul al-Fiqh. al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2002. 
La>s\yi>n, Mu>sa> Sya>hi>n. Fath} al-Mun‘im Syarh} S{ah}i>h} Muslim. Cet. II; al-Qa>hirah: Da>r 
al-Syuru>q, 2008. 
Mala>ikah, Mus{t{afa>. Fi> Us}u>l al-Da‘wah Muqtasaba>t min Kutub al-Duktu>r Yu>suf al-
Qarad}a>wi>. Cet. I; Mis}r: Da>r al-Taqwa>, 1997. 
Ibn Manz}u>r. Lisa>n al-‘Arab. al-Qa>hirah: Da>r al-Ma‘a>rif, t.th. 
Mubarok, Jaih. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2000. 
Mus}t}afa>, Ibra>hi>m, Ah}mad H}asan al-Zayya>t, H}amid ‘Abdul Qa>dir, Muh}ammad ‘Ali> 
al-Najja>r. al-Mu‘jam al-Wasi>t}. Istanbu>l: al-Maktabah al-Isla>miyyah, t.th. 
Al-Nasā’ī, Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Alī bin Sīnān Abu> ‘Abdul Raḥmān. Sunan al-
Nasa>’i> al-S{ugra> al-Mujtaba>. t.d. 
Nazir, Moh. Metode Penelitian. Cet. III: Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988. 
Purba, Michael R. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Cet. I; Jakarta: 
Widyatamma, 2009. 
133 
 
 
Al-Qarad}a>wi>, Yu>suf. Dira>sah fi> Fiqh Maqa>s}id al-Syari>‘ah; baina al-Maqa>s}id al-
Kulliyah wa al-Nus}us al-Juz’iyyah. al-Qa>hirah: Da>r al-Syuru>q, 2006. 
-------. Maqa>s}id al-Syari>‘ah al-Muta‘alliqah bi al-Ma>l. Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-
Syuru>q, 2010. 
-------. ‘Awa>mil al-Sa‘ah wa al-Muru>nah fi> al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah. Terj. Agil 
Husain al-Munawwar. Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam. Cet. I; 
Semarang: Toha Putra, 1993. 
Al-Qurt}ubi>, Abu> ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}a>ri>. al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-
Qur’a>n Tafsi>r al-Qurt}ubi>. al-Qa>hirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th. 
Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Cet. XVII; Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2007. 
Sa>biq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Cet. IV; t.t, Da>r al-Fikr, 1983. 
Al-S{a>bu>ni>, Muh}ammad ‘Ali>. Rawa>’i‘ al-Baya>n Tafsi>r A<<ya>t al-Ah}ka>m min al-Qur’a>n. 
Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-S{a>bu>ni>, 2007. 
Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008. 
Al-Sadla>n, S{a>lih} bin Ga>nim. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah al-Kubra> wa ma> Tafarra‘ 
‘anha>. Riya>d}: Da>r Balansiyyah, 1417 H. 
Al-S{alla>bi>, Usa>mah Muh}ammad Muh}ammad. al-Rukhas} al-Syar‘iyyah; Ah}ka>muha> 
wa D{awa>bit}uha>. Iskandariyyah: Da>r al-I<ma>n, 2002. 
Al-Sa>yis, Muh}ammad ‘Ali>. Tafsi>r A<ya>t al-Ah}ka>m. Cet. I; al-Qa>hirah: Mu’assasah al-
Mukhta>r, 2001. 
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 
1989. 
Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003. 
Sukmadinata, Nana Syaudih. Metode Penelitian Pendidikan. Cet: III; Bandung: 
Remaja Rosda karya, 2007. 
Supriyadi, Dedi. Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai 
Indonesia. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007. 
Al-Sya>fi‘i>, Muh}ammad bin Idri>s. al-Risa>lah. Cet. II; al-Qa>hirah: Maktabah Da>r al-
Tura>s\, 2005. 
-------. Kita>b al-Umm. Cet. IV; Mans}u>rah: Da>r al-Wafa>, 2008. 
134 
 
 
Al-Syanqi>t}i>, <Muh}ammad al-Ami>n. Ad}wa>’ al-Baya>n fi> I<>d}a>h} al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n. 
al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2006. 
Al-Sya>ti}bi>, Abu> Ish}a>q. al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>‘ah. al-Qa>hirah: al-Maktabah 
al-Taufiqiyyah, 2003. 
Al-‘Us \aimi>n, Muh}ammad bin S{a>lih}. al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah. Iskandariyah: Da>r al-
Bas}i>rah, t.th. 
Abu> Zahrah, Muh}ammad. Us}u>l al-Fiqh. al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 2006. 
Al-Zarqa>, Ah}mad bin Muh}ammad. Syarh} al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah. Cet. II; 
Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989. 
Al-Zuhaili>, Wahbah. al-Waji>z fi> Us}ul al-Fiqh. Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1999. 
-------. Nazariyyat al-D{aru>rat al-Syar’iyyah. Cet. IV; Bai>ru>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 
1985. 
-------. al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh. Cet. II; Dimasyq: Da>r al-Fikr, 1985. 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Abdul Syatar adalah anak ketiga dari lima bersaudara (empat putri 
dan satu putra) dari pasangan H. Yalla Dg. Mamase dan Hj. St. 
Rahmatiah. Lahir di Bone pada Sabtu, 20 April 1985. Pendidikan 
formal pertamanya, TK IDATA Kolaka (tamat 1991), SDN 1 Kolaka 
(tamat 1997) dan dilanjutkan ke MTsN Kolaka (tamat 2000). Pada jenjang 
pendidikan berikutnya, ia meneruskan pendidikan dilingkup pesantren DDI AD 
Mangkoso dan duduk di bangku Madrasah I’dadiyah selama setahun (tamat 2001), 
kemudian melanjutkan di MA Putra DDI Mangkoso. 
Tahun 2004, setelah tamat dari Madrasah Aliyah, pria yang beralamat di 
jalan Mamoa 4, Lrg. 1, No. 1 meneruskan pendidikan Strata I di Universitas al-
Azhar, Kairo tahun 2004. Ia meyelesaikan pendidikan S1 (Lc.) selama lima tahun 
(2004-2009) dan selanjutnya pulang kampung meneruskan pendidikan S2-nya di 
UIN Alauddin Makassar sampai saat ini. 
Saat di Kairo, selain sibuk kuliah dia juga aktif dalam beberapa organisasi. 
Antara lain, Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Mesir, sebagai salah seorang 
pengurus, Ikatan Alumni DDI (IADI). Selain itu, pernah dipercayakan menjadi ketua 
AMC (Angin Mammiri Club). 
